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Kabupaten Ponorogo melakukan pembaharuan terhadap sistem pencatatan 
kehadiran, yang pada mulanya menggunakan absensi manual kini mulai 
berinovasi beralih menggunakan absensi berbasis teknologi dengan pengambilan 
data menggunakan perekaman wajah melalui ponsel Android. Salah satu kegiatan 
yang dilakukan Kabupaten Ponorogo ini merupakan salah satu bentuk penerapan 
e-Government dalam program absensi pegawai dengan sistem berbasis teknologi. 
Dengan inovasi absensi ini PNS Dinas Tenaga Kerja tidak perlu melakukan tanda 
tangan di atas buku absen maupun melakukan pelaporan aktivitas secara manual 
saat ini semua dapat terekam langsung dalam aplikasi. Maka dari itu, absensi 
berbasis teknologi perlu ditinjau berdasarkan efektivitas dalam penerapannya 
yang dinilai berdasar pada proses pencapaian tujuan, pengkuran terhadap 
kemampuan organisasi dan individu, penyesuaian terhadap absensi berbasis 
teknologi maupun faktor yang mempengaruhi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas serta faktor 
yang berpengaruh pada penerapan absensi berbasis teknologi dalam menunjang 
disiplin Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo. 
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah model interaktif dari 
Miles dan Huberman. 
Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa inovasi absensi berbasis 
teknologi Jathilan dalam menunjang disiplin kerja PNS Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Ponorogo pada implementasinya berjalan efektif berdasarkan penilaian 
efektivitas. Pada penerapannya Jathilan Absensi Online juga memiliki faktor-
faktor yang berpengaruh baik itu mendorong maupun menghambat penerapan 
Jathilan Absensi Online dalam menunjang disiplin kerja PNS Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Ponorogo.  
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan inovasi 
Jathilan Absensi Online berjalan efektif dan dapat mencerminkan disiplin kerja 
PNS Dinas Tenaga Kerja, namun terdapat beberapa hambatan yang perlu 
dikembangkan yaitu berkaitan pemerataan pemahaman terhadap teknologi bagi 
PNS dengan usia di atas 50 tahun di Dinas Tenaga Kerja, dan pengembangan 
terkait server, database maupun jaringan yang terpusat menjadi satu dengan 
BKPSDM. 
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Ponorogo Regency made observations on the experience recording system 
using, which was originally manual attendance, now starting to switch to 
technology-based attendance by collecting data using facial monitoring via 
Android phones. One of the activities carried out by Ponorogo Regency is a form 
of implementing e-Government in the employee attendance program with a 
technology-based system. With the innovation of attendance at the Civil Service 
Office of the Manpower Office, there is no need to manually perform attendance 
and activity reporting, now everything can be recorded directly in the application. 
Therefore, it is necessary to review the application of technology-based 
attendance based on effectiveness which is assessed based on the goal process, 
measurement of organizational and individual capabilities, adjustments to 
technology-based absenteeism and influencing factors. 
The purpose of this study was to analyze the effectiveness and factors that 
influence the application of technology-based attendance in supporting the 
discipline of Civil Servants at the Manpower Office of Ponorogo Regency. This 
research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection is 
done through interviews, observation, and documentation. The data analysis 
method used is an interactive model from Miles and Huberman. 
The results of this study explain that Jathilan technology-based 
absenteeism innovation in supporting the work discipline of the Ponorogo 
Regency Manpower Office in its implementation is effective based on an 
effectiveness assessment. In its application, Jathilan Online Attendance also has 
factors that influence both encouraging and inhibiting the application of Online 
Attendance Jathilan in supporting the work discipline of PNS at the Manpower 
Office of Ponorogo Regency. 
The conclusion of this study shows that the application of the Jathilan 
Online Attendance innovation can reflect the work discipline of PNS at the 
Manpower Office, but there are several obstacles that need to be developed, 
namely related to equitable understanding of technology for civil servants over 50 
years of age, and development related to servers, databases and networks which 
became one with BKPSDM. 
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I.1 Latar Belakang 
Saat ini dunia sedang mengalami proses revolusi penerapan teknologi yang 
disebut dengan digitalisasi. Pengaruh perkembangan teknologi informasi saat ini 
sudah menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali pada 
pemerintahan. Sehingga, saat ini pemanfaatan teknologi berperan aktif dalam 
segala bidang dan menjadi salah satu alternatif yang digunakan untuk 
mempermudah pekerjaan manusia. Dari adanya perkembangan teknologi yang 
terus terjadi mendorong adanya suatu pembaharuan untuk terciptanya perubahan 
dan demi tercapainya suatu tujuan dalam suatu organisasi. 
Perkembangan teknologi khususnya smartphone yang sangat pesat dalam 
kehidupan sehari-hari memungkinkan para pengguna memasang aplikasi-aplikasi 
yang juga dapat membantu pekerjaan keseharian mereka. Sehingga pengguna 
smartphone pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan 
perkembangan teknologi yang terus berkembang. Hal ini sesuai dengan yang 
diungkapkan oleh Milward dalam Ramaita (2019:90) bahwa Indonesia merupakan 
salah satu negara yang menambah lebih 400 juta jiwa pengguna smartphone dari 
2014 hingga 2018. Indonesia menjadi negara dengan pengguna smartphone 
terbesar ke empat di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat, angka ini 





Untuk menjawab tantangan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih, 
dan berwibawa pada sistem pemerintahan di zaman modern sekarang ini, 
pemerintah berinisiatif untuk mewujudkan pemerintah yang terintegrasi mulai dari 
tingkat pemerintahan pusat hingga ke daerah. Sebagai salah satu aktor penting, 
Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang dimilikinya diharapkan mampu 
menghasilkan keputusan dan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah dan 
memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya. Menurut Bailey dalam Islamy 
(2018:10) teori pendekatan instrumental dalam administrasi publik berfokus pada 
metode, alat, dan strategi yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan publik dalam 
memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu 
disadari bahwa sangat dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas keputusan 
dan tindakan Pemerintah Daerah agar lebih efektif dan efisien melalui terobosan-
terobosan inovatif. Secara lebih tegas dapat dinyatakan bahwa inovasi dibutuhkan 
oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas keputusan dan tindakan 
yang dihasilkannya. 
Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu 
memperoleh perhatian dalam upaya reformasi tersebut adalah penataan aparatur 
pemerintah yang meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan, sistem, 
dan penataan manajemen sumber daya pegawai. Untuk meningkatkan efektivitas 
dan kinerja instansi pemerintah daerah menuju ke arah profesionalisme dan 
menunjang terciptanya pemerintah yang baik melalui salah satunya adalah 
pendisiplinan pegawai, untuk itu perlu adanya penyatuan pandangan bagi para 





melaksanakan tugas yang baik di seluruh bidang tugas dan unit pada instansi 
pemerintah.  
Untuk melihat kehadiran pegawai dalam suatu instansi maka diperlukan 
absensi. Para ahli dalam beberapa referensi menyebutkan bahwa absensi biasa 
disebut sebagai proses penandaan atau pencatatan waktu hadir seseorang dalam 
sebuah dokumen yang dibuat sebagaimana mestinya guna sebagai acuan dalam 
menentukan sebuah keputusan dalam lingkup penilaian. Absensi kehadiran 
merupakan bagian yang memiliki peranan penting dalam setiap instansi. Di mana 
absensi adalah salah satu penunjang yang dapat mendukung dan memotivasi 
setiap kehadiran dan aktivitas yang ada di dalamnya. Danur C (2016:72), 
menjelaskan absensi adalah suatu proses pencatatan waktu hadir seorang pegawai 
yang disimpan dalam sebuah dokumen yang dibuat sebagaimana mestinya dengan 
tujuan digunakan sebagai acuan dalam menentukan sebuah keputusan terkait 
penilaian. 
Sistem absensi manual yang masih sering digunakan sangatlah rawan bagi 
suatu lembaga instansi karena tingkat kedisiplinan yang tidak dapat terkontrol 
akibat kecurangan yang mudah dilakukan. Berbagai kecurangan yang dapat terjadi 
menurut pendapat Azura (2018:186) adalah adanya penitipan tanda tangan yang 
dapat dengan mudah dilakukan oleh para pegawai, rekapitulasi data yang masih 
menghabiskan banyak waktu dan tenaga, memerlukan banyak kertas dan tinta, 
dan membutuhkan ruang yang banyak sebagai tempat penyimpanan. Oleh sebab 
itu, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini digunakan salah satunya 





Pemanfaatan sistem teknologi informasi yang semakin maju dapat digunakan 
untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan di atas dengan adanya sistem 
absensi berbasis teknologi.  
Hasil pendataan absensi pegawai adalah salah satu indikator penting dalam 
manajemen sumber daya manusia atau (Human Resources Management). 
Informasi yang menyajikan data terkait kehadiran maupaun kinerja seorang 
pegawai dapat menujukan hasil prestasi kerja seseorang, kedisiplinan, 
pendapatan/gaji, produktivitas, dan perkembangan instansi/lembaga secara umum. 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu regulasi yang dapat menjamin 
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan 
berhasil guna dengan dukungan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur 
dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja 
dan sistem karier yang di titik beratkan pada sistem prestasi kerja. 
Dengan itu, dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, citra kerja dan 
kinerja instansi pemerintah menuju ke arah profesionalisme dan menunjang 
terciptanya pemerintahan yang baik, perlu adanya efektivitas dalam penggunaan 
absensi sehingga mendorong tercapainya disiplin kerja. Sesuai dengan teori 
Tangklisan (2005:142) bahwa efektivitas merupakan tingkat seberapa jauh 
organisasi berhasil dalam pencapaian tujuan. Efektivitas juga dapat digunakan 
sebagai tingkat ketepatan dalam memilih atau menggunakan suatu metode untuk 
melakukan sesuatu (efektif = do rights things). Penggunaan teknologi informasi 





demi mendapatkan hasil yang maksimal dan mencapai tujuan yang telah 
disepakati bersama.  
Dalam suatu lembaga pemerintahan absensi berbasis teknologi merupakan 
alat teknologi yang diyakini dapat membantu meningkatkan kedisiplinan para 
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan adanya inovasi absensi berbasis teknologi 
merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk melatih disiplin pegawai 
sehingga terhindar dari bentuk-bentuk kecurangan. Kedisiplinan  merupakan  
tolak  ukur  yang paling utama untuk meningkatkan kualitas pegawai dalam 
kehidupan  sehari-hari. Sehingga dengan adanya inovasi absensi ini diharapkan 
dapat memberikan pengaruh yang baik bagi seluruh aparatur pemerintah 
Kabupaten Ponorogo. Cara kerja absensi ini adalah dengan merekam wajah 
pegawai yang bersangkutan sehingga dapat meminimalisir pegawai yang datang 
terlambat atau korupsi waktu dan memungkinkan hilangnya kecurangan terhadap 
kegiatan menitip absen kepada pegawai lain, selain itu peralatan ini bekerja secara 
online dan dapat dipantau dari komputer yang terhubung dengan peralatan 
tersebut. Absensi berbasis teknologi ini juga memudahkan bagi administrator 
yang ada di Dinas Tenaga Kerja untuk merekap absensi para pegawai. 
Penelitian yang sudah dilakukan oleh Andisa Risfania Syah putri Tahun 
2017 mengenai disiplin kerja pegawai di Kalimantan Timur dengan judul 
Pengaruh Penerapan Sistem Absensi Online dan E-logbook Terhadap Disiplin 
Kerja Pegawai Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Absensi Online dan E-





pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Akan tetapi 
pengaruh dari penerapan Sistem Absensi Online terhadap disiplin kerja pegawai 
lebih besar daripada pengaruh dari E-Logbook terhadap disiplin kerja pegawai. 
Dan secara bersama-sama Sistem Absensi Online dan E-Logbook memiliki 
pengaruh yang sangat rendah dengan arah yang positif dan signifikan terhadap 
disiplin kerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 
Selanjutnya penelitian  terdahulu yang dilakukan oleh Yani Mulyani tahun 
2020 di Kabupaten Majalengka terkait Penerapan Absensi Online Berbasis 
Android Pada Peningkatan Kedisiplinan Dan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil 
Pada Bidang PAI. Hasil menunjukkan bahwa penerapan  absensi  online  berbasis  
android  di  Gugus  3  Ahmad  Yani  telah  mampu mengubah  pola  kerja  PNS  
pada  bidang  PAI.  Sebagian  besar  guru  PAI  disiplin  waktu  dalam 
menjalankan  kewajibannya.  Sebagian  kecil  guru  PAI  yang  belum  disiplin 
pun  bukan  karena tidak  mau  mendisiplinkan  diri  tetapi  karena  berbagai  hal  
seperti  Guru  PAI  yang  berperan sebagai   ibu   rumah   tangga   juga,   masalah   
ekonomi,   dan   hal   manusiawi   lainnya   yang menyebabkan  PNS  tersebut  
kurang  disiplin  dalam waktu.  Pada  hakikatnya  kedisiplinan  akan kembali lagi 
kepada pribadi masing-masing. 
Penelitian yang dilakukan oleh Wiweko Artadi dan Ana Irhandayaningsih 
(2016) dengan judul Penerapan Absensi Elektronik Dalam Meningkatkan Disiplin 
Pustakawan Di Kantor Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hasil dalam 
penelitian menyatakan adanya penerapan absensi elektronik dapat meningkatkan 





waktu dalam bekerja. Absensi elektronik juga telah mampu mengubah kebiasaan 
pustakawan yang dahulunya masih bisa merekayasa absen. Akibat penerapan 
absensi elektronik yaitu perpustakaan menjadi kondusif dan lebih siap dalam 
memberikan pelayanan secara prima. 
Sehingga berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan 
di atas, bahwa absensi berbasis teknologi memberikan pengaruh yang cukup 
signifikan terhadap motivasi dan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada 
akhir tahun 2018 Kabupaten Ponorogo melakukan inovasi pada proses pencatatan 
kehadiran, yang pada mulanya menggunakan absensi manual mulai berinovasi 
beralih menggunakan absensi berbasis teknologi dengan sistem perekaman wajah 
atau selfie. Salah satu kegiatan yang dilakukan Kabupaten Ponorogo ini 
merupakan salah satu bentuk penerapan e-Government dalam program absensi 
pegawai dengan sistem berbasis teknologi. Dengan adanya absensi berbasis 
teknologi ini juga menyangkut dengan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) 
yang akan diberikan kepada para PNS di Kabupaten Ponorogo. Sehingga para 
PNS di Kabupaten Ponorogo khususnya di Dinas Tenaga Kerja yang belum akrab 
dengan sistem diharuskan untuk menyesuaikan diri.  
Penerapan e-Government dalam program absensi berbasis teknologi 
dengan melalui selfie ini menjadi dasar efisiensi dalam penggunaan sistem 
identifikasi wajah, inovasi dari alat ini mendorong instansi di pemerintahan 
Kabupaten Ponorogo untuk menghemat waktu, tenaga, sekaligus menjamin 
keamanan. Absensi berbasis teknologi dengan nama Jathilan ini tidak dapat di 





nama dan NIP yang tertera dalam absen, karena seperti yang kita ketahui absen 
merupakan salah satu faktor penting untuk mengetahui sejauh mana seseorang 
rajin dalam menjalankan kewajibannya untuk mengerjakan tugas yang 
dibebankan. Dengan demikian, bukti kehadiran maupun aktivitas pegawai dapat 
ditinjau dari penerapan e-Government melalui inovasi absensi berbasis teknologi 
ini. Tentunya pada penerapannya terdapat banyak kendala yang harus dihadapi 
Kabupaten Ponorogo dalam mengembangkan proses pencatatan kehadiran dengan 
sistem berbasis teknologi, namun Kabupaten Ponorogo tetap mencoba untuk 
menerapakan sistem pemerintahan berbasis e-Government sesuai dengan instruksi 
Presiden No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan 
e-government; keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 36 tahun 2003 tentang 
Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Provinsi Jawa Timur.  
Absensi berbasis teknologi yang digunakan di Kabupaten Ponorogo 
merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk absen secara online dengan 
smartphone Android. Jathilan merupakan aplikasi yang digunakan untuk Absensi 
Online Pegawai Pemerintah Kabupaten Ponorogo, salah satunya pada Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo. Aplikasi ini dikembangkan oleh BKPSDM 
Kabupaten Ponorogo Versi : C107.0.0.1.17. Smartphone Android 4.1+. Aplikasi 
ini diuji cobakan sejak November 2018 dan mulai diterapkan pada awal tahun 
2019. Aplikasi absensi Online ini dapat di unduh melalui smartphone android di 
menu playstore dengan nama Jathilan Absensi Online. Dengan demikian para 





maupun pulang kerja maupaun melakukan pelaporan kegiatan sehari-hari secara 
manual. 
Dilansir dari berita pada detik news bulan Oktober 2019 Kepala Badan 
Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Ponorogo Winarko Arief mengatakan 
perubahan sistem absensi yang pada mulanya menggunakan fingerprint, 
pemerintah Kabupaten Ponorogo ingin membuat inovasi baru dengan melakukan 
perubahan menggunakan absensi wajah berbasis android. Pada absensi berbasis 
teknologi ini bertujuan untuk mengurangi kecurangan absensi yang biasa 
dilakukan para aparatur pemerintah seperti saat menggunakan absensi fingerprint. 
Menurut Winarko Arief, absensi dengan menggunakan fingerprint masih memiliki 
banyak kekurangan, mulai dari sidik jari yang tidak bisa terdeteksi jika tangan 
kotor, alat yang sering rusak serta adanya petugas yang mengecek absensi 
sehingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih bisa memanipulasi kehadiran. 
Sedangkan jika menggunakan absensi berbasis Android teknologi harus dilakukan 
langsung, atau real time. Selain itu, absensi berbasis teknologi juga dinilai lebih 
ekonomis daripada fingerprint.  
Seiring berjalannya absensi online ini ternyata ditemukan masih terdapat 
banyak kendala, berdasarkan pada ulasan yang terdapat pada kolom komentar 
website Jathilan Absensi Online ditemukan banyak komentar keluhan yang datang 
dari para Aparatur Sipil Negara di Ponorogo terkait pemasangan absensi yang 
baru saja dilakukan, baik itu keluhan terkait sistemnya yang masih sering kali 
mengalami eror maupun pemahaman yang masih kurang dari masing-masing 





Negara Kabupaten Ponorogo, Efendi Triwahyudi yang menuliskan bahwa, 
“Android tinggi, nge bug dan aplikasi erorr saat dijalankan, tidak bisa dibuka 
langsung eror, sebaiknya untuk dievaluasi lagi atau diupdate, agar semua pegawai 
bisa menggunakan dan tidak ganti hp”.  
Berdasarkan permasalahan tersebut, dengan adanya absensi Jathilan juga 
diharapkan dapat dilakukannya pengukuran dan penilaian tingkat kompetensi dan 
disiplin kerja pegawai dengan melihat history dari absensi dan aktivitas pegawai 
melalui menu yang tertera pada aplikasi Jathilan Absensi Online. Dengan itu 
tingkat kedisiplinan pegawai dapat dilakukan melalui pengawasan dan 
pemantauan agar lebih terkontrol dan dapat memastikan inovasi ini berjalan 
dengan baik, sehingga dengan itu juga dapat meminimalisasi keterlambatan dan 
ketidakhadiran pegawai serta meningkatkan motivasi kerja pegawai karena hal itu 
juga terkait dengan pemberian tunjangan tambahan penghasilan (TPP) pegawai 
khususnya di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo.  
Tujuan utama sistem absensi Online “Jathilan” ini tidak lain untuk 
meningkatkan kinerja seluruh PNS yang meliputi kerja keras, tanggung jawab, 
disiplin, dengan itu maka semakin baik indikator tingkat kehadiran, dilihat dari 
jam masuk atau jam pulang kerja dan izin atau cuti masuk kerja maupun aktivitas 
melalui history yang terdapat dalam aplikasi. Selain itu, strategi yang dilakukan 
Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan disiplin pegawai melalui 
Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Kepada 
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, karena 





Penghasilan pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo. Jika angka 
absensi keterlambatan, bolos kerja maupun aktivitas pada Jathilan Absensi Online 
ini lebih besar maka akan ada pemotongan TPP dan akan mendapat tambahan 
hukuman berupa teguran dari pimpinan yang bersangkutan.  
Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang peniliti lakukan, di mana 
diketahui bahwa di Dinas Tenaga Kerja menunjukan beberapa kendala yang 
menghambat proses pengimplementasian dari Jathilan Absensi Online. Hambatan 
tersebut datang dari kemampuan PNS di Dinas Tenaga Kerja. Pada Dinas Tenaga 
Kerja terdapat total 26 Pegawai Negeri Sipil yang 16 orangnya merupakan PNS 
dengan usia di atas 50 tahun, berarti lebih dari 50% PNS di Dinas Tenaga Kerja 
adalah pegawai dengan usia lanjut yang cenderung mengalami kelambatan dalam 
pemahaman ketika berhadapan dengan perkembangan teknologi. Kondisi tersebut 
dapat menimbulkan konsekuensi negatif seperti menurunnya partisipasi dalam 
pekerjaan yang akhirnya menciptakan permasalahan baru saat diterapkannya 
absensi online Jathilan.  
Selain itu, diketahui bahwa tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Ponorogo selain sebagai perumus kebijakan teknis di bidang tenaga 
kerja dan transmigrasi tetapi juga sebagai pelaksanaan kebijakan urusan tenaga 
kerja dan transmigrasi yang memungkinkan segala bentuk kegiatan mayoritas 
dilakukan diluar kantor atau di lapangan. Hal itu juga didukung berdasar pada 
data dari BPS, Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 merupakan salah satu 
penyumbah buruh migran terbesar di provinsi Jawa Timur sehingga tugas 





besar dilaksanakan di luar kantor. Sehingga dengan hal tersebut, memungkinkan 
PNS di Dinas Tenaga Kerja dapat melakukan kegiatan absensi saat datang di 
kantor tetapi tidak dapat tetap melakukan kegiatan absensi saat pulang di kantor 
karena sistem pekerjaan yang mayoritas ada diluar kantor Dinas Tenaga Kerja. 
Padahal diketahui bahwa sistem Jathilan Absensi Online hanya dapat dilakukan 
radius 50 meter dari kantor Dinas Tenaga Kerja. 
Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo menjadi objek 
penelitian dimana membahas mengenai efektivitas implementasi absensi berbasis 
teknologi Jathilan dalam menunjang disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil. Dengan 
demikian, melihat dari beberapa penelitian terdahulu serta adanya penjelasan 
diatas hal ini menjadi alasan peneliti mengambil fokus pada efektivitas 
penggunaan absensi berbasis teknologi pada Kabupaten Ponorogo, ditunjang 
dengan pemaparan lainnya maka penulis melakukan penelitian dengan judul 
“Efektivitas Inovasi Absensi Berbasis Teknologi dalam Menunjang Disiplin 
Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Ponorogo)”. 
I.2 Rumusan Masalah 
Berdasar dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan 
masalah yang ditentukan penulis adalah : 
1. Bagaimanakah efektivitas inovasi absensi berbasis teknologi dalam 






2. Apakah yang menjadi faktor pendorong dan penghambat pada penerapan 
inovasi absensi berbasis teknologi dalam menunjang disiplin kerja Pegawai 
Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo? 
I.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian pada dasarnya adalah untuk menjawab rumusan 
masalah yang telah ditentukan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah 
ditetapkan oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk menganalisis efektivitas inovasi absensi berbasis teknologi dalam 
menunjang disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Ponorogo. 
2. Untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat pada penerapan 
inovasi absensi berbasis teknologi dalam menunjang disiplin kerja Pegawai 
Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo. 
I.4 Kontribusi Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis dan 
akademis kepada pihak-pihak terkait yaitu: 
1. Kontribusi Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya kajian 
Ilmu Administrasi Publik mengenai Efektivitas Inovasi Absensi Berbasis 
Teknologi dalam Menunjang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan pengetahuan 





2. Kontribusi Praktis 
a. Bagi Peneliti 
Sebagai sarana untuk menambah dan memperluas wawasan, 
pengetahuan, pemikiran ilmu pengetahuan terkait dengan disiplin kerja 
Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
b. Bagi instansi yang terkait 
Sebagai bahan kajian dan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah 
Kabupaten Ponorogo dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan 
dengan inovasi absensi berbasis teknologi untuk menunjang disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
c. Bagi masyarakat umum 
Sebagai sarana pembelajaran terkait penerapan disiplin kerja. 
I.5 Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan merupakan susunan keseluruhan dari sebuah 
karya tulis ilmiah yang disusun secara menyeluruh meliputi garis besar sebuah 
karya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pembaca untuk 
mengetahui substansi setiap pokok bacaan dalam karya tulis ilmiah terkait. 
Adapun sistematika pembahasan dalam proposal skripsi ini terdiri dari tiga bab, 
yaitu : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab pertama terdiri dari lima sub-bab yaitu latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta 





permasalahan terkait efektivitas inovasi absensi berbasis 
teknologi dan disiplin kerja pegawai. Rumusan masalah berisi 
uraian pertanyaan yang harus dijawab dalam pembahasan. Tujuan 
penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
efektivitas inovasi absensi berbasis teknologi dan faktor yang 
berpengaruh dalam menunjang disiplin kerja Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo. 
Kontribusi penelitian berisi sumbangan baik akademis maupun 
teoretis yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk 
perbaikan penerapan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 
Ponorogo. Sistematika  penulisan untuk memudahkan pembaca 
mengetahui inti dari setiap bab. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan mengenai penelitian terdahulu yang relevan 
dengan topik yang akan diteliti, uraian tentang konsep 
administrasi publik, inovasi, absensi, disiplin kerja, efektivitas, 
dan e-government sebagai pisau analisis untuk menjawab 
rumusan masalah tentang efektivitas inovasi absensi berbasis 
teknologi dalam menunjang disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ketiga berisi metode penelitian yang digunakan dalam 





penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, 
teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta analisis data. 
BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan 
yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan fokus penelitian. 
Dimana sebelumnya terdapat penjelasan mengenai gambaran 
umum lokasi dan situs penelitian. Terdapat tiga penyajian data 
berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu efektivitas inovasi 
absensi berbasis teknologi dalam menunjang disiplin kerja 
pegawai negeri sipil, faktor pengaruh inovasi absensi berbasis 
teknologi dalam menunjang disiplin kerja pegawai negeri sipil. 
Kemudian, terdapat analisis dan interpretasi terhadap penyajian 
data. 
BAB V  : PENUTUP 
 
Bab ini memberikan hasil kesimpulan yang ditarik oleh peneliti 
berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai inovasi 
absensi berbasis teknologi dalam menunjang disiplin kerja 
pegawai negeri sipil. Serta terdapat saran yang berisikan masukan 











Administrasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin: Ad = intensif 
dan ministrare = melayani, membantu, memenuhi. Administrasi merupakan 
kegiatan atau aktivitas yang bertujuan  membantu, melayani, memfokuskan, atau 
mengelola semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan.  S.P. Siagian dalam 
Rahman (2017:7) mengungkapkan bahwa secara luas administrasi berasal dari 
bahasa Inggris "Administration", yang merupakan  proses kerja sama yang 
dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk 
mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. 
Administrasi adalah segenap kumpulan aktivitas penataan terhadap kerja 
sama yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu (The 
Liang Gie, dalam Rahman (2017:8)).  Sejalan dengan pendapat S.P. Siagian, 
dalam Rahman (2017:7) Administrasi merupakan  keseluruhan dari jalannya 
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terlibat dalam 









II.1.1 Pengertian Administrasi 
Istilah administrasi publik menurut Revida, dkk., (2020:1) sesungguhnya 
merupakan perubahan paradigma dan makna dari administrasi negara. Istilah 
administrasi negara seolah-olah administrasi yang hanya ditujukan untuk 
melayani negara, sedangkan administrasi publik mengandung makna yang lebih 
luas yaitu bukan hanya ditujukan untuk melayani negara "ansich", akan tetapi juga 
melayani masyarakat dan swasta. Oleh karena itu administrasi publik bukan saja 
dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi melibatkan peran swasta (privat) dan 
masyarakat. Dalam administrasi publik, peran pemerintah lebih banyak fasilitator 
dari pada katalisator. 
Administrasi publik terdiri dari dua sub kata yaitu administrasi dan publik. 
Administrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu ad yang 
artinya intensif dan ministrare yang artinya adalah melayani (to serve). Dengan 
demikian, administrasi merupakan kegiatan untuk membantu atau melayani 
dengan intensif. Administrasi mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti 
sempit dan arti luas. Administrasi dalam arti sempit didefinisikan sebagai kegiatan 
catat-mencatat, tulis-menulis atau yang sering disebut dengan kegiatan tata usaha, 
sedangkan administrasi dalam pengertian luas adalah proses kerja sama secara 
rasional yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah 
ditentukan sebelumnya (Revida, dkk., 2020:2).  
Administrasi Negara (Public Administration) adalah suatu "species" dalam 
lingkup "genus" administrasi (administration) yang bermakna sebagai kegiatan 





niaga atau perusahaan (Business administration) dan administrasi privat non 
perusahaan niaga (Juharni 2015:1). 
Administrasi publik adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh 
sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan 
dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif (Pasolong, 2007) 
dalam Revida, dkk. (2020:3). Administrasi publik merupakan aktivitas melayani 
publik dan atau aktivitas pelayan publik dalam melaksanakan kebijakan yang 
diperoleh dari pihak lain (Hughes dalam Revida, dkk. (2020:3)). Berdasarkan 
pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi publik 
merupakan ilmu yang diterapkan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam 
organisasi publik yang bekerja sama untuk melakukan kegiatan untuk mencapai 
tujuan bersama.  
II.1.2 Teori Instrumental Administrasi Publik 
Keban (2008) dalam Sawir (2021:20) menyatakan bahwa istilah 
Administrasi Publik menunjukkan peran pemerintah sebagai agen tunggal yang 
berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu memiliki inisiatif dalam 
mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting 
atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak 
yang pasif, kurang mampu, dan hams tunduk dan menerima apa saja yang diatur 
pemerintah. 
Menurut Sawir (2021:19) teori instrumental merupakan tindak lanjut dari 





terkait dengan 'bagaimana' dan 'kapan'. Misalnya: Jika sistem administrasi 
berlangsung secara begini dan begitu, karena ini dan itu atau jika desentralisasi 
dapat meningkatkan efektivitas birokrasi, maka strategi, teknik, alat apa yang 
dikembangkan untuk menunjangnya. Contoh dari teori instrumental adalah 
analisis kebijakan. Analisis kebijakan banyak menyumbangkan atau 
mengaplikasikan teknik baik kuantitatif-aplikasi regresi, riset operasi, analisis 
biaya dan manfaat-maupun kualitatif (rasional maupun intuitif) untuk menjawab 
pertanyaan 'bagaimana' dan 'kapan' Jawaban terhadap pertanyaan ini berguna 
sebagai rekomendasi kepada pengambil kebijakan dalam menentukan langkah-
langkah konkret dalam proses kebijakan publik. 
Pendekatan Instrumental dalam administrasi publik berfokus pada 
pertanyaan "bagaimana"; yaitu, metode, alat, dan strategi yang diperlukan untuk 
mewujudkan tujuan publik Bailey dalam Islamy (2018:10). Pendekatan 
Instrumental adalah kunci dalam adimintstrasi publik. Sebagai ilmu sosial, 
penerapan pendekatan instrumental dapat membantu praktisi menyelesaikan suatu 
permasalahan. Kecenderungan pendekatan Instrumental digunakan ketika terdapat 
kekhawatiran eksplisit dengan rekomendasi atau pemecahan masalah (Choi dalam 
Islamy 2014:10). 
II.1.3 Unsur-Unsur Administrasi Publik 
Pada sekitar tahun 1970-an seorang ahli administrasi dari Universitas 
Gadjah Mada, The Liang Gie, menyebutkan terdapat delapan unsur administrasi 





1. Pengorganisasian, adalah rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka 
organisasi yang menjadi wadah atau tempat bagi setiap kegiatan dalam usaha 
kerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan.  
2. Manajemen, adalah rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan 
dan mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerja sama yang telah 
ditetapkan benar-benar tercapai.  
3. Tata hubungan, yang diartikan sebagai rangkaian perbuatan menyampaikan 
warta dari satu pihak ke pihak lain dalam usaha kerja sama itu. 
4. Kepegawaian, adalah adalah rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus 
tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerja sama.  
5. Keuangan, adalah merupakan rangkaian perbuatan mengelola segi-segi 
pembelanjaan dalam usaha kerja sama.  
6. Perbekalan, adalah merupakan rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur 
pemakaian, mendaftar, memelihara sampai menyingkirkan segenap 
perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerja sama.  
7. Tata usaha, adalah merupakan rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, 
mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan 
yang diperlukan dalam usaha kerja sama.  
8. Perwakilan, merupakan rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan 
berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerja 
sama yang dilakukan. 
Adapun menurut Sondang P. Siagian dalam Muhafidin (2019:80), terdapat 





publik yang harus dijalankan dengan baik dan terbagi menjadi 4 unsur pokok, 
yakni:  
1. Terdiri dari dua orang atau lebih manusia: Unsur ini menjelaskan bahwa 
manusia diasumsikan tidak bekerja sendiri, tetapi harus memerlukan kerja 
sama dengan orang lain dengan kemampuan mereka terhadap pemenuhan 
berbagai kebutuhan yang ada dan keterbatasan pada kondisinya.  
2. Memiliki Tujuan: Unsur ini menekankan kepada nilai-nilai atau kebutuhan 
manusia secara jasmani dan rohani yang diwujudkan melalui tindakan-
tindakan nyata. Pada sebuah organisasi publik, yang memiliki kewenangan 
menetapkan tujuan adalah pimpinan dari organisasi tersebut.  
3. Tugas dan Pelaksanaannya: Unsur ini berbicara mengenai tugas yang hendak 
dilaksanakan, orang beranggapan bahwa proses administrasi baru timbul 
apabila ada kerja sama, walaupun kerja sama bukan merupakan unsur 
administrasi, tetapi dalam pencapaian tujuan akan lebih efisien dan ekonomis 
jika semua orang yang terlibat mau bekerja sama satu sama lain. 
4. Peralatan dan Perlengkapan: Ada ungkapan dari Thomas Carlile yang 
mengatakan manusia dapat berbuat karena alat. Tanpa adanya alat pembantu 
ia tidak dapat melakukan apapun, dan dengan alat maka ia dapat melakukan 
kegiatan apa pun. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa pentingnya 
peralatan bagi manusia termasuk dalam proses administrasi. Peralatan dan 
perlengkapan yang diperlukan dalam suatu proses administrasi tergantung 
dari berbagai faktor, seperti: 1) jumlah orang yang terlibat dalam proses 





macam tugas yang hendak dijalankan; dan 4) sifat kerja sama yang dapat 
ditimbulkan dan dikembangkan. Barangkali secara "aksiomatis", yang dapat 
dikatakan bahwa semakin sedikit jumlah orang yang terlibat, semakin 
sederhana tujuan yang hendak dicapai serta semakin sederhana tugas-tugas 
yang hendak dilaksanakan, semakin sederhana pula peralatan dan 
perlengkapan yang dibutuhkan. 
II.2 Efektivitas 
Dalam setiap organisasi, efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas 
untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, 
eksistensi efektivitas merupakan pelaksanaan pekerjaan dalam suatu organisasi 
diasumsikan memiliki pengaruh terhadap tingkat disiplin kerja pegawai. Efektif 
sendiri merupakan sebuah kata yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu effective 
yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. 
Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki pengertian diperolehnya 
keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu 
terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah 
dicapai (Sawir 2020:127).  
Makmur dalam Sawir (2020:128) mengungkapkan unsur-unsur kriteria 
dari efektivitas yaitu sebagai berikut: 
a. Ketepatan penentuan waktu.  
b. Ketepatan perhitungan biaya.  
c. Ketepatan dalam pengukuran keberhasilan. 





e. Ketepatan berpikir.  
f. Ketepatan dalam melakukan perintah.  
g. Ketepatan dalam menentukan tujuan.  
h. Ketepatan sasaran. 
Menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam Kharisma (2017) 
ukuran efektivitas, dapat dinilai sebagai berikut: 
a. Pencapaian Tujuan dipandang sebagai suatu proses keseluruhan dalam upaya 
pencapaian tujuan. Maka dari itu, agar dapat menjamin pencapaian tujuan 
akhir, diperlukan adanya pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian 
bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian 
tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang 
merupakan target penting.  
b. Integrasi menyangkut dengan proses sosialisasi. Intregrasi merupakan 
pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan 
kegiatan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan 
berbagai macam organisasi lainnya.  
c. Adaptasi merupakan kapasitas organisasi dalam menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya.  
Sedangkan pengertian efektivitas organisasi menurut Tangkilisan 
(2005:141) termasuk dalam kemampuan melaksanakan tugas, peran (operasi 
kegiatan, program, atau misi) suatu organisasi, produktivitas organisasi, dan tidak 





Menurut Steers dalam Sutrisno (2010:89), pada umumnya efektivitas 
hanya berkaitan dengan tujuan organisasi, yaitu keuntungan, yang cenderung 
mengabaikan sumber daya manusia yang merupakan aspek terpenting dari 
keseluruhan proses efektivitas. Dalam penelitian mengenai efektivitas organisasi, 
sumber daya manusia dan perilaku manusia merupakan yang menjadi fokus 
primer, dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas selalu dimulai dengan 
meneliti perilaku manusia di tempat kerja. Steers dalam Sutrisno (2010:89), 
mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas adalah dengan 
memperhatikan secara bersamaan dari tiga buah konsep yang saling berkaitan 
yang di antaranya: (1) optimalisasi sasaran; (2) perspektif sistem; dan (3) tekanan 
pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi.  
Perspektif efektivitas organisasi menurut Tangklisan (2005:140) adalah 
berdasarkan pada perpektif tujuan, di mana tolok ukur yang digunakan adalah 
mengenai proses organisasi dalam mencapai tujuan, termasuk merealisasikan visi 
dan misi yang dimiliki organisasi. Tolak ukur efektivitas organisasi dapat meliputi 
tingkat produktivitas organisasi dalam melakukan kegiatan pelayanan yang 
diberikan secara optimal.  
Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan 
dengan pencapaian tujuan atau target. Efektivitas merupakan hubungan antara 
sebuah output atau keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Suatu 
kegiatan dapat dikatakan efektif apabila dalam proses kegiatan tersebut dapat 





II.3 Inovasi Pemerintah Daerah 
Mulyono dalam Wicaksono (2018:198) Inovasi pada pemerintah daerah 
merupakan suatu keharusan yang dilakukan dengan tujuan mencapai kemakmuran 
dan kesejahteraan masyarakat dan daerahnya khususnya terkait dengan pemberian 
pelayanan publik. Selain itu, inovasi saat ini diyakini tidak hanya terjadi pada 
sektor bisnis diketahui bahwa inovasi juga ternyata dibutuhkan pada sektor 
publik. Bahkan inovasi sektor publik diyakini bukan lagi hal yang baru lagi. 
Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang mengatur Pemerintahan 
Daerah terdapat bab yang secara khusus mengatur mengenai Inovasi Daerah yaitu 
Bab XXI. Kemudian sesuai dengan amanat Bab XXI pasal 390 pada Undang-
Undang tersebut, maka Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah 
No. 38 Tahun 2017 yang secara spesifik mengatur mengenai inovasi daerah. 
Adapun yang dimaksud sebagai inovasi daerah di dalam peraturan tersebut adalah 
semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini 
menandakan bahwa pada prinsipnya regulasi yang mewadahi inovasi di Indonesia 
sudah tersedia dan pemaknaan inovasi secara formal di dalam regulasi tersebut 
sudah sejalan dengan konsep inovasi secara akademis. Tentunya hal ini 
merupakan sebuah langkah yang cukup baik dan diharapkan dapat mendukung 
tumbuh dan berkembangnya inovasi pada penyelenggaraan pemerintah daerah. 
II.3.1 Pengertian Inovasi 
Yogi dalam Noor (2013:80) menjelaskan pengertian dari kata Inovasi 
(innovation dan innovate) sendiri berasal dari bahasa latin (innovare), yang 





bahasa Inggris, inovasi merupakan kosakata yang baru muncul setelah abad ke 
XVI, yang diartikan secara negatif sebagai ‘trouble maker’ dan revolusioner. Sejak 
abad ke-17 istilah innovative mulai luas dipergunakan oleh banyak orang. 
Menurut Freeman dalam Sukmadi (2016 : 30) inovasi merupakan suatu 
bentuk usaha dari organisasi melalui pemanfaatan teknologi dan informasi untuk 
mengembangkan, menciptakan, dan mendistribusikan produk yang baru. Dengan 
kata lain, inovasi adalah perubahan atau penemuan ide untuk perbaikan secara 
terus-menerus serta pengembangan untuk memenuhi kebutuhan. 
Kata “Inovasi”sendiri berasal dari Bahasa Inggris “Innovation” yang 
berarti Pembaharuan atau kebaruan. S. Wojowasito dalam Sutirna (2018 : 18), 
menjelaskan bahwa inovasi kadang-kadang juga dipakai untuk menyatakan 
penemuan, karena hal yang baru merupakan hasil dari suatu penemuan. Ada juga 
yang mengaitkan antara transformasi dan modernisasi, karena keduanya 
menyangkut upaya pembaharuan. Untuk memperjelas definisi inovasi, peneliti 
mengutip pendapat dari Geoffrey dalam Prasetyo (2018:10) yang menyatakan 
bahwa: 
“Perkembangan teknologi informasi yang sangat canggih terkait dengan 
kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan jarak jauh. Konsep 
inovasi telah diperluas untuk mencakup mekanisme sosial yang mendasari 
proses produksi baru serta produk dan layanan baru. Pemikiran saat ini 
tentang proses inovasi menekankan sifat teknologi yang diam-diam dan 
tidak dapat dimodifikasi, pentingnya belajar sambil bekerja dan juga sifat 
kumulatif dari pembelajaran. Karena inovasi sering melibatkan 
pembelajaran melalui jaringan, ini berarti bahwa kontak dan interaksi adalah 
sarana penting untuk memperoleh dan mentransfer  pengetahuan baru.” 
Lebih jelas pengertian inovasi menurut UU No. 18 Tahun 2002 adalah 





mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang 
baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
sudah ada ke dalam hasil atau proses produksi. 
Terlepas dari perbedaan pemahaman akan inovasi dari pandangan ahli di 
atas dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah cara baru untuk memenuhi 
kebutuhan atau menjawab masalah tertentu, teknologi baru yang menghasilkan 
kemajuan teknologi, dan sebagai penemuan baru yang menjawab tantangan 
masyarakat. 
Makna penting inovasi dalam kajian administrasi dinyatakan oleh Caiden 
dalam Noor (2013:102) bahwa organisasi pemerintah harus membuat alternatif 
untuk organisasinya sebagai bentuk antipasif kemungkinan kegagalan melalui 
kurangnya inovasi. Mereka harus memberikan insentif buatan untuk inovasi. 
Selain itu, bagi administrasi publik konsep inovasi merupakan hal yang baru.  
Paul Windrum & Per Koch dalam Noor (2013:105) mengemukakan bahwa 
bentuk inovasi dalam sektor publik dapat berwujud, seperti:  
1. Service innovation, Inovasi layanan adalah pengenalan produk jasa baru atau 
peningkatan kualitas produk jasa yang sudah ada. 
2. Service delivery innovation, Inovasi penyampaian layanan melibatkan cara-
cara baru atau yang diubah untuk menyampaikan kepada klien, atau 
berinteraksi dengan mereka, untuk tujuan menyediakan layanan publik tertentu. 
3. Administrative and Organization, semua inovasi mengubah struktur dan 





cara tertentu dan staf kantor pada bagian belakang mendukung layanan kantor 
bagian depan. 
4. Conceptual innovation, terkait dengan pengembangan pandangan dunia baru 
yang menantang asumsi yang mendasari produk layanan yang ada, proses dan 
bentuk organisasi. 
5. Policy innovation, Inovasi kebijakan mengubah pemikiran atau perilaku yang 
terkait dengan sistem kepercayaan kebijakan. 
6. Systemic innovation. Inovasi sistemik melibatkan cara baru atau lebih baik 
untuk berinteraksi dengan organisasi lain dan basis pengetahuan. 
II.3.2 Faktor Penghambat Inovasi Sektor Publik 
Kebutuhan untuk melakukan sebuah inovasi dalam organisasi pemerintah 
merupakan suatu agenda yang mendesak yang harus dilaksanakan, namun dalam 
melakukan inovasi perlu diketahui bukanlah perkara mudah. Terdapat sejumlah 
tantangan yang akan dihadapi yang harus dikelola dengan baik. Jika tidak, 
tantangan tersebut bisa menjadi penghambat dari upaya transformasi dari sebuah 
organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, tantangan dalam berinovasi di sektor 
publik harus segera diidentifikasi dan dicari solusinya. Lebih mendalam lagi 
Mulgan & Albury dalam Nurharyoko, dkk., (2020:17) melakukan penelusuran 
strategis yang dilakukan dengan tujuan secara khusus menganalisis kendala yang 
menghambat proses inovasi dalam pelayanan publik di Inggris. Dari analisis 






1. Tekanan penyediaan layanan dan beban administratif. Persepsi aparat yang 
tumbuh di mana para aparat tidak memiliki cukup waktu untuk berpikir 
tentang inovasi atau untuk melakukan perubahan karena berada di bawah 
tekanan untuk menyediakan layanan dan pada saat yang sama terbebani 
urusan administrasi;  
2. Kurangnya pengembangan sistem insentif dan dari pemimpin untuk 
melakukan inovasi pemerintahan di sektor publik;  
3. Kultur dan tata kelola organisasi, di mana teknologi yang sudah banyak 
tersedia, tetapi dalam pengaplikasiannya sering terkendala oleh kultur 
maupun tata kelola organisasi. Sehingga pada penerapannya terdapat 
penolakan dari para individu maupun organisasi. Pembaharuan mengalami 
penolakan ketika terdapat perbedaan mendasar dari budaya lama dari budaya 
baru pada organisasi yang sudah mapan.    
Selain itu Borins dalam Ulum (2018:61) mengungkapkan tiga hal terkait 
dengan penghambat inovasi: 
1. Sikap yang skeptis dan keengganan untuk berubah yang muncul dari dalam 
birokrasi itu sendiri 
2. Kedua, berasal dari lingkungan politik yang tidak kondusif, seperti regulasi 
yang menghambat dan beragam kepentingan golongan.  
Hambatan selanjutnya berasal dari lingkungan di luar sektor publik, seperti 
keraguan publik terhadap efektivitas suatu program inovasi, dan kesulitan 





II.3.3 Strategi Sektor Publik Mengatasi Tantangan Inovasi 
Laporan yang dirilis Australian Public Service Commission (APSC) dalam 
Nurharyoko, dkk., (2020:20), menawarkan enam strategi yang telah secara 
empiris terbukti sangat bermanfaat dalam menumbuhkan inovasi di institusi 
pemerintah, yaitu:  
1. Implementasi kerangka strategis agar membentuk budaya inovasi di dalam 
agensi sebagai rencana kerja, rencana digital, dan inovasi  
2. Fokus pada perkembangan transformasi digital dan pemanfaatan teknologi 
untuk menciptakan dan memperbaiki proses tata laksana;  
3. Mendorong terciptanya ide-ide inovatif dari seluruh pegawai;  
4. Memberikan kesempatan bagi para staf untuk ikut terlibat dalam forum-forum 
inovasi, laboratorium, dan sesi curah gagasan;  
5. Memberikan penghargaan untuk ide-ide inovatif;  
6. Membentuk komite khusus atau dewan untuk mengoordinasikan berbagai 
inovasi. 
Nurharyoko, dkk.,(2020:20) juga merekomendasikan empat aspek praksis 
yang harus ditargetkan untuk mengatasi tantangan inovasi, yaitu:  
1. SDM aparatur sangat penting (people matter) Investasi ke aparatur sipil negara 
sebagai pendorong terbentuknya inovasi yang meliputi di antaranya 
pembangunan budaya, struktur penghargaan, dan norma untuk memfasilitasi 





2. Pengetahuan adalah kekuatan (knowledge si power) Pemfasilitasan terhadap 
keterbukaan data dan informasi, yakni pertukaran data dan pengetahuan lintas 
sektor yang digunakan untuk menjawab tantangan dan peluang-peluang baru;  
3. Kerja bersama (working together) Mendorong struktur organisasi dan 
kemitraan untuk meningkatkan konektivitas, instrumen kerja, membagi risiko, 
dan bersama-sama memanfaatkan informasi serta sumber daya yang tersedia 
untuk melakukan inovasi;  
4. Aturan dan proses harus mendukung, bukan menghambat (rules and process 
do support not hinder) Memastikan bahwa aturan dan proses internal berjalan 
seimbang antara mengurangi risiko sambil melindungi sumber daya dan upaya 
menciptakan inovasi. 
Dengan itu, maka dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan salah satu 
pilihan organisasi dalam menghadapi persaingan pasar dan pengelolaan yang 
berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan inovasi pada pemerintah daerah 
untuk peningkatan daya saing dan memperkuat sistem inovasi dan semangat 
pembangunan melalui sistem pemerintahan Indonesia yang otonomi. Maka tentu 
saja sangat penting untuk mendorong daerah-daerah agar bisa meningkatkan daya 
saingnya melalui sistem inovasi Daerah. 
II.4 Absensi 
Secara teoritis Absensi dalam KBBI diartikan sebagai  “tidak hadir”, 
namun terdapat terminologi dalam beberapa referensi yang menyebutkan bahwa 
absensi merupakan kehadiran suatu objek dalam hal ini adalah orang, di mana 





pemberitahuan tentang keadaan atau kehadiran atau ketidakhadirannya dalam 
ruang lingkup organisasi tersebut. Menurut Andini (2017:2) absensi biasa  disebut 
sebagai  proses  penandaan  atau pencatatan waktu hadir seseorang dalam sebuah 
dokumen yang dibuat sebagaimana  mestinya  guna  sebagai  acuan  dalam  
menentukan  sebuah  keputusan  dalam lingkup penilaian. 
Danur C (2016 : 72) mengungkapkan bahwa Absensi merupakan suatu 
proses pencatatan waktu hadir seorang pegawai yang disimpan dalam sebuah 
dokumen yang dibuat sebagaimana mestinya dengan tujuan digunakan sebagai 
acuan dalam menentukan sebuah keputusan terkait penilaian. Catatan waktu hadir 
seorang pegawai biasanya berbentuk daftar hadir biasa atau kartu hadir yang diisi 
dengan menggunakan mesin pencatatan waktu. Selain itu, Nurikawati (2016:249) 
juga memiliki pendapat lain tentang absensi sebagaimana disebutkan di bawah ini: 
“Absensi merupakan daftar hadir sekumpulan orang dari suatu kelompok 
orang banyak yang tergabung dalam sebuah instansi secara resmi yang 
mempunyai peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, serta batasan-batasan, 
dan orang-orang yang terlibat di dalamnya terikat oleh peraturan tersebut. 
Jika sekelompok orang tersebut melanggarnya maka akan dikenakan sanksi 
sebagai hukuman dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang tersebut sesuai 
dengan peraturan dan ketentuan yang diterapkan oleh instansi tersebut. Setiap 
instansi mempunyai peraturan dan ketetapan yang berbeda sesuai perjanjian 
di antara sekelompok orang tersebut pada saat mereka akan bergabung dalam 
sebuah instansi tertentu.” 
Sedangkan menurut Safudin (2018:105) Sistem absensi online merupakan 
suatu sistem pelayanan berbasis elektronik yang tersusun atas komponen-
komponen seperti perangkat keras, jaringan, data base, prosedur, dan personalia 
pengoperasian yang terintegrasi sehingga menghasilkan pengelolaan data dan 
informasi yang berupa pencatatan dan pengelolaan kedisiplinan kehadiran 





Berdasarkan metodenya menurut Saputra (2018:76) absensi dapat dibedakan 
menjadi:  
1. Sistem absensi konvensional  
Sistem konvensional adalah sebuah sistem absensi di mana dalam 
pengambilan data dan penyimpanannya menggunakan secarik kertas, sehingga 
menjadikan sistem absensi ini menjadi sistem absensi yang memiliki banyak 
kekurangan yaitu sistem absensi ini menjadi mudah  hilang karena belum 
adanya media penyimpanan dalam bentuk digital sehingga sistem absensi ini 
juga menjadi mudah dicurangi dengan cara  pemalsuan tanda tangan yang 
dilakukan para pegawai yang mengambil cuti. 
2. Sistem absensi dengan menggunakan kartu identitas  
Sistem absensi dengan menggunakan kartu identitas merupakan sebuah 
sistem absensi dengan menggunakan desain pengambilan data memakai kartu 
identitas dari para pemilik kartu tersebut, sistem absensi ini biasanya 
menggunakan pemindai kode bar. Kode bar yang dimaksud adalah kode atau 
karakter yang mewakili nomor identitas, yang dilengkapi dengan sebuah 
infrared sebagai pemindainya dan telah dilengkapi dengan media penyimpanan 
data untuk disimpan pada data base dari sistem absensi tersebut. Sehingga 
absensi tersebut menjadi mudah menyimpan data-data pentingnya. Sistem 
absensi tersebut efisien akan  tetapi memiliki kekurangan yaitu pada para 
pemilik kartu identitas akan dapat memanfaatkan peluang untuk menitipkan 
absensinya kepada pegawai lain yang hadir, selain itu kekurangan lainnya 





absensi maka pemilik  kartu tersebut tidak dapat melakukan proses absensi 
pada hari tersebut.  
3. Sistem absensi dengan menggunakan pemindai hidup  
Sistem absensi pemindai hidup (biometrics) adalah sesuatu perubahan dari 
semua sistem absensi yang pernah ada. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan 
data sistem ini sudah dilengkapi dengan pemindai hidup. Dalam pembuatan 
tulisan ini digunakan pemindai sidik jari (finger prints), dengan menggunakan 
metode pengambilan data yang dilengkapi pemindai sidik jari manusia. Sistem 
absensi ini memiliki sebuah alat elektronik yang akan bekerja memindai sidik 
jari yang disebut dengan pemindai hidup (biometrics) yang kemudian akan 
diproses ke dalam bentuk digital menggunakan metode pemrosesan citra 
digital. Dengan menggunakan sistem absensi ini pegawai tidak perlu kartu 
untuk  dibawa ke mana-mana sehingga pegawai tidak perlu khawatir terhadap 
tertinggalnya kartu identitas yang dimilikinya. Akan tetapi sistem absensi ini 
lebih mahal jika dibandingkan dengan sistem absensi konvensional dan sistem 
absensi dengan menggunakan kartu identitas, dikarenakan sistem absensi  ini  
menggunakan sidik jari maka hal yang tidak dinginkan yang sering terjadi 
adalah tidak terbacanya sidik jari dikarenakan penyebabnya sidik jari basah 
atau tergores oleh karena disarankan untuk menggunakan sidik jari jempol kiri 
karena tangan kiri lebih dominan untuk tidak digunakan jika dibandingkan 
dengan tangan kanan sehingga terhindar risiko tangan kiri akan terkena goresan 





Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan pada konsep maknanya absensi 
merupakan ketidakhadiran atau kehadiran suatu objek yang dalam hal ini adalah 
seseorang, di mana orang tersebut terlibat dalam suatu organisasi yang 
mengharuskan adanya pemberitahuan tentang keadaan atas kehadiran atau 
ketidakhadirannya dalam suatu organisasi. Sehingga absensi juga merupakan 
suatu dokumen atau mesin yang mencatat jam hadir dan kepulangan setiap 
pegawai di instansi.  
II.5 Disiplin Kerja 
Disiplin sangat diperlukan dalam mendukung tercapainya tujuan pada 
suatu organisasi. Menurut Tanjung (2015:27) disiplin yang baik mencerminkan 
besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan 
kepadanya, hal ini pula yang akan mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan 
terwujudnya tujuan organisasi. Jadi, kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan 
suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Pada instansi pemerintah disiplin kerja 
merupakan modal yang penting yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), sebab juga menyangkut pemberian pelayanan publik.  
II.5.1 Pengertian Disiplin Kerja 
Menurut Prihantoro (2015:6) disiplin dapat mendorong produktivitas atau 
sebagai sarana penting dalam mencapai produktivitas. Dengan melalui 
pengembangan Sumber Daya Manusia, yakni: proses pengembangan potensi 
manusia kekuatan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam mewujudkan hak 
dan kewajiban hakikat dari sikap disiplin adalah terdapatnya sikap kepatuhan atau 





pengendalian diri (self control). Keputusan dalam memenuhi berbagai ketentuan 
tersebut merupakan dasar disiplin dan kesadaran masing-masing akan hak dan 
kewajiban akan menunjang berkembangnya produktivitas. Dari tugas utama itulah 
maka seorang pegawai dapat dilihat prestasi kerja atau kinerjanya (performance). 
Waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga, karena itu perilaku disiplin di 
dalamnya adalah disiplin kerja. Perilaku disiplin karyawan erat kaitannya dengan 
kondisi lingkungan kerja. 
Asal kata dari Kinerja adalah job performanced atau actual performance 
yang memiliki arti sebagai hasil yang dicapai oleh seseorang. Menurut Basri dan 
Rivai yang dikutip oleh Arifin (2019:59), kinerja merupakan kesediaan individu 
atau kelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan 
sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil yang diharapkan. 
Berbicara disiplin kerja dalam konteks manajemen sumber daya manusia, 
Ajabar (2020:45) mengungkapkan bahwa hal tersebut tidak terlepas dari kerangka 
sikap atau karakter seseorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, 
keteraturan, dan ketertiban pada peraturan organisasi atau norma-norma sosial 
yang berlaku, baik dari dalam organisasi maupun luar organisasi yang terkait 
dengan tugas kerjanya. Secara etimologis disiplin kerja berasal kata “disciple” 
yang artinya pendukung, penganut, pembantu dan sebagainya. Disiplin menunjuk 
pada keadaan tertentu di mana adanya kepatuhan orang-orang pada peraturan 
yang terdapat dalam organisasi. 
Disiplin kerja menurut Subyantoro (2020 : 231) pada hakikatnya untuk 





berjalan lebih efektif dan efisien. Disiplin kerja memiliki tujuan menciptakan 
suatu kondisi kerja yang terstruktur, tertib, dan pelaksanaan pekerjaan dapat 
terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disiplin kerja yang 
dilakukan secara terus-menerus oleh manajemen dimaksudkan agar para pegawai 
memiliki motivasi untuk menyegerakan diri agar lebih disiplin bukan karena 
adanya sanksi, tetapi berdasarkan pada dorongan dari dalam dirinya sendiri. 
Hasibuan dalam Kristanti (2019:1) menyebutkan bahwa seorang karyawan 
dikatakan memiliki disiplin kerja yang tinggi apabila memenuhi kriteria 
berdasarkan sikap, norma, dan tanggung jawab. Kriteria berdasarkan sikap 
tergantung pada mental dan perilaku pegawai yang berasal dari kesadaran atau 
kerelaan dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas dan peraturan perusahaan yang 
berlaku. Kriteria berdasarkan norma terkait peraturan yang berlaku mengenai apa 
yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pegawai selama dalam 
perusahaan. Kriteria berdasarkan tanggung jawab terkait kemampuan pegawai 
dalam menjalankan tugas dan peraturan dalam perusahaan. 
Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja 
adalah dorongan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan dengan 
memperhatikan terhadap semua peraturan dan norma yang berlaku pada 
perusahaan tanpa adanya paksaan.  
II.5.2 Indikator Disiplin Kerja 
Indikator Disiplin Kerja Menurut Robinns (2005) yang dikutip dalam 
Kristanti (2019:7), terdapat tiga indikator dalam disiplin kerja, yaitu:  





Merujuk pada sikap atau tingkah laku yang menunjukkan kepatuhan 
terhadap aturan jam kerja yang meliputi: kehadiran dan pelaksnaan tugas 
dengan tepat waktu dan benar.  
b. Disiplin peraturan 
Peraturan yang tertulis dan tidak tertulis dibuat agar dapat mencapai tujuan 
suatu organisasi yak telah disepakati bersama. Untuk itu diperlukan sikap 
setia dari pegawai terhadap komitmen yang telah ditetapkan tersebut 
Kesetiaan di sini berarti taat dan patuh tidak hanya dalam melaksanakan 
perintah dari atasan, tetapi juga tata tertib dan peraturan yang telah 
ditetapkan. 
c. Disiplin tanggung jawab  
Wujud dari tanggung jawab karyawan adalah salah satunya dengan 
penggunaan dan penjagaan segala peralatan kantor dengan sebaik-baiknya 
sehingga dapat menunjang kegiatan kantor berjalan dengan lancar. Serta 
adanya kesanggupan dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi 
tanggung jawabnya sebagai seorang pegawai. 
Sutrisno dalam Sitorus (2020:28) menyebutkan ada beberapa indikator 
disiplin kerja, antara lain: 
1. Taat terhadap aturan waktu, dilihat dari jam masuk kerja, jam pulang, dan jam 
istirahat yang dilaksanakan oleh pegawai tepat waktu sesuai dengan aturan 
yang berlaku di perusahaan. 





3. Peraturan dasar terkait cara berpakaian, dan etika tingkah laku dalam 
pekerjaan. 
4. Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan, hal ini di tunjukan dengan 
cara-cara melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan jabatan, tugas, dan 
tanggung jawab serta cara berhubungan dengan unit kerja lain.  
5. Taat terhadap peraturan lainnya di perusahaan mengenai apa yang boleh dan 
apa yang tidak boleh dilakukan oleh pan pegawai dalam perusahaan. 
II.5.3 Aspek Pembinaan Disiplin Pegawai 
Pembinaan disiplin pegawai adalah aktivitas yang harus dilakukan oleh  
pimpinan organisasi atau unit  kerja pada para pegawai agar organisasi dapat  
berjalan restruktur dan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan 
sasaran dari pembinaan disiplin adalah semua  pegawai  yang  ada  dalam  
organisasi  agar mematuhi peraturan, sistem dan prosedur yang telah ditentukan 
(Herman, 2008:90). 
Disiplin pegawai menurut Herman (2008:91) pada dasarnya mempunyai 
tiga aspek, yaitu: 
1. Sikap  mental  (mental  attitude),  yang merupakan sikap taat dan tertib 
sebagai hasil latihan, pengendalian pikiran dan pengendalian watak. 
2. Pemahaman yang tepat terhadap aturan perilaku, norma, kriteria dan standar, 
sehingga pemahaman tersebut menciptakan pengertian yang mendalam atau 
kesadaran bahwa ketaatan akan aturan, norma, kriteria  dan standar 





3. Sikap perilaku yang menunjukkan kesungguhan hati, dalam  menaati segala 
hal secara cermat dan tertib. 
Dari uraian di atas menunjukkan bahwa pembinaan disiplin pegawai 
diarahkan  pada pembentukan sosok pegawai yang memiliki sikap mental (mental 
attitude),  pola pikir (mindset), dan perilaku pegawai (behavior) yang positif 
sesuai dengan ketentuan dan keinginan organisasi. 
Aspek Keberhasilan  Pembinaan  Disiplin  Pegawai yang merajuk pada 
suatu prakondisi yang harus ada guna mendukung kesuksesan aktualisasi 
pembinaan disiplin pegawai. Pembinaan disiplin akan berhasil dengan optimal 
dan berpengaruh positif pada tingkah laku pegawai apabila memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut (Herman, 2008:92): 
1. Terdapat komitmen dari pimpinan pada seluruh lini untuk menerapkan 
disiplin secara konsisten. 
2. Ketentuan dan standar yang diterapkan harus dimengerti, dipahami dan dapat 
dilakukan dengan baik oleh para pegawai.  
3. Terdapat pemahaman dan kesadaran diri dari setiap pegawai untuk selalu 
berpegang teguh, patuh, tertib, dan teratur bukan karena ada pemaksaan dari 
luar. 
4. Disiplin itu pertama-tama dan utama harus ditunjukkan oleh para pimpinan 
(atasan). 
5. Penerapan disiplin harus terkait langsung dengan keperluan implementasi 
kewajiban tugas, pekerjaan,  dan  masalah-masalah yang dihadapi bersama 





Dengan  mengutip  pendapat  Paul  Pigors & Miftah Thoha dalam Herman 
(2008:85) mengatakan bahwa pembinaan pegawai  pemerintah  bisa  dilakukan  
dengan  memperhatikan tiga prinsip dasar kepegawaian, yaitu:  (a)  penggunaan  
kepegawaian  secara  efektif,  (b)  dijamin  pengembangan  karier  semaksimal 
mungkin, dan (c) diperoleh jaminan kesejahteraan hidup yang layak/sesuai.  
Dapat disimpulkan bahwa prinsip pembinaan pegawai SDM ASN dapat 
dipahami secara efektif memerlukan perencanaan  kebutuhan  pegawai  yang  
matang.  Formasi  pegawai  harus  ditetapkan  secara matang, terencana dan sesuai 
dengan kebutuhan riil di lapangan. Setiap tahun harus dilakukan  evaluasi  baik  
melalui  penelitian  maupun  pengawasan  terhadap  kebutuhan  dan  efektivitas  
pelaksanaan  kerja  pegawai  pemerintah. Yang biasa terjadi hingga saat ini adalah 
seorang pegawai mengetahui bagaimana ia masuk dan kapan pensiunnya, tetapi  
tidak  mengetahui  secara  pasti  nasib pengembangannya  setelah  masuk  menjadi  
pegawai  pemerintah.  Prinsip pembinaan di atas secara tidak langsung ingin 
mengatakan bahwa pembinaan  pegawai,  khususnya  pembinaan  disiplin. 
Pembinaan  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  membentuk  sosok  pegawai  yang 
memiliki sikap dan perilaku, serta kemampuan sesuai  yang  diharapkan  
organisasi.   
II.5.4 Bentuk-Bentuk Disiplin Kerja 
Menurut Handoko dalam Kristanti (2019 : 7) terdapat empat bentuk 





1. Disiplin Preventif : Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan 
untuk mendorong para pegawai agar mengikuti berbagai standar dan aturan, 
sehingga segala bentuk penyelewengan dapat dicegah.  
2. Disiplin Korektif : Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk 
menangani pelanggaran terhadap peraturan dan mencoba untuk menghindari 
pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. 
3. Aturan Kompor Panas : Aturan ini pada hakikatnya menyatakan bahwa 
tindakan pendisiplinan hendaknya mempunyai ciri-ciri yang sama dengan 
hukuman yang diterima seseorang karena menyentuh sebuah kompor panas.  
4. Disiplin Progresif. Disiplin progresif adalah memberikan sanksi yang lebih 
berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara berulang. 
Dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengambil 
tindakan korektif sebelum mendapatkan sanksi  yang lebih serius. 
Sedangkan menurut Moekizat (2002), terdapat dua jenis disiplin kerja. 
yaitu:  
1. Self imposed discipline, yaitu disiplin yang timbul akibat paksaan pada diri 
sendiri. Disiplin yang bersumber dari keinginan dan kemauan diri sendiri 
pada dasarnya merupakan suatu tanggapan spontan terhadap pimpinan yang 
cakap dan merupakan semacam dorongan pada dirinya sendiri untuk 
mengerjakan tujuan bersama.  
2. Command discipline, yaitu disiplin yang diperintahkan. Disiplin yang 
berdasar pada suatu kekuasaan yang diakui dan menggunakan tindakan yang 





peraturan-peraturan tertentu. Dalam bentuknya yang menakutkan command 
discipline memperoleh pelaksanaannya dengan menggunakan hukum.  
II.5.5 Faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja 
Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan Kerja menurut pendapat 
dari Singodimedjo yang dikutip oleh Strisno dalam Sampeliling (2015:7) adalah 
sebagai berikut :  
1. Besar kecilnya pemberian kompensasi;  
2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan;  
3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan;  
4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan;  
5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan;  
6. Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan;  
7. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. 
1. Faktor-Faktor Pendukung  
Faktor-faktor Pendukung Menurut Soekanto dalam Harnia (2018:339), 
menyatakan bahwa faktor-faktor pendukung kedisiplinan kerja pegawai yaitu:  
1. Ketepatan waktu Para pegawai datang, istirahat, dan pulang dari kantor tepat 
waktu, dengan begitu dapat dikatakan disiplin kerja yang baik, dan hal ini 
akan menjadi pendukung dalam kedisiplinan kerja pegawai.  
2. Menggunakan peralatan kantor dengan baik. Sikap hati-hati dalam 
menggunakan peralatan kantor dapat mewujudkan bahwa seseorang memiliki 





kerusakan, sikap pegawai yang demikian merupakan pendukung daripada 
kedisiplinan kerja.  
3. Tanggung jawab tinggi yang dimiliki pegawai yang senantiasa menyelesaikan 
tugas yang dibebankan kepadanya, sesuai dengan prosedur dan tanggung 
jawab atas hasil kerja, dapat pula dikatakan sebagai disiplin kerja yang baik, 
jika seseorang pegawai sudah memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi 
maka akan mendukung dari pada kedisiplinan kerja yang baik  
4. Ketaatan terhadap aturan kantor Pegawai memakai seragam kantor, 
menggunakan kartu tanda pengenal/ identitas, membuat izin jika tidak masuk 
kantor, juga merupakan cerminan dari disiplin yang tinggi, ini merupakan 
salah satu pendukung kedisiplinan kerja pegawai. 
Faktor-faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor pendukung di 
antaranya: (Pandipa 2018:15) 
1. Fasilitas sarana penunjang kegiatan operasional di lapangan dirasakan sudah 
cukup memadai.  
2. Prasarana berupa gedung perkantoran sudah cukup memadai dalam 
melaksanakan fungsi dan tugasnya. 
2. Faktor-Faktor Penghambat 
Terdapat perbedaan tingkat kedisiplinan pada setiap orang, karena 
memiliki hambatan yang berbeda-beda dalam pekerjaan. Steers dalam Harnia 
(2018:338), secara umum membedakan hambatan kedisiplinan kerja menjadi 2 
(dua) faktor yaitu: 





1) Kepribadian. Kepribadian akan berpengaruh pada cara pandang seseorang. 
Aspek kepribadian dapat mempengaruhi frekuensi kehadiran seorang pegawai 
dan juga standar jam kerja, karena apabila cara pandang pegawai terhadap 
pekerjaannya baik maka ia akan rajin datang ke kantor dan tentunya frekuensi 
kehadirannya pun baik, begitu pula dengan standar jam kerjanya pun akan 
terpenuhi, maka dengan terpenuhinya standar jam kerja dan frekuensi 
kehadiran yang baik dapat dikatakan disiplin dalam bekerja.  
2) Semangat kerja. Disiplin kerja mampu timbul jika pegawai memiliki 
semangat kerja yang tinggi. Tingginya semangat kerja akan membuat 
pegawai menyelesaikan tugas dengan cepat dan baik. Jika sesorang memiliki 
semangat kerja tinggi, maka akan menimbulkan rasa gembira, setia, 
kooperatif, dan taat pada peraturan-peraturan organisasi. Pegawai yang 
menyimpan semangat kerja yang tinggi maka frekuensi kehadirannya dan jam 
kerja akan meningkat sehingga disiplin kerja akan ikut meningkat. 
C. Berasal dari luar individu (eksternal) yang meliputi:  
1. Kepuasan kerja ekstrinsik. Kepuasan kerja yang berasal dari luar individu 
adalah berbentuk jumlah kompensasi atau gaji yang diberikan organisasi 
terhadap hasil kerja pegawai. Apabila pegawai merasa gaji atau penghasilan 
yang diterimanya sudah cukup maka hal ini akan mendorong frekuensi 
kehadiran yang akan membaik dan juga standar jam kerja akan terpenuhi 
dengan maksimal. 
2. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja berpengaruh pada frekuensi kehadiran 





rasa senang dengan lingkungan kerja maka tentunya pegawai akan rajin 
datang ke kantor sehingga frekuensi kehadiran tidak akan rentan dengan 
ketidakhadiran juga standar jam kerja terpenuhi semaksimal mungkin.  
3. Kepemimpinan. Keteladanan seorang pimpinan dalam menegakkan disiplin 
sangat berdampak bagi disiplin kerja pegawai. Ketika pegawai dituntut untuk 
menaati peraturan maka pimpinan harus terlebih dahulu memberi contoh 
kepada bawahan atau pegawai terkait ketaatannya pada peraturan tersebut.  
Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam meningkatkan efektivitas 
kerja pegawai diantarnya: (Pandipa, 2018:14):  
1. Pola manajemen yang diterapkan di lapangan sering tidak selaras dengan 
tujuan yang telah ditargetkan sebelumnya akibat kebijakan-kebijakan yang 
diambil oleh pimpinan yang kurang relevan dengan kenyataan yang ada.  
2. Kurangnya kedisiplinan para aparatur. Faktor disiplin yang dimaksud ditinjau 
dari aspek ketepatan dan kebutuhan setiap aparatur terhadap waktu yang telah 
ditentukan pada setiap hari kerja. 
II.5.6 Pelaksanaan Disiplin Kerja 
Disiplin kerja merupakan faktor penentu dari sebuah keberhasilan 
pencapaian tujuan organisasi, dan harus diimplementasikan secara sistematis dan 
terarah. Untuk itu, proses pelaksanaan disiplin kerja membutuhkan tahapan 
tertentu, agar disiplin kerja para pegawai dapat ditingkatkan. Handoko dalam 
Surajiyo (2020:63), mengemukakan hal mendasar dari tahapan yang perlu 





1. Pejabat yang memberikan pendisiplinan. Pihak yang berwenang memberikan 
pendisiplinan kepada para pegawai hanyalah pejabat yang mempunyai hak 
perintah secara langsung terhadap para pegawai.  
2. Sikap pejabat yang memberikan pendisiplinan. Sikap pejabat yang adil dan 
tidak pilih kasih antar pegawai dalam memberikan pendisiplinan. Dengan 
demikian peraturan-peraturan di dalam organisasi dapat ditegakkan. 
3. Peraturan harus sesuai dengan keadaan. Peraturan yang dibuat harus sesuai 
dengan keadaan organisasi itu sendiri. Dengan tujuan bahwa peraturan 
tersebut dapat diterima oleh akal sehat, karena apabila peraturan tersebut 
dianggap tidak masuk akal, maka pegawai cenderung untuk tidak 
melaksanakan aturan tersebut.  
4. Peraturan harus dikombinasikan. Peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan 
oleh organisasi haruslah dijelaskan secara jelas dan mendetail sehingga semua 
pegawai mengetahui dan memahami peraturan tersebut. 
II.5.7 Tujuan Disiplin Kerja 
Sikap disiplin yang baik cenderung menggambarkan besarnya sikap 
tanggung jawab yang dimiliki pegawai terhadap tugas yang diberikan kepadanya. 
Karena hal tersebut akan mendorong gairah atau semangat kerja, sehingga juga 
akan mendorong terwujudnya tujuan dari suatu organisasi perusahaan.  
Kedisiplinan harus diterapkan dalam suatu organisasi karena tanpa adanya sikap 
disiplin yang baik, organisasi akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan 
tujuannya. Jadi dapatlah disimpulkan bahwa kedisiplinan merupakan kunci 





Sementara itu, Subyantoro yang di kutip dari Rusmiati Ernawati (2003:32) 
mengemukakan tujuan dilaksanakannya disiplin kerja, di antaranya sebagai 
berikut:  
1. Pembentukan sikap kendali diri yang positif. Sebuah organisasi sangat  
mengharapkan para pegawainya memiliki sikap kendali yang positif sehingga 
dengan hal tersebut pegawai akan berusaha untuk mendisiplinkan dirinya 
sendiri tanpa harus adanya paksaan aturan dan ia pun akan memiliki kesadaran 
untuk menghasilkan produk yang berkualitas tanpa perlu banyak diatur oleh 
pimpinan.  
2. Pengendalian kerja. Agar tugas yang diberikan kepada para pegawai berjalan 
efektif dan sesuai dengan tujuan dari organisasi maka dilakukan pengendalian 
kerja dalam bentuk standar dan tata tertib peraturan yang ditetapkan oleh 
organisasi.  
3. Perbaikan sikap. Perubahan sikap dapat dilakukan dengan pemberian 
penyesuaian, pembimbingan, pemberlakuan sanksi, dan langkah-langkah lain 
yang diperlukan pegawai. 
Berdasarkan konsep-konsep tersebut maka adanya disiplin kerja memiliki 
tujuan untuk menyempurnakan efektivitas dan menciptakan kemampuan kerja 
pegawai dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. 
 
II.5.8 Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Kerja PNS 
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 





tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, telah diatur kembali ketentuan tentang 
disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah 
kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari 
larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan 
kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin. 
Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena 
melanggar peraturan disiplin PNS. 
Pegawai Negeri Sipil dapat dikatakan sudah disiplin jika melaksanakan 
kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil, berikut kewajiban Pegawai Negeri Sipil 
:  
a. Mengucapkan sumpah/janji PNS;  
b. mengucapkan sumpah/janji jabatan;  
c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
Pemerintah;  
d. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan 
penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;  
f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS; 
g. Mengutamakan kepentingan negara dan pada kepentingan sendiri, 





h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah 
harus dirahasiakan;  
i. Bekerja dengan jujur, tertib, kepentingan Negara;  
j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal 
yang membahayakan atau merugikan Negara atau pemerintah terutama di 
bidang keamanan, keuangan, dan materiil;  
k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;  
l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;  
m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-
baiknya;  
n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;  
o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;  
p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; 
q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 
II.6 Electronic Government 
II.6.1 Pengertian E-Government 
E-Government menurut Sulistiyani (2019:1) merupakan sebuah inovasi 
berbasis pengembangan dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana 
pemerintahan dengan memanfaatkan atau menggunakan sistem elektronik untuk 
peningkatan sebuah penyelenggaraan sebuah pelayanan publik dengan tujuan agar 
mendapat kualitas yang lebih optimal, sehingga sanggup memberikan pelayanan 





Definisi e-Government banyak didefinisikan oleh berbagai organisasi 
internasional misalnya oleh The World Bank Group dalam Sulistiyani (2019:1) 
mendefinisikan electronic government tersebut secara langsung berhubungan 
dengan penggunaan teknologi informasi secara optimal (seperti wide aria 
network, internet dan mobile computing). Penggunaan IT ini khususnya dilakukan 
oleh organisasi pemerintah untuk mendukung layanan masyarakat.  
United Nation Development Programme atau disingkat UNDP dalam 
Sulistiyani (2019:2) yang mendefinisikan electronic government sebagai 
pemerintahan elektronik yang merupakan bentuk penerapan dari teknologi 
informasi serta komunikasi (TIK) yang dilakukan oleh dan untuk 
penyelenggaraan pelayanan lembaga pemerintah, sehingga tercapai layanan 
berkualitas, efisien dan efektif.  
Guna memperjelas pemaknaan dari e-Government dapat disitir pendapat 
dan seorang Direktur dari Institute for Electronic Government (IBM Co.) Janet 
Caldow bersama Kennedy School of Government, Harvard University, dalam 
Sulistiyani (2019:2) melalui kajiannya bersama memberikan definisi e-
Government yaitu "electronic government si nothing Short of a fundamental 
transformation of government and governance at a scale we have not witnessed 
since the beginning of the industrial era." 
E-government atau elektronik government menurut Napitupulu (2020:33) 
adalah penggunaan teknologi informasi dalam setiap aktivitas manajemen 
pemerintahan yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, hingga pengawasan 





informasi menjadikan pemerintah dapat bekerja dengan lebih cepat, tepat, efisien 
dan efektif serta akurat dan akuntabel terutama dalam menghasilkan data dan 
informasi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.  
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 menyatakan bahwa 
elektronik government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan 
kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka 
meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. 
Dalam pelaksanaannya, ada 4 (empat) model e-Government yang 
dilakukan pemerintah yaitu Napitupulu (2020:35): 
1. Pemerintah ke Pemerintah (Government to Government)  
Model e-Goveranment to government dimaksudkan memberikan 
pelayanan kepada sesama pemerintah baik antara pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah, antar kementerian, maupun antar lembaga pemerintah 
lainnya. Pelayanan government to government bertujuan mempersingkat 
proses koordinasi, komunikasi, informasi, sinkronikasi dan integrasi antar 
pemerintah dengan pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah.  
2. Pemerintah ke Masyarakat (Government to Community)  
Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat merupakan 
salah satu tugas dan fungsi dari sebuah pemerintahan. Model e-Government 
to community akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada 
masyarakat yaitu pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, transparan dan 
akuntabel seperti mendapatkan informasi tentang pajak online, akta kelahiran, 





lowongan pekerjaan, pendidikan. kesehatan, dan sebagainya. Dengan model 
e-Government to community, maka masyarakat tidak harus datang 
berbondong-bondong ke kantor pemerintahan, akan tetapi cukup dengan 
mengaksesnya secara online melalui website atau aplikasi tertentu. 
3. Pemerintah ke Bisnis/Swasta (Government to Bussines) 
Model pelayanan government to bussiness mengandung arti lancarnya 
pelayanan yang diberikan pemerintah kepada swasta atau dunia 
usaha/pembisnis. Dalam hal ini, pemerintah akan memberikan informasi yang 
akurat tentang kebutuhan layanan pembisnis/swasta seperti e-procurement, 
pengurusan izin usaha, tanda daftar perusahaan, jualan produk usaha, pajak 
usaha, peluang bisnis, peraturan pemerintah tentang bisnis dan sebagainya. 
Fungsi model pelayanan e-Government to bussiness, dapat dimanfaatkan 
sektor usaha untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan secara online dan 
tidak perlu harus datang ke kantor pemerintahan untuk mendapatkan 
pelayanan yang dibutuhkan, cukup dengan memanfaatkan e-Government. 
4. Pemerintah ke Pegawai (Goverment to Employee).  
Model government to employee adalah sebuah model pelayanan dari 
pemerintah yang diperuntukkan kepada pegawai pemerintah. Kebutuhan 
pelayanan dari pemerintah ke pegawai dimaksudkan untuk memenuhi 
kebutuhan aparatur sipil negara (ASN), baik di pusat maupun di daerah 
seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji, informasi cuti, penghargaan, studi 
lanjut, kesempatan pendidikan dan pelatihan, pembinaan pegawai, asuransi 





government to employee bertujuan agar pegawai atau ASN dapat termotivasi 
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. 
Menurut O'Brien (2008) komponen e-Government agar terlaksana dengan 
baik terdiri dari sumber daya manusia, perangkat kertas (hardware) dan perangkat 
lunak (software), data (data dan pengetahuan dasar) serta jaringan (media 
komunikasi dan dukungan jaringan). Untuk itu komponen teknologi informasi 
yang terdiri dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), data 
dan informasi yang akurat dan tar percaya, dan kemampuan sumber daya manusia 
(SDM) serta jaringan internet perlu mendapat perhatian baik kualitas dan 
kuantitasnya. 
Dari beberapa pendapat atau pengertian yang telah disampaikan oleh 
beberapa ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya Electronic 
government merupakan sebuah proses dalam hal pemanfaatan sarana teknologi 
informasi sebagai alat yang bertujuan membantu pemerintah dalam menjalankan 
sistem pemerintahan, pembangunan serta pelayanan secara lebih efisien. 
II.6.6 Manfaat E-Government 
Pada proses penerapan dari e-Government, itu sendiri terdapat banyak 
manfaat yang dapat diterima atau dirasakan berbagai pihak yang terlibat secara. 
Berikut ini adalah beberapa bentuk penjelasan yang relatif detail dari beberapa 
manfaat yang diperoleh para pemangku kepentingan, yang berasal dari proses 
penerapan e-Government yang dilakukan oleh pemerintah (Ndou, 2004) dalam 
(Sulistiyani (2019:9): 





Merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk membantu dalam 
meningkatkan efisiensi kerja dari sebuah layanan administrasi publik.  
2. Quality of Service delivery to business and customers. 
Sebuah upaya perbaikan dan upaya memotong rantai layanan yang terlalu 
panjang. Pada umumnya sebuah model pelayanan publik tradisional, 
mengharuskan masyarakat untuk menjalani rangkaian prosedur yang panjang, 
serta menghabiskan waktu yang lama serta kurang transparan.  
3. Transparancy, anti corruption, accountability. 
Sistem Government ini diarahkan guna membantu di dalam proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan secara transparan.  
4. Increase the  capacity of government.  
E-Government memiliki manfaat untuk meningkatkan kapasitas pemerintah. 
Adapun pemanfaatan teknologi ICT dapat memberikan tawaran akan adanya 
peluang yang besar guna peningkatan kapasitas dari sebuah kinerja serta 
prestasi dari pemerintah yang dalam hal ini dapat memperbaiki serangkaian 
kegiatan yang dilakukan, antara lain: transaksi administrasi, komunikasi, dan 
kemudahan dalam penyajian alur informasi. 
5. Network and community creation.  
Sistem e-Government dapat meningkatkan kemampuan dalam membuat 
jaringan serta komunikasi yang lebih efektif. Sebuah teknologi ICT yang 
telah dimanfaatkan dalam aplikasi e-Government dapat di satu sisi 
memberikan tekanan, namun di sisi lain juga dapat memberikan peluang di 






6. Improve The quality of decision making.  
Peningkatan kualitas dalam pembuatan kebijakan dianggap sangat penting.  
7. Improve the quality of decision making.  
Peningkatan kualitas dalam pembuatan kebijakan adalah sangat penting. 
8. Promote use of ICT in other sectors of the society. 
Terdapat suatu manfaat utama yang diperoleh dari sebuah penerapan e-
Government dari pihak pemerintah yakni berupa kontribusi dari berbagai 
pihak yang secara umum merupakan stake holder untuk menghasilkan sebuah 
layanan e-Government yang lebih baik. 
II.7 Penelitian Terdahulu 
Adanya penelitian terdahulu berguna bagi peneliti untuk memberikan 
kontribusi yang berbeda baik dari segi proses maupun segi hasil. Selain itu 
penelitian terdahulu membuktikan bahwa penelitian mengenai inovasi absensi 
berbasis teknologi sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. 
Sehingga peneliti bukanlah satu-satunya yang meneliti mengenai absensi berbasis 
teknologi. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan 
sebagai pembanding untuk melakukan penelitian terkait dengan implementasi 
absensi berbasis teknologi dalam menunjang disiplin pegawai: 
1. Pengaruh Penerapan Sistem Absensi Online dan E- Logbook Terhadap 






Penelitian yang dilakukan oleh Andisa Risfania Syahputri pada tahun 2017 
berdasarkan pada tujuan penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian 
Asosiatif. Fokus penelitian ini pada pengaruh penerapan sistem absensi online 
dan E-logbook secara bersama-sama terhadap disiplin kerja pegawai di Badan 
Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa secara parsial penerapan Sistem  Absensi  Online  dan  E-Logbook sama-
sama  memiliki  pengaruh  yang  sedang, positif dan signifikan terhadap disiplin 
kerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Akan 
tetapi, pada penerapannya pengaruh dari E-Logbook terhadap disiplin kerja 
pegawai lebih kecil dari pada pengaruh Sistem Absensi Online terhadap disiplin 
kerja pegawai. Sehingga Sistem Absensi Online lebih memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap disiplin kerja pegawai. Dan secara bersama Sistem 
Absensi Online dan E-Logbook berkombinasi memiliki pengaruh yang sangat 
rendah dengan arah yang positif dan signifikan terhadap disiplin kerja pegawai di 
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 
2. Penerapan Absensi Online Berbasis Android pada Peningkatan 
Kedisiplinan dan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil pada Bidang PAI. 
Penelitian yang dilakukan oleh Yani Mulyani pada tahun 2020 menggunakan 
metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan model penelitian studi kasus 
fenomenologi. Fokus pada penelitian ini pada dasarnya terkait dengan persoalan 
peningkatan mutu sumber daya manusia di lingkungan  pemerintahan Kabupaten 
Majalengka yang berfokus pada Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada bidang 





melalui  implementasi  kebijakan absensi  Online berbasis android yang mulai 
diterapkan tahun 2019. Hasil penelitian ini yaitu absensi online berbasis android 
pada penerapannya di  Gugus 3 Ahmad Yani telah mampu mengubah pola kerja 
PNS pada bidang PAI. Sebagian besar guru PAI disiplin waktu dalam 
menjalankan kewajibannya. Sebagian kecil guru PAI yang belum disiplin pun 
bukan karena tidak mau mendisiplinkan diri tetapi karena berbagai hal seperti 
Guru PAI yang berperan sebagai ibu rumah tangga juga, masalah ekonomi, dan 
hal manusiawi lainnya  yang menyebabkan PNS tersebut kurang disiplin dalam 
waktu. Pada dasarnya sikap disiplin seseorang akan kembali lagi kepada pribadi 
masing-masing. 
3. Penerapan Absensi Elektronik Dalam Meningkatkan Disiplin 
Pustakawan Di Kantor Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Penelitian yang dilakukan oleh Wiweko  Artadi dan Ana Irhandayaningsih 
pada tahun 2016 menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan 
pendekatan studi kasus. Fokus penelitian ini pada bagaimana penerapan absensi 
elektronik dalam meningkatkan disiplin pustakawan di Perpustakaan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. Hasil dalam penelitian ini adalah ini menyatakan adanya 
penerapan absensi elektronik dapat meningkatkan disiplin pustakawan karena 
bisa mencerminkan disiplin seseorang untuk bisa tepat waktu dalam bekerja. 
Absensi elektronik juga telah mampu mengubah kebiasaan pustakawan yang 
dahulunya masih bisa merekayasa absen. Dari penerapan absensi memberikan 










III.1 Jenis Penelitian 
Sebagai peneliti yang melibatkan masyarakat di dalam suatu penelitian, 
peneliti tersebut harus memiliki satu alternative dari bermacam-macam metode 
penelitian yang ada. Salah satu pemegang peranan penting di dalam menentukan 
arah kegiatan penelitian adalah sebuah metode penelitian. Metode penelitian 
digunakan untuk memudahkan seorang peneliti dalam memahami arah untuk 
mencapai tujuan. Selain itu, penggunaan metode penelitian juga sebagai suatu 
unsur penting guna mendukung pencapaian hasil yang maksimal pada suatu 
penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui dan 
menjelaskan bagaimana efektivitas absensi berbasis teknologi dalam menunjang 
disiplin kerja pegawai. 
Berdasarkan judul penelitian di atas yaitu “Efektivitas Inovasi Absensi 
Berbasis Teknologi dalam Menunjang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi 
pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo)”, dan berdasar pada rumusan 
masalah, serta tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan data, 
fenomena dan peristiwa yang diperoleh di lapangan mengenai bagaimana 





pegawai secara sistematis, faktual dan akurat yang kemudian dianalisis dengan 
teori yang berkaitan untuk mendapatkan pemahaman atau kesimpulan yang 
sesuai.  
Pengertian penelitian kualitatif sendiri telah dijelaskan oleh beberapa ahli 
seperti Nurdin (2019:41) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif sering 
juga disebut sebagai metode penelitian naturalistic yang pada mulanya karena 
penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting. 
Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah orang, yaitu peneliti sendiri. Untuk 
dapat menjadi sebuah instrument, maka peneliti diwajibkan memahami teori dan 
memiliki bekal wawasan yang cukup luas, sehingga mampu memberikan 
pertanyaan, melakukan analisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang 
diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Analisis data yang dilakukan 
berdasarkan dengan fakta yang ada di lapangan dan kemudian dikonstruksikan 
menjadi hipotesis atau teori. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data 
yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna merupakan data 
yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai
dibalik data yang tampak. Oleh sebab itu dalam penelitian kualitatif biasanya 
lebih menekankan pada makna dan mengesampingkan generalisasi.  
III.2 Fokus Penelitian 
Fokus penelitian merupakan masalah yang ada di dalam penelitian yang 
dijadikan sebagai pusat perhatian. Fokus penelitian ini bermanfaat untuk 
mempermudah peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh sehingga 





dibahas. Tempat penelitian ini berada di Kabupaten Ponorogo, di mana lebih 
tepatnya penelitian ini meneliti tentang efektivitas inovasi absensi berbasis 
teknologi dalam menunjang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Ponorogo. Tempat dan fokus penelitian tersebut bermanfaat untuk 
mendapatkan informasi yang diperlukan terkait dengan masalah penelitian. Oleh 
sebab itu, fokus penelitian yang ditentukan oleh peneliti yang dijelaskan sebagai 
berikut: 
1. Efektivitas inovasi absensi berbasis teknologi dalam menunjang disiplin kerja 
Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo maka 
dapat ditunjang dengan pertimbangan antara lain: 
a. Pencapaian tujuan  
b. Pengukuran terhadap kemampuan organisasi  
c. Penyesuaian terhadap penarapan absensi berbasis teknologi  
2. Faktor yang berpengaruh pada penerapan inovasi absensi berbasis teknologi 
dalam menunjang disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Ponorogo 
a. Faktor Pendorong  
- Adanya kompensasi  
- Adanya tindakan atau sanksi hukum terhadap pelanggar disiplin, sesuai 
dengan peraturan sanksi yang ada  
- Sistem Jathilan Absensi Online yang selalu dikembangkan 
b. Faktor Penghambat  





- Server dan jaringan 
- Keterbatasan sistem aplikasi 
III.3 Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian 
Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian ini dilakukan agar 
peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang 
hendak diteliti. Dalam penelitian ini, adapun lokasi yang dipilih penulis untuk 
melakukan penelitian adalah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Penulis memilih 
lokasi penelitian ini karena pada Kabupaten Ponorogo aplikasi ini baru diuji 
cobakan sejak November 2018 namun para Pegawai Negara Sipil khususnya di 
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo mulai menerapkannya pada awal tahun 
2019 dan merupakan salah satu Kota yang pertama kali menggunakan absensi 
berbasis teknologi android di Jawa Timur pada tahun 2019 sehingga 
penggunaannya masih tergolong baru.  
Situs penelitian merupakan sebuah lokasi spesifik yang digunakan oleh 
peneliti dalam menangkap keadaan real di lapangan dari objek yang akan diteliti. 
Situs penelitian berguna untuk memudahkan peneliti dalam menangkap data 
ataupun informasi yang diperlukan untuk melakukan penelitian tersebut. Situs 
penelitian yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah Dinas Tenaga 
Kerja Kabupaten Ponorogo yang berlokasi pada Jl. Budi Utomo No.12, 
Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.  
III.4 Sumber Data 





sumber data sekunder. Di bawah ini merupakan penjelasan lebih lengkap terkait 
sumber data primer dan sumber data sekunder: 
1) Sumber Data Primer 
Sumber data primer merupakan data-data yang dikemas dalam bentuk 
verbal atau berupa kata dan diucapkan melalui lisan seseorang/informan. Data-
data yang didapat berupa hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan hal 
tersebut, dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah : 
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Ponorogo 
b. Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo 
c. Operator Jathilan Absensi Online Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo 
d. Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja ASN BKPSDM Kabupaten Ponorogo 
2) Sumber Data Sekunder 
a. Data sekunder lebih mengacu pada data yang sebenarnya diperoleh dari 
teknik pengumpulan data yang mendukung data primer. Di dalam penelitian 
ini, data sekunder yang diperoleh dapat berupa hasil observasi dari peneliti 
serta hasil studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti. Terdapat pula data 
sekunder berupa laporan yang tertuang dalam Undang-undang RI, Peraturan 





III.5 Pengumpulan Data 
1. Observasi 
Menurut Siyoto (2015:77) cara yang paling efektif dalam melakukan 
metode observasi adalah melengkapinya dengan format pengamatan sebagai 
instrumen. Format yang disusun berisi tentang keadaan atau perilaku yang 
digambarkan akan terjadi. Fungsi terpenting dalam menggunakan metode 
observasi adalah pengamat. Pengamat harus memiliki kejelian dalam mengamati 
terkait dengan melihat kejadian, gerak atau proses. Mengamati bukanlah kegiatan 
yang mudah dilakukan karena seseorang cenderung mudah dipengaruhi oleh 
kepentingan dan kecenderungan-kecenderungan yang ada padanya sedangkan 
hasil pengamatan harus sama, walaupun dilakukan oleh beberapa orang. Dengan 
kata lain, pengamatan harus objektif. Menurut Ni'matuzahroh (2018:37) peranan 
observer dibagi menjadi dua yaitu: ada observasi partisipan yaitu observasi di 
mana observer ikut aktif di dalam kegiatan observer dan observasi non partisipan 
dalam hal ini observer tidak ikut aktif di dalam kegiatan observer (hanya 
melakukan pengamatan dari jauh). 
Pada penelitian ini, observasi digunakan peneliti untuk melakukan 
penelitian terkait efektivitas absensi berbasis teknologi untuk menunjang disiplin 
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo adalah 
menggunakan jenis observasi non partisipan di mana observer tidak turut aktif di 






Interview atau yang lebih sering disebut dengan wawancara, adalah 
kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data secara lebih 
mendalam. Menurut Sugiyono dalam Anggito (2018:89) wawancara dipakai 
sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan 
untuk mendapatkan permasalahan yang akan diteliti, dan juga jika peneliti ingin 
menemukan masalah dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah 
responden yang sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada 
laporan yang menyangkut dengan diri sendiri atau self-report, atau setidaknya 
pada pengetahuan dan atau keyakinan yang ada pada pribadi seseorang. Sutrisno 
dalam Anggito (2018:90) menyatakan bahwa seorang peneliti harus memegang 
anggapan dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner (angket) di 
antaranya adalah: (1) Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu 
tentang dirinya sendiri, (2) Bahwa apa yang dikatakan oleh subyek kepada peneliti 
adalah kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan, dan (3) Bahwa pemahaman 
subyek terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepadanya 
adalah sama dengan apa yang menjadi sasaran utama peneliti. 
Teknik mengumpulkan data dengan cara wawancara bisa diperluas dengan 
cara pengadaan dialog antara peneliti dan informan. Selain itu bisa menggunakan 
sesi tanya jawab agar data dari wawancara yang dilakukan peneliti lebih 
maksimal. Pada penelitian ini, wawancara yang dilakukan peneliti ditujukan 
kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja, 





Jathilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo,  dan Kepala Sub Bidang 
Penilaian Kinerja ASN BKPSDM Kabupaten Ponorogo dengan menetapkan 
beberapa informan berdasarkan teknik purposive sampling di mana menurut HR, 
Syamsunie (2018) artinya suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu atau seleksi khusus dengan pertimbangan tetap berhubungan dengan 
permasalahan dan tujuan penelitian. Teknik Purposive Sampling biasanya 
digunakan dalam penelitian kualitatif, dan dapat juga digunakan dalam jenis 
penelitian eksperimen atau case control untuk sampel kontrol. Partisipan yang 
akan dilibatkan dalam penelitian ini sekitar 4 atau 5 orang. Penentuan jumlah 
subyek penelitian (responden) dianggap telah memadai apabila telah memadai 
apabila telah sampai pada taraf redundancy (kejenuhan). 
3. Dokumentasi 
Metode dokumentasi menurut Siyoto (2015:77) yaitu menggali data-data 
terkait hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, berita, majalah, 
prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode 
lain, maka metode ini tergolong lebih mudah, dalam artian apabila terjadi 
kesalahan sumber datanya akan tetap sama, belum berubah. Seperti yang telah 
dijelaskan, dalam metode dokumentasi pengamatan dilakukan bukan pada benda 
hidup tetapi benda mati, dalam menggunakan metode ini peneliti memegang chek-
list untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Apabila terdapat atau muncul, 
variabel yang dicari maka peneliti menggunakan chek-list tersebut kemudian 





menggunakan kalimat bebas untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau 
belum ditentukan dalam daftar variabel. 
Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh menggunakan media kamera, 
rekaman handphone, dan dokumen yang berkaitan dengan efektivitas absensi 
berbasis teknologi dalam menunjang disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo. Dokumen terkait yang digunakan oleh 
peneliti di antaranya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bupati, 
dan lain-lain. 
III.6 Instrumen Penelitian 
Dalam suatu penelitian, peneliti pasti akan menggunakan instrumen 
penelitian. Menurut Creswell yang dikutip Sugiyono dalam Kristanto (2018:67), 
researcher uses instrument to measure achievement, ases individual ability, 
observe behavior, develop a psychology profile of an individual, bor interview a 
person. Sesuai pendapat Cresswell tersebut, instrumen digunakan untuk mengukur 
prestasi, kemampuan individu, mengamati perilaku, pengembangan perilaku 
individual, dan untuk mewawancarai seseorang. Jika informasi ini dihubungkan 
dengan teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang biasanya 
digunakan oleh peneliti adalah teknik tes, digunakan untuk mengukur prestasi dan 
mengukur kemampuan individu. Teknik observasi, digunakan untuk mengamati 
tingkah laku seseorang atau hal lain yang berkaitan. Teknik skala dan angket, 
digunakan untuk mengukur pengembangan perilaku individual. Yang terakhir 





Terdapat beberapa jenis instrumen penelitian yang biasanya digunakan 
oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian, yaitu: 
1. Peneliti 
Jika dalam penelitian kualitatif menurut Mustafa (2020:87) instrumen 
penelitian adalah penelitinya sendiri, maka dalam penelitian kuantitatif, instrumen 
harus dibuat dan menjadi perangkat yang "independent" dan peneliti. Peneliti 
harus berupaya membuat instrumen sebaik mungkin, apapun instrumen itu. Di 
dalam melakukan sebuah penelitian, instrumen penelitian yang menjadi faktor 
paling mendasar adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti menggunakan 
berbagai teknik mengumpulkan data guna mempermudah penelitian terkait. 
2. Pedoman Wawancara  
Menurut Kristanto (2018:70) pendapat dalam suatu wawancara sistematis, 
wajib ada instrumen pedoman wawancara. Bagian dalam instrumen pedoman 
wawancara adalah kisi-kisi atau kue print dan instrumen pedoman wawancara. 
Dalam kisi-kisi terdapat spesifikasi tujuan instrumen dan aspek-aspek apa saja 
yang akan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan wawancara. 
Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan wawancara dituliskan dalam instrumen. 
Dalam instrumen ini tidak perlu ada pedoman hasil wawancara atau pedoman 
penskoran, karena hasil akhir dari penggunaan instrumen ini tidak berbentuk 
angka. Dengan demikian. jika yang digunakan adalah wawancara sistematis, maka 
peneliti wajib menyusun sendiri instrumen pedoman wawancara. Kemudian 
instrumen yang telah tersusun tersebut wajib diuji kualitasnya. 





Beberapa instrumen bantuan menurut Afrizal dalam Alhamid (2009:5) 
yang dapat membantu dalam proses penelitian berlangsung adalah alat tulis, 
laptop, handphone, dan alat bantu perekam lainnya lainnya. Perangkat penunjang 
ini digunakan oleh peneliti ketika peneliti mengalami kesulitan saat melakukan 
wawancara.  
III.7 Metode Analisis 
Pada penelitian kualitatif dalam proses pengumpulan data setelah 
pengumpulan data diperoleh maka diperlukan sebuah analisis data pada periode 
tertentu. Sedangkan untuk analisis data pada penelitian kualitatif  bersifat induktif. 
Induktif sendiri berarti suatu analisis yang diperoleh berdasarkan data-data yang 
mana tahapan selanjutnya akan dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Di 
dalam melakukan analisis data terdapat beberapa model yang digunakan, salah 
satunya adalah model Miles (2014). Menurut Miles (2014:13) pada awal 
pengumpulan data, analis kualitatif memberikan pengertian terkait pencatatan 
pola, penjelasan, sebab akibat, dan proposisi. 
Dalam pandangan Miles (2014:14) menyajikan tiga aliran di antaranya 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tiga aliran ini 
ditampilkan seperti yang ditunjukkan pada Gambar III.1. Dalam pandangan ini, 
dari ketiga jenis aktivitas analisis dan aktivitas pengumpulan data tersebut 






Gambar III.1 Komponen Analisis Data: Model Interaktif 
Sumber: Miles, Matthew B., Huberman, A.M., dan Saldana, J. (2014:14). 
Adapun langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini sesuai dengan metode deskriptif  kualitatif  menurut Miles 
(2014:14), antara lain: 
1 Pengumpulan data 
Langkah pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan 
data berkaitan dengan kebutuhan data penelitian. Data yang dikumpulkan yaitu 
berupa data wawancara, dokumentasi, dan dokumen yang diperlukan selama 
penelitian berlangsung yang disesuaikan dengan fokus penelitian yang dilakukan 
kepada Dinas Tenaga Kerja maupun BKPSDM Kabupaten Ponorogo. 
Dokumentasi dapat berupa gambar pendukung yang berguna untuk kebutuhan 
data penelitian dan sebagai validitas dari peneliti sesuai dengan kondisi lapangan. 
Sedangkan data yang berupa dokumen tertulis yaitu dikumpulkan sesuai dengan 
kebutuhan data penelitian yang bersumber dokumen resmi milik Dinas Tenaga 
Kerja Kabupaten Ponorogo maupun BKPSDM Kabupaten Ponorogo. 





Pengkodean data, misalnya (kondensasi data), mengarah pada apa yang 
harus dimasukkan ke dalam tampilan data. Memasukkan data membutuhkan 
kondensasi data lebih lanjut. Data yang di dapat dari hasil penelitian di Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo yang berupa hasil temuan fenomena di 
lapangan baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang kemudian 
dirangkum agar memudahkan dalam pembuatan laporan penelitian tanpa 
menghilangkan data. 
3 Penyajian data 
Menelaah kembali catatan hasil pengamatan, wawancara dan studi 
dokumentasi yang didapat selama melakukan penelitian di Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Ponorogo, serta memisahkan data yang dianggap penting dan tidak 
penting, kegiatan ini diulang kembali untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan 
klasifikasi. Dan melakukan pendeskripsian data yang telah diklasifikasikan 
dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian. 
4 Penarikan Kesimpulan 
Membuat analisis akhir dalam bentuk laporan hasil penelitian. Penarikan 
kesimpulan ini merupakan hasil analisis dan penyimpulan yang akan digunakan 
untuk menetapkan dan memperbaiki konsep atau teori asumsi yang telah 
ditetapkan di awal penelitian. Sehingga dapat hasil kesimpulan kemudian dapat 
memberikan kesimpulan akhir dan memberikan jawaban atas permasalahan. Pada 
penelitian ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan terhadap efektivitas 
absensi berbasis teknologi dalam menunjang disiplin Pegawai Negeri Sipil di 





III.8 Keabsahan Data 
Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut 
dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data 
menyangkut kriteria derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (tranferability), 
kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). Dari empat 
kriteria tersebut, pendekatan kualitatif memiliki delapan teknik pemeriksaan data, 
yaitu perpanjangan keikut-sertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, 
pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan 
anggota, dan uraian rinci (Moleong dalam Hadi (2016:75)). Penelitian ini 
menggunakan uji derajat kepercayaan (credibility) dalam menentukan keabsahan 
data melalui: 
1. Triangulasi  
Terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi menurut Moleong dalam 
Hadi (2016:75) berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan 
dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain untuk pengecekan atau 
perbandingan data. Hal-hal lain yang dipakai untuk pengecekan dan perbandingan 
data itu adalah sumber, metode, peneliti, dan teori. Peneliti dalam hal ini 
menggunakan Triangulasi sumber data, yang dilakukan dengan membandingkan 
informasi yang diperoleh dari sumber data satu dengan sumber data yang lain 
untuk mendapatkan kredibiltas data. Triangulasi sumber data yang peniliti maksud 
akan diuraikan dalam penyajian data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 
pengecekan ulang dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai 





Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, wawancara dengan Kepala Sub Bagian 
Umum, Operator Jathilan maupun dengan salah satu PNS di Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Ponorogo serta dokumentasi berupa laporan yang diperoleh pula dari 
Dinas Tenaga Kerja. Tujuan dari triangulasi sumber data ini adalah untuk 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
IV.1 Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian 
IV.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo 
1. Kondisi Geografis 
Termuat pada laman ponorogo.go.id Kabupaten Ponorogo terletak pada 
koordinat antara 111°17’ – 111°52’ Bujur Timur dan 7°49’ – 8°20’ Lintang 
Selatan serta mempunyai wilayah seluas 1.371,78 km². Wilayah ini berbatasan 
dengan Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk di sebelah utara, Kabupaten 
Tulungagung dan Trenggalek di sebelah timur, Kabupaten Pacitan di sebelah 
Selatan serta Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Jawa Tengah) di sebelah Barat. 
Adapun jarak Ibu Kota Ponorogo dengan Ibu Kota Propinsi Jawa Timur 
(Surabaya) kurang lebih 200 km arah Timur Laut dan ke Ibu Kota Negara ( 
Jakarta ) kurang lebih 800 km ke arah Barat. Kabupaten Ponorogo, adalah sebuah 
kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahannya 
adalah Kecamatan Ponorogo. Kabupaten Ponorogo terdiri atas 21 kecamatan, 







Gambar IV.1 Peta Wilayah Kabupaten Ponorogo 
Sumber: Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2019  
Dilihat dari keadaan topografinya sebagian besar wilayah Kabupaten 
Ponorogo (79 persen) merupakan daerah dataran, 21 persen lainnya daerah 
lereng/puncak pegunungan yang mencakup Kecamatan Ngrayun, Ngebel, Sooko, 
Pudak, dan Pulung dengan luas mencapai 1.371,78 km2. 242 desa terletak pada 
ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut (mdpl), sedangkan 45 
desa terletak di antara 500-700 mdpl. Sementara 20 desa lainnya terletak di atas 
700 mdpl. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Pudak dengan ketinggian sekitar 
959 mdpl. Sedangkan wilayah terendah adalah Kecamatan Sukorejo dengan 
ketinggian sekitar 119 mdpl. Begitu pula dengan kecamatan dengan jarak terjauh 





Kecamatan Ngebel dan Kecamatan Ngrayun dengan jarak sekitar 30 km dari 
ibukota kabupaten. Kecamatan terdekat adalah Kecamatan Ponorogo, Kecamatan 
Siman dan Kecamatan Babadan. Berikut ini daftar 21 Kecamatan beserta luas 
daerahnya di Kabupaten Ponorogo. 
Tabel IV.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten 
Ponorogo 2020 
Kecamatan Luas (km2) Presentase (%) 
Ngrayun 184,76 13,47 
Slahung 90,34 6,59 
Bungkal 54,01 3,94 
Sambit 59,83 4,36 
Sawoo 124,71 9,09 
Sooko 55,33 4,03 
Pudak 48,92 3,57 
Pulung 127,55 9,30 
Mlarak 37,20 2,71 
Siman 37,95 2,77 
Jetis 22,41 1,63 
Balong 56,96 4,15 
Kauman 36,61 2,67 
Jambon 57,48 4,19 
Badegan 52,35 3,82 
Sampung 80,61 5,88 
Sukorejo 59,58 4,34 
Ponorogo 22,31 1,63 
Babadan 43,93 3,20 
Jenangan 59,44 4,33 
Ngebel 59,50 4,34 
Kabupaten Ponorogo 1.371,78 100,00 
Sumber: Website BPS Kabupaten Ponorogo Tahun 2021, diakses pada 12 
April 2021 
2. Kondisi Demografi 
Menurut publikasi BPS jumlah penduduk di 21 kecamatan di Kabupaten 
Ponorogo pada sensus penduduk tahun 2020 adalah 949.320 yang terdiri atas 
474.260 laki-laki dan 475.060 perempuan dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) 





jumlah penduduk perempuan. Sedangkan pada sensus penduduk tahun 2010, rasio 
tertinggi terdapat di Kecamatan Mlarak yaitu sebesar 128 (setiap 100 perempuan 
terdapat 128 laki-laki) dan rasio terendah terdapat di Kecamatan Jetis yaitu 
sebesar 95 (setiap 100 perempuan terdapat 95 laki-laki). Kecamatan yang paling 
tinggi kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Ponorogo yaitu sebanyak 3.333 
jiwa/km2 dan yang paling rendah adalah Kecamatan Pudak yaitu sebanyak 182 
jiwa/km2. 
Tabel IV.2 Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk 
dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten 







Ngrayun 6,30 324 104,5 
Slahung 5,62 591 99,1 
Bungkal 4,02 707 97,2 
Sambit 4,17 662 99,3 
Sawoo 6,41 488 100,0 
Sooko 2,52 432 98,0 
Pudak 0,97 187 100,5 
Pulung 5,43 404 98,9 
Mlarak 3,69 942 101,2 
Siman 5,06 1.266 101,8 
Jetis 3,29 1.393 99,6 
Balong 4,96 826 98,0 
Kauman 4,89 1.268 99,8 
Jambon 4,82 796 101,5 
Badegan 3,48 631 100,3 
Sampung 4,20 494 98,3 
Sukorejo 6,07 967 99,8 
Ponorogo 8,08 3.438 98,7 
Babadan 7,42 1.603 99,6 
Jenangan 6,39 1.021 99,4 
Ngebel 2,22 354 100,9 
Kabupaten 
Ponorogo 
100,00 692 99,83 







3. Gambaran Kehidupan Sosial Budaya 
Kabupaten Ponorogo berdiri pada tanggal 11 Agustus 1496 Masehi, 
tanggal inilah yang kemudian di tetapkan sebagai hari jadi kota Ponorogo.  
Bathoro Katong adalah pendiri Kadipaten Ponorogo yang selanjutnya 
berkembang menjadi Kabupaten Ponorogo. Asal mula nama Ponorogo bermula 
dari musyawarah yang di sepakati oleh Raden Bathoro Katong, Kyai Mirah, 
Selo Aji dan Joyodipo pada hari Jumat saat bulan purnama, bertempat di tanah 
lapang dekat sebuah gumuk bahwa kota yang akan didirikan dinamakan 
“Pramana Raga”yang akhirnya lama-kelamaan berubah menjadi Ponorogo. 
Ponorogo identik dengan kesenian Reyog Ponorogo yang telah terkenal sampai 
mancanegara. Reyog Ponorogo menjadi simbol bagi warga Ponorogo yang 
memiliki karakter sopan santun namun berani , hal tersebut  mencerminkan 
nama Ponorogo yang berasal dari  kata Pramana dan Raga. Pramana yang 
berarti daya kekuatan dan rahasia hidup, sedangkan Raga berarti badan atau 
jasmani (Sumber: Data Sekunder, ponorogo.go.id yang di unduh pada 13 April 
2021) 
4. Gambaran Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Ponorogo 
Untuk menjalankan roda pemerintahan di wilayah Kabupaten Ponorogo 
pada tahun 2019 tercatat jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 8.990 orang 
dengan komposisi PNS pria (51 persen) lebih banyak dari PNS wanita (49 
persen). Jumlah PNS ini di bawah jumlah PNS tahun 2019 yaitu sebesar 9.332 
orang. Walaupun seleksi penerimaan CPNS sudah mulai diadakan, jumlah PNS 





PNS yang pernah diberlakukan. 
Tabel IV.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis 
Kelamin di Kabupaten Ponorogo, 2020 (Jiwa), 2020 
Jabatan 
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut 
Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten 
Ponorogo, 2020 (Jiwa), 2020 
Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1. Fungsional Tertentu 2613 3561 6174 
2. Fungsional Umum 1489 555 2044 
3. Struktural 513 259 772 
3.1 Eselon V - - - 
3.2 Eselon IV 368 219 587 
3.3 Eselon III 122 36 158 
3.2 Eselon II 23 4 27 
3.3 Eselon I - - - 
Jumlah  4615 4375 8990 
Sumber: Website BPS Kabupaten Ponorogo Tahun 2021, diakses pada 13 
April 2021 
5. Visi dan Misi Kabupaten Ponorogo 
Visi Pemerintah Kabupaten Ponorogo 2016-2021 adalah “PONOROGO 
BERBENAH MENUJU PONOROGO YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA, 
DAN RELIGIUS”. 
Sejalan dengan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki 
Misi sebagai berikut:  
1. Terbentuknya budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna 
mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap 
dan berkemampuan andal memecahkan masalah rakyat. 
2. Terkelolanya seluruh sumber daya daerah menjadi lebih berdaya guna, 







3. Terwujudnya pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar 
memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktivitas 
masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan umum. 
4. Terbangunnya sistem pertanian modern, sebagai basis pengembangan model 
ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tangguh, memicu investasi dan 
industry, serta berperan menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah. 
5. Penataan kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang 
publik yang memadai, berwawasan kelestarian lingkungan, sekaligus upaya 
mempercepat pengurangan ketimpangan antara wilayah pedesaan dengan 
perkotaan. 
6. Terbangunnya prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat 
miskin, pengangguran, serta perluasan kesempatan kerja. 
7. Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan sistem 
pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, guna mendorong kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang hebat dan bertakwa. 
IV.1.2 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo 
Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor : 72 tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Ponorogo, bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo 
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas 
otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. 
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo memiliki lokasi strategis di 





Timur 63471. Adapun jam operasional kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Ponorogo adalah sebagai berikut: 
Tabel IV.4  Jam Operasional Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Ponorogo 
Hari Jam Operasional 
Senin s/d Kamis 07.30 s/d 15.00 
Jumat 07.00 s/d 11.00 
Sumber: Olahan Peneliti dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo 
tahun 2021 
1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Sruktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Ponorogo 
Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor: 72 tahun 2016 tentans 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Ponorogo, bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo 
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas 
otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Dinas 
Tenaga Kerja mempunyai fungsi (Sumber data sekunder dari Dinas Tenaga 
Kerja Kabupaten Ponorogo tahun 2019):  
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi 
2. Pelaksanaan kebijakan urusan Tenaga kerja dan Transmigrasi  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan tenaga kerja dan transmigrasi 
4. Pelaksanaan administrasi dinas  
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan 
fungsinya. 
Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas meminjam, 





memberikan pembinaan administrasi di bidang sosial tenaga kerja dan 
transmigrasi.  
1. Sekretariat  
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, 
evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, 
keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dinas. 
Sekretariat mempunyai fungsi: 
a. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas tugas 
bidang secara terpadu dan tugas-tugas pelayanan administratif. 
b. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan dinas.  
c. Pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai 
d. Pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan 
dinas 
e. Pengelolaan aset rumah tangga dan perlengkapan dinas 
f. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas 
g. Penghimpunan dan penyusunan data informasi, evaluasi dan peleporan 
penyelenggaraan kegiatan dinas  
h. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi dinas  
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
2. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas 
melaksanakan penempatan, perluasan kerja, dan perlindungan tenaga kerja 





Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:  
a. Penyusunan rencana dan program bidang penempatan, pelatihan, tenaga kerja 
dan perluasan kerja serta transmigrasi  
b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pelatihan bidang penempatan 
tenaga kerja dan perluasan kerja serta transmigrasi 
c. Pembinaan, pemasaran dan pengurusan bidang penempatan tenaga kerja dan 
perluasan kerja serta transmigrasi; dan  
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
3. Bidang Hubungan Industrial  
Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan 
program kegiatan, menetapkan pedoman pembinaan hubungan industrial, 
melaksanakan fasilitasi dan pengembangan lembaga hubungan industrial, 
syarat kerja, pengupahan, jaminan sosial kesejahteraan pekerja/buruh dan 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bidang Hubungan Industrial 
mempunyai fungsi :  
a. Penyusunan program pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja 
b. Pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja 
c. Pelaksanaan pembinaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang 
berlaku  
d. Pelaksanaan pembinaan pekerja/organisasi pekerja dan pengusaha/organisasi 
pengusaha  
e. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-





f. Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja  
g. Pelaksanaan pembinaan keselamatan kerja 
h. Pelaksanaan urusan penyelesaian perselisihan hubungan ketenagakerjaan; dan  
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
4. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja  
Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan rencana dan program, memberikan pembinaan, 
pengurusan pelatihan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelatihan, 
Peningkatan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja, serta Sertifikasi 
dan Pemagangan dan fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program bidang pelatihan dan 
produktivitas;  
b. pelaksanaan fasilitasi program kegiatan bidang pelatihan dan produktivitas;  
c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelatihan kerja;  
d. pelaksanaan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; Balai 
Latihan Kerja Luar Negeri;  
e. pelaksanaan Perizinan Penampungan/Asrama CTKILN di Balai Latihan Kerja 
Luar Negeri;  
f. pelaksanaan Registrasi Lembaga Pelatihan Kerja;  
g. pelaksanaan fasilitasi Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja; 
h. pelaksanaan peningkatan SDM Pelatihan;  
i. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi kompetensi;  





k. pelaksanaan pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri; 
l. pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;  
m. pelaksanaan Program pengukuran, peningkatan dan pengembangan 
produktivitas;  
n. pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;  
o. pelaksanaan fasilitasi Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas 
Tenaga Kerja;  
p. pelaksanaan fasilitasi Program pengukuran, peningkatan dan pengembangan 
produktivitas;  




















Gambar IV.2 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo 
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IV.1.3 Gambaran Umum Jathilan Absensi Online 
Menerapkan Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) meliputi, pendefinisian proses bisnis, integrasi data dan 
informasi menjadi satu data, pembangunan aplikasi, pembangunan Infrastruktur 
(data capture dan processing, data center dan storage, dan jaringan/ network). 
Maka dengan itu, Kabupaten Ponorogo mulai melanjutkan pengembangan terkait 
aplikasi dan aplikasi umum yang berasal dari pemerintah pusat. Terdapat Aplikasi 
Khusus, yang dibuat untuk mendukung operasional/tupoksi direktorat hingga 
seksi tertentu.  
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 
2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka pemerintah daerah Kabupaten 
Ponorogo telah menerapkan peraturan terkait absensi berbasis teknologi dengan 
menggunakan aplikasi yang dapat di unduh di playstore dengan nama “Jathilan 
Absensi Online”. Jathilan Absensi Online ini di uji coba kan sejak awal Desember 
2018 lalu. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 101 Tahun 
2018 Tentang “Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo” yang telah dikemukakan oleh 
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) 
Kabupaten Ponorogo bahwa Penerapan absensi berbasis teknologi untuk PNS 
(Pegawai Negeri Sipil) sekarang menggunakan foto selfie yang berbasis android. 
Kebijakan absensi berbasis teknologi ini berbeda halnya dengan kebijakan absensi 
lainnya yang pada umumnya menggunakan sidik jari atau manual, melainkan 





Ponorogo merupakan daerah pertama di Jawa Timur yang menerapkan aplikasi 
berbasis android menggunakan fitur wajah pada tahun 2019. 
Aplikasi Jathilan merupakan aplikasi yang digunakan untuk mencatat 
kehadiran dan kinerja ASN di Kabupaten Ponorogo. Aplikasi ini dikembangkan 
oleh BKPPD Kabupaten Ponorogo Versi : C107.0.0.1.17. Smartphone Android 
4.1+. Developer Eksternal. Fitur: GPS: ASN yang dapat absen adalah ASN yang 
lokasinya berjarak maksimum 50 m dari kantor. Foto: ASN harus berfoto selfie 
untuk memastikan orang yang absen (admin BKD dan operator OPD bisa 
memeriksa foto), dan Rekapitulasi: Presensi, Aktivitas, Nominal tunjangan sesuai 
aktivitas dan presensi.  
 
Gambar IV.3 Tampilan Jathilan Absensi Online 






IV.2 Penyajian Data 
IV.2.1 Efektivitas Inovasi Absensi Berbasis Teknoologi dalam Menunjang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Ponorogo 
Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis Efektivitas Inovasi 
Absensi berbasis Teknologi dengan nama Jathilan Absensi Online dalam 
meningkatkan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya pada Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo. Dalam pelaksanaan analisis Efektivitas 
Inovasi Absensi berbasis Teknologi di Kabupaten Ponorogo, peneliti membagi ke 
dalam beberapa bagian berdasar pada ukuran efektivitas yakni diantaranya 
pencapaian tujuan, pengukuran kemampuan organisasi, dan penyesuaian terhadap 
penerapan absensi berbasis teknologi. 
IV.2.1.1 Pencapaian Tujuan 
Bentuk electronic government dalam mendukung reformasi birokrasi 
pemerintah Kabupaten Ponorogo saat ini salah satunya diwujudkan dengan 
pengelolaan kegiatan absensi menggunakan teknologi, sehingga semua Aparatur 
Sipil Negera di Kabupaten Ponorogo semakin mudah dalam proses pemantauan 
kehadiran maupun aktivitas pekerjaannya. Dalam proses penerapannya terdapat 
tahapan agar segala bentuk kegiatan absensi dapat mencapai sasaran secara efektif 
dan efisien. 
Berdasarkan dari hasil wawancara berkaitan dengan upaya pencapaian 





sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan 
Operator Jathilan Dinas Tenaga Kerja sosialisasi tersebut berkaitan dengan 
prosedur dan mekanisme Jathilan Absensi Online. Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian Tutik Sudarwati, S.Sos. menyatakan bahwa: 
“Jadi pernah dilakukan BIMTEK atau sosialisasi Kasubag bersama dengan 
Pak Suko selaku operator terkait dengan cara-cara penggunaan aplikasi 
Jathilan pada awal diterapkannya absensi Jathilan.” (Wawancara tanggal 
27 April 2021, 09.00-10.00 WIB di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Ponorogo). 
Lebih lanjut, dengan adanya sosialisasi yang diberikan kepada Kepala Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian dan operator Jathilan Dinas Tenaga Kerja oleh 
BKPSDM, tentunya memberikan tanggung jawab kepada bidang kepegawaian 
dan staff operator Jathilan untuk melakukan bimbingan kepada staff lain di Dinas 
Tenaga Kerja mengenai prosedur dan mekanisme dari Jathilan Absensi Online. 
Hal itu diungkapkan oleh Bapak Edi Sucipto selaku PNS Dinas Tenaga Kerja:  
“Pertama itu saat absensi mulai akan digunakan dapat bimbingan 
perbidang masalah absennya gimana, jam masuk beserta aturan-aturan 
yang lainnya itu dari bidang kepegawaian yang tugas nya jadi staf operator 
Jathilan.” (Wawancara tanggal 5 Juli 2021, 13.00-13.30.00 WIB di Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo). 
Selain itu, dalam kurun waktu 2 tahun terus dilakukan upaya 
penyempurnaan dan perbaikan. Salah satunya yaitu melalui perubahan peraturan 
terhadap Peraturan Bupati nomor 101 tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan 
Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo 
menjadi Peraturan Bupati nomor 123 tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan 
Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 
Hal itu di ungkapkan oleh Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja ASN BKPSDM 





“Jadi pertama kali keluar absensi Jathilan berdasar pada Peraturan Bupati 
nomer 101 tahun 2018 itu hanya menyangkut hal-hal terkait absensi 
kemudian pada tahun 2019 ditingkatkan menjadi Peraturan Bupati nomer 
123 tahun 2019 terkait Tambahan Penghasilan dengan aktivitas harian. 
Jadi perhitungannya 60% aktivitas dan 40% absensi. Jadi nanti terdapat 
tambahan penghasilan perbulan sesuai dengan presentase aktivitas dan 
absensi yang dihasilkan. Dan Tambahan Penghasilan tersebut akan 
disesuaikan dengan Jabatan dan Golongan. Jadi nanti hasilnya meskipun 
pangkatnya sama tapi jika satu malas dan satunya rajin maka tambahan 
penghasilannya akan berbeda.” (Wawancara tanggal 6 Mei 2021, 09.00-
10.30 WIB di BKPSDM Kabupaten Ponorogo). 
Terjadinya perubahan peraturan tersebut juga mengakibatkan adanya 
pembaharuan dan penyempurnaan dari beberapa menu yang terdapat dalam 
aplikasi Jathilan Absensi Online. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Sub Bidang 
Penilaian Kinerja ASN BKPSDM Kabupaten Ponorogo, Deddy Chandra W. S.E: 
“Jadi terkait perubahan itu karena ada penambahan ya, awalnya kan cuma 
ada absensi saja terus ada perubahan Peraturan Bupati tersebut berhubung 
ada tambahan penghasilan juga, akhirnya ada tambahan aktivitas harian 
itu.” (Wawancara tanggal 7 Juli 2021, 08.40-09.03 WIB di BKPSDM 
Kabupaten Ponorogo). 
Berdasarkan observasi, dengan adanya perubahan peraturan terhadap 
Peraturan Bupati nomor 101 tahun 2018 menjadi Peraturan Bupati nomor 123 
tahun 2019 menyebabkan adanya revisi terhadap menu Jathilan Absensi Online. 
Saat pertama kali absensi diterapkan terdapat tiga menu yang ada di dalam 
aplikasi, diantaranya absensi regular, history absensi, dan history izin. Dengan 
adanya perubahan terhadap peraturan tersebut menyebabkan adanya TPP 
(Tambahan Penghasilan Pegawai), Sehingga faktor penilaian pada aplikasi 
Jathilan selain berdasarkan pencatatan kehadiran juga ditambahan berdasarkan 





Presensi regular, aktivitas harian, history aktivitas, permohonan izin, dan histori 
izin.  
   
Gambar IV.4 Perubahan Tampilan Fitur Menu Aplikasi Jathilan 
Absensi Online 
Sumber: Aplikasi Jathilan Versi 18 
Kemudian kedepannya pihak BKPSDM akan melakukan perbaikan dan 
pengembangan secara terus menerus terkait pada Jathilan Absensi Online, hal itu 
diungkapkan oleh Bapak Deddy Chandra W. S.E selaku Kepala Sub Bidang 
Penilaian Kinerja ASN BKPSDM Kabupaten Ponorogo: 
“Menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, jika membutuhkan pastinya 
akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi. Sebelumnya pada tahun 2019 
juga sudah pernah dilakukan monitoring dan evaluasi dari BKD.” 
(Wawancara tanggal 7 Juli 2021, 08.40-09.03 WIB di BKPSDM Kabupaten 
Ponorogo). 
Sesuai dengan hasil wawancara dan observasi peneliti, pada tanggal 1 
bulan Oktober 2019 BKPPD Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan 
Monitoring dan Evaluasi (Monev) Absensi Online Jathilan. Kegiatan Monev 
tersebut diikuti oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian serta operator Jathilan 





dan solusi atas implementasi Absensi berbasis teknologi Jathilan yang sudah 
digunakan oleh para ASN di Kabupaten Ponorogo. Kedepannya pihak BKPSDM 
akan kembali melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan aplikasi 
Jathilan agar berjalan lebih optimal. 
Dalam pencapaian tujuan selain proses pengimplementasian tentunya juga 
melibatkan sumber daya yang merupakan sasaran yang menjadi target konkret 
dalam pencapaian tujuan implementasi Jathilan Absensi Online agar 
penerapannya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sumber daya merupakan 
salah satu unsur penting dalam menentukan keberhasilan penerapan absensi 
Jathilan. Apabila strategi penerapan sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya 
tetapi sumber daya yang terlibat masih belum mencukupi maka penerapan absensi 
Jathilan akan terhambat atau bahkan gagal. 
Terkait sumber daya yang terlibat, Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian Tutik Sudarwati, S.Sos. mengungkapkan bahwa: 
“Karena di sini tidak ada PPPK jadi hanya PNS saja. Jadi absensi Jathilan 
ini pada satu SKPD terdapat satu admin yang bertugas menjadi operator 
dari absensi Jathilan itu sendiri. Dan absensi Jathilan ini server nya 
terpusat menjadi satu yaitu di BKD.” (Wawancara tanggal 27 April 2021, 
09.00-10.00 WIB di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo). 
Lebih lanjut Pengelola Kepegawaian atau Operator Jathilan, Suko Widodo, 
S.T. menyatakan bahwa sumber daya yang terlibat di antaranya: 
“Sumber daya yang terlibat itu di antaranya SDM ya. Jadi kalau SDM nya 
di sini Insyaallah sudah siap semua, jadi semua pegawai itu tinggal 
melaksanakan aplikasi yang dari pusat. Pada dasarnya kita hanya 
menyiapkan tenaga IT, tapi Jathilan ini server nya semua bersumber 
langsung dari BKPSDM di lantai 5 menjadi satu dan dari sana dikelola 
oleh perhubungan. Jadi operator tinggal menjalankan saja. Jadi semua 
pegawai yang ada di Ponorogo terpusat dari satu server. (Wawancara 






Kesiapan dari sumber daya manusia dalam penggunaan aplikasi berbasis 
android ini juga menjadi salah satu kunci penting dalam kelancaran pelaksanaan 
absensi Jathilan.  Selain itu, perangkat IT juga merupakan salah satu bagian 
penting dalam penerapan absensi Jathilan. Perangkat IT yang digunakan dalam 
penerapan absensi Jathilan terpusat langsung menjadi satu pada BKPSDM 
Kabupaten Ponorogo. Perangkat IT termasuk di dalamnya server dan database 
berfungsi untuk mengendalikan atau mengatur data yang masuk. Selain itu, perlu 
juga adanya jaringan internet untuk menghubungkan smartphone android dengan 
server, jaringan ini di atur agar jangkauannya hanya 50 meter dari wilayah kantor, 
karena untuk menghindari kecurangan PNS yang melakukan absen dari luar 
kantor. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Tutik Sudarwati, S.Sos. mengungkapkan bahwa: 
“Tentunya aplikasi ini sangat berpengaruh ya, karenakan kalau memakai 
aplikasi ini terdapat ring sehingga mewajibkan semua pegawai datang 
langsung ke kantor dan ring itu terpusat di sini dengan jarak 50 meter di 
lokasi itu. Jadi jika melebihi itu sudah tidak bisa. Jadi untuk presensi harus 
tetap di lokasi kantor, sehingga pegawai juga sudah tidak bisa melakukan 
kegiatan curang yang menyangkut presensi karena mengingat hal itu juga 
berdampak pada tanggung jawab pekerjaan. Pegawai juga diwajibkan 
untuk datang tepat waktu, katakanlah jam 06.30-08.00 itu untuk absen 
yang aman atau dianggap masuk normal setelah itu absen itu ada potongan 
sekian persen itu sudah terhitung permenit dari aplikasinya jumlah 
nominalnya itu dari aplikasi yang menentukan. Jadi istilahnya ada datang 
terlambat atau pulang cepat itu semua tertera dalam aplikasi.” (Wawancara 
tanggal 27 April 2021, 09.00-10.00 WIB di Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Ponorogo). 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi saat ini Pemerintah Kabupaten 
Ponorogo terus berupaya untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur pemerintah 
terutama terkait kehadiran. Tujuan yang ingin di capai setelah Jathilan Absensi 





baik seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Tutik Sudarwati, S.Sos: 
“Yang jelas kalau yang menggunakan absensi ini kan kita lebih mudah 
untuk memantau jadi jauh lebih efektif untuk meningkatkan disiplin 
pegawai jadi kita bisa memanatau aktivitas PNS itu ke mana dan di mana 
jika ketika ada tugas ke luar atau bolos kerja semua bisa di pantau melalui 
aplikasi jathilan.” (Wawancara tanggal 27 April 2021, 09.00-10.00 WIB di 
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo). 
 
IV.2.1.2 Pengukuran Terhadap Kemampuan Organisasi  
Pengukuran terhadap kemampuan organisasi maupun individu pada 
penelitian ini meliputi, kemampuan BKPSDM Kabupaten Ponorogo untuk 
mengadakan sosialisasi terkait penerapan Jathilan Absensi Online, maupun 
komunikasi atau hubungan antara Dinas Tenaga Kerja dengan BKPSDM 
Kabupaten Ponorogo dalam pengimplementasian aplikasi Jathilan Absensi 
Online. Agar penerapan Jathilan Absensi Online dapat diterima dengan baik oleh 
para Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja maka pada awal penerapannya 
dilakukan kegiatan sosialisasi, tetapi karena jumlah Aparatur Sipil Negara di 
Kabupaten Ponorogo cukup banyak dan karena keterbatasan waktu dan tempat 
sehingga pihak BKPSDM melakukan sosialisasi secara bergiliran. Sejalan dengan 
hal tersebut, Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja ASN BKPSDM Kabupaten 
Ponorogo, Deddy Chandra W. S.E. menyatakan bahwa: 
“Diselenggarakan sosialisasi untuk Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian bersama dengan admin Jathilan. Jadi setiap kantor terdapat 
satu yang akan bertugas sebagai admin yang diutamakan itu terlebih 
dahulu untuk diberikan sosialisasi bersama dengan Kasubag. Setelah itu 
baru dari pihak BKD melakukan sosialisasi keliling ke masing-masing 
satuan kerja dinas Kabupaten Ponorogo, karena tidak memungkinkannya 
tempat dan waktu sosialisasi jika dilakukan bersamaan dengan semua ASN 





WIB di BKPSDM Kabupaten Ponorogo). 
Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa sosialisasi 
absensi berbasis teknologi “Jathilan” telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian 
Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Ponorogo di Gedung 
Pertemuan Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Pemerintah Kabupaten 
Ponorogo lantai II pada tanggal 13 November 2018 yang menghadirkan 
narasumber Darminto Acount Manager Telkom Madiun, dan dibuka secara 
resmi oleh Kepala BKPPD Ir. Winarko Arief Tjahjono, MM. Acara tersebut 
dihadiri oleh seluruh kepala dinas di SKPD kabupaten Ponorogo. Dalam 
sosialisasi tersebut disampaikan mengenai alasan diterapkannya sistem absensi 
ASN di Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan aplikasi e-absensi dengan 
sistem android.  
 
Gambar IV.5 Sosialisasi oleh BKKPD pada 13 November 2018 
Sumber: BKPSDM Kabupaten Ponorogo 2021 
 
Dari wawancara dan diperkuat dengan hasil observasi, peneliti melihat 
bahwa penyampaian informasi kepada Kepala Sub Bagian Umum dan 





penting dalam penerapan absensi berbasis teknologi “Jathilan” karena apabila 
tidak dilakukan maka pasti akan menimbulkan kesulitan dalam melakukan 
absensi. BKPSDM Kabupaten Ponorogo selain melakukan sosialisasi bersama 
dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Operator Jathilan 
juga telah melakukan sosialisasi bergiliran untuk datang secara langsung ke 
dinas-dinas. Sosialisasi perlu untuk dilakukan mengingat bahwa tidak semua 
ASN bisa langsung memahami cara penggunaan aplikasi di smartphone dengan 
baik.  
Untuk mewujudkan tujuan dari adanya Jathilan Absensi Online ini, 
yaitu meningkatkan disiplin kerja ASN di Kabupaten Ponorogo maka 
BKPSDM Kabupaten Ponorogo bersama dengan seluruh SKPD di Kabupaten 
Ponorogo salah satunya Dinas Tenaga Kerja saling berintegrasi untuk 
melakukan pemantauan terhadap kegiatan aktivitas maupun absensi yang 
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil setiap harinya pada setiap SKPD masing-
masing. Melalui absensi Jathilan pihak Dinas Tenaga Kerja maupun BKPSDM 
dapat melakukan pemantauan secara langsung baik itu terkait kegiatan absensi 
maupun aktivitas yang dilakukan oleh PNS. Bapak Edi Sucipto selaku PNS 
Dinas Tenaga Kerja menyatakan bahwa: 
“Absensikan juga merupakan penilaian pegawai ke BKD karena juga 
meliputi aktivitas. Justru nilai TPP itu lihatnya dari ketertiban dari absensi 
dan aktivitas kan server Jathilan di BKD, semua hasil dari Jathilan masuk 
ke BKD” (Wawancara tanggal 5 Juli 2021, 13.00-13.30 WIB di Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo). 
Penerapan absensi berbasis teknologi dengan menggunakan selfie wajah 
yang bisa di unduh di playstore dengan nama Jathilan Absensi Online ini pada 





awal tahun 2019 mulai diterapkan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) Kabupaten Ponorogo. Absensi Jathilan ini menggunakan aplikasi 
berbasis android. PNS cukup melakukan selfie di titik yang ditentukan sesuai 
instansi masing-masing pada jam-jam yang sudah diatur sesuai jadwal, catatan 
kehadiran dan data aktivitas yang nantinya akan langsung terintegrasi ke 
BKPSDM. Sehingga sekarang pimpinan dapat mengawasi langsung kehadiran 
dan aktivitas para pegawainya, karena aplikasi ini akan secara otomatis dapat 
menampilkan kehadiran dan aktivitas semua pegawai secara rinci setiap harinya.  
Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti menyatakan 
bahwa absensi Jathilan sejak diterapkan awal tahun 2019 sampai sekarang di 
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo memberikan manfaat dan dampak yang 
cukup efektif bagi Pegawai Negeri Sipil. Setiap PNS yang ingin melakukan 
pelanggaran kedisiplinan misalnya ketika PNS di Dinas Tenaga Kerja ingin 
melakukan titip absen atau bolos kerja karena absensi ini sulit direkayasa maka 
segala bentuk kecurangan akan mudah ketahuan oleh pihak pimpinan Dinas 
Tenaga Kerja atau pihak BKPSDM. 
Berikut merupakan rekapitulasi data kehadiran Pegawai Negeri Sipil Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo setelah diterapkannya absensi berbasis 









Tabel IV.5  Rekapitulasi  Kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas 
Tenaga Kerja Tahun 2020 
LAPORAN REKAPITULASI  KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 












I C TL 
1 HM. Bedianto, 
SH. MM 243 243 1 16 
  
  17 
2 Drs. Moh. 
Samsul Huda, 
MM 243 243 1 7   
  
3 
3 Moh. Khudori, 
SE, MM 243 243 4 7 
 
     15 
4 Lanjar Joko 
Kurniawan, 







S.Sos. MM 243 242 13 51   3  1  2 
6 Kamto, SH. MM 243 240 7   1  6 
7 Dra. Sri 
Tanjoeng 





SE. MM  243 240 2 12    1 1 3 
9 Gunanto, SH  243 238 17 17  1  10 12 2 
10 Tutik Sudarwati, 
S.Sos  243 243 3 13    1   
 11 Didit Santosa, 
S.Sos  243 243 6 6   2   7 
12 Budi 
Madyantoro, SH  243 242 46 9   1   4 
13 Riza Fitria 
Widyanarto, SH   243 243 3     3 
14 Bambang 
Wijayanto, 
S.Sos. MSi  243 243 13  2    
15 Priyo Suharto  243 243 3  1 1   
16 Nur Hermawan, 
ST 243 243 1     3 
17 Sujarno, ST 243 243 8      
18 Edy Sucipto  243 242 157  1    






20 Suko Widodo, 
ST  243 243      1 
21 Paroso, S.Ag. 243 243 2     5 
22 Hadi Suyanto, 
SIP 243 243 2     4           
23 Diaz Adhi 
Saputro   243 242 79  2 1  4           
24 Sugiarta, Amd 243 243 24     2           
25 Marsudi  243 243 9     1           
26 April Kusuma 
Dwi Riwayati 243 205 1    40            
Sumber: Olahan Peneliti dari Arsip Dokumentasi BKPSDM 2022 
Keterangan: 
T = Telat 
PC = Pulang Cepat 
TK = Tanpa Keterangan 
I = Izin 
C = Cuti 
TL = Tugas Luar 
 
Berdasarkan rekapitulasi data kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
Dinas Tenaga Kerja melalui absensi berbasis teknologi Jathilan, menunjukkan 
data bahwa selama tahun 2020 PNS yang melakukan tindakan mangkir dari 
pekerjaan atau tidak masuk kerja dengan TK (Tanpa Keterangan) terhitung dalam 
setahun hanya terdapat 6. Dan permasalahan dengan jumlah terbanyak ada pada T 
(Terlambat) datang ke kantor. Berdasarkan observasi dan wawancara yang 
dilakukan peniliti, menyatakan bahwa penyebab terlambatnya PNS di Dinas 
Tenaga Kerja biasanya disebabkan oleh faktor jarak rumah yang ditempuh 
menuju kantor setiap harinya cukup jauh. Hal tersebut sejalan dengan yang 
diungkapkan oleh Bapak Edi Sucipto selaku PNS di Dinas Tenaga Kerja: 
“...Paling jika terlambat terus-terusan BKD mengambil tindakan melalui 
teguran kepada kepala kepegawaiannya atau adminnya dihubungi melalui 





terlambat tetapi belum sampai pada dokumen tertulis atau surat 
peringatan. Dan biasanya yang didapati terlambat itu karena rumahnya 
ada di luar kota.” (Wawancara tanggal 6 Mei 2021, 09.00-10.30 WIB di 
BKPSDM Kabupaten Ponorogo). 
Melalui absensi Jathilan segala bentuk tindakan yang berhubungan dengan 
pekerjaan baik itu aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan tugas pekerjaan di 
Dinas Tenaga Kerja maupun segala kegiatan yang berkaitan dengan tidak masuk 
kerja dapat terekap secara langsung atau dalam sistem yang terhubung langsung 
dengan BKPSDM karena sifat absensi yang real time sehingga tidak dapat 
dimanipulasi oleh para pegawai.  
IV.2.1.3 Penyesuaian terhadap Penerapan Absensi Berbasis Teknologi 
Melalui inovasi Jathilan Absensi Online diharapkan dapat memberikan 
kemudahan dan keuntungan bagi seluruh ASN di Kabupaten Ponorogo.  Dengan 
pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang, aktivitas PNS di Dinas Tenaga 
Kerja semakin mudah dilaksanakan dan para PNS dapat dengan mudah pula 
dalam kegiatan pemantauannya. Maka latar belakang dari penerapan inovasi 
absensi berbasis teknologi Jathilan sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh 
Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja ASN BKPSDM Kabupaten Ponorogo, 
Deddy Chandra W. S.E. adalah bahwa: 
“Yang melatarbelakangi adalah dengan semakin berkembangnya teknologi 
yang ada, semakin banyaknya jumlah pegawai yang mulai menguasai 
teknologi jadi mulai digunakan absensi Jathilan ini. Jadi hampir semua 
pegawai di Ponorogo mulai dibiasakan untuk menggunakan teknologi.” 
(Wawancara tanggal 6 Mei 2021, 09.00-10.30 WIB di BKPSDM 
Kabupaten Ponorogo). 
Namun berdasarkan hasil wawancara, dengan adanya inovasi absensi 





adanya tindakan bolos kerja dengan alasan malas, tidak disiplin, ingin tetap 
mendapatkan TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilam), atau menutupi kesalahan 
absensi atau pelaporan aktivitas kepada atasan sehingga tidak menutup 
kemungkinan para PNS juga memiliki motivasi untuk tetap melakukan manipulasi 
absensi dengan berbagai cara mengingat perkembangan teknologi yang juga 
semakin pesat. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Sub Bidang Penilaian 
Kinerja ASN BKPSDM Kabupaten Ponorogo, Deddy Chandra W. S.E. bahwa: 
“Karena perkembangan teknologi tentunya terdapat beberapa oknum yang 
juga berusaha mengakali dengan menggunakan fake GPS pada awal-awal 
pemakaian aplikasi ketahuan lumayan banyak tetapi semakin ke sini mulai 
berkurang. Jadi mereka tidak absen pada lokasi kantor tapi sekarang bisa 
ketahuan dari sini. Satu lagi juga mengambil foto di  galeri untuk mengisi 
aktivitas.” (Wawancara tanggal 6 Mei 2021, 09.00-10.30 WIB di 
BKPSDM Kabupaten Ponorogo). 
 
. PNS di Dinas Tenaga Kerja dituntut untuk mampu menyesuaikan dengan 
perkembangan teknologi yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, 
pada penerapannya Jathilan Absensi Online ini berdampak positif pada 
kedisiplinan dalam hal kehadiran. Dengan adanya kedisiplinan dalam hal absensi, 
tentunya juga meningkatkan kinerja PNS di Dinas Tenaga Kerja. Hal itu sesuai 
dengan yang diungkapkan oleh Bapak Edi Sucipto selaku PNS di Dinas Tenaga 
Kerja: 
“Kalau secara ketertiban sangat bagus karena aplikasi ini menggunakan 
GPS dan hanya bisa absen di kantor tempat kerja, jadi tidak mungkin bisa 
absen nitip seperti kasus absen manual ttd. Selain itu, pegawai akan 
berusaha datang tepat waktu karena sistem langsung dapat merekam jam 
kedatangan dan kepulangan pegawai.” (Wawancara tanggal 26 April 2021, 
10.00-11.00 WIB di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo). 
 Lebih lanjut Bapak Edi Sucipto selaku PNS di Dinas Tenaga Kerja juga 





memberikan kemudahan dalam para PNS malaporkan kegiatan atau aktivitas 
harian:  
“Kalau kelebihannya di Jathilan ini lebih memudahkan aktivitas harian, 
yang dulu mungkin laporan aktivitas melalui berkas dan dilaporkan ke 
atasan, sekarang lebih mudah dengan hanya nulis aktivitasnya lalu 
disertakan foto kegiatan. Lebih efektif dari pada aplikasi manual dan lebih 
simpel. Kalau kekurangannya kadang aplikasi masih sering eror.” 
(Wawancara tanggal 26 April 2021, 10.00-11.00 WIB di Dinas Tenaga 
Kerja Kabupaten Ponorogo). 
Tentunya terdapat perubahan yang sangat signifikan antara absensi yang 
sebelumnya menggunakan absen fingerprint kemudian beralih menjadi online, 
sehingga PNS di Dinas Tenaga Kerja tidak hanya menyesuaikan tetapi juga harus 
memahami bagaimana prosedur dan mekanisme dari Jathilan Absensi Online. 
Dari hasil wawancara prosedur dan mekanisme dari aplikasi Jathilan Absensi 
Online sendiri menurut Operator Jathilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Ponorogo, Suko Widodo, S.T. adalah: 
“Mekanismenya pertama di Playstore cari aplikasi Jathilan terus di 
download setelah itu nanti di situ langsung terdapat urutan cara 
menjalankan dan langsung bisa log in pakai NIP dan password, untuk 
password semua sama yang membedakan hanya di NIP nya. Intinya kalau 
terkait dengan Jathilan Presensi itu hanya pagi dan siang, masuk saat check 
in jam 7 itu dengan saat pulang. Kalau untuk aktivitas lain seperti izin 
keluar saat jam kerja dan lain sebagainya itu yang penting ada izin dari 
atasan karena mengingat pekerjaan kita memberikan pelayanan jadi tidak 
selalu di tempat.” (Wawancara tanggal 26 April 2021, 10.00-11.00 WIB di 
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo). 
Adapun uraian prosedur atau mekanisme Absensi Jathilan di atas adalah 
sebagai berikut: 
1. Download Aplikasi Jathilan Absensi Online Versi 18 melalui Playstore 






Gambar IV.6 Menu Aplikasi Jathilan Absensi Online Versi 18 
Sumber: Aplikasi Jathilan Versi 18 
2. Klik Menu absensi Jathilan yang telah selesai di download selanjutnya 
akan muncul tampilan beranda depan aplikasi Absensi Jathilan seperti 
pada gambar IV.7 yang kemudian di klik next sampai pada gambar 
tampilan 3 kemudian klik finish 
 
Gambar IV.7 Beranda Aplikasi Jathilan Absensi Online 
Sumber: Aplikasi Jathilan Versi 18 
3. Setelah membuka menu aplikasi absensi Jathilan dan menekan tombol 
finish pada tampilan gambar beranda ke 3. Kemudian muncul gambar 
IV.8 maka PNS Dinas Tenaga kerja dapat segera melakukan log in 
dengan cara memasukan username dengan menggunakan Nomor Induk 





menekan tombol “Log in”  
 
Gambar IV.8 Login Aplikasi Jathilan Absensi Online 
Sumber: Aplikasi Jathilan Versi 18 
4. Setelah melakukan log in akan muncul 6 menu, yang di antaranya berisi 
presensi reguler, history presensi, aktivitas harian, history aktivitas, 
permohonan izin dan histori izin 
 
Gambar IV.9 Tampilan Fitur Menu Aplikasi Jathilan Absensi Online 
Sumber: Aplikasi Jathilan Versi 18 
5. Presensi regular untuk melakukan absen pegawai Dinas Tenaga Kerja 





alamat pegawai, kemudian melakukan foto selfie diri di titik koordinat 
(berjarak maksimal 50 meter dari Dinas Tenaga Kerja) 
 
Gambar IV.10 Presensi reguler 
Sumber: Aplikasi Jathilan Versi 18 
6. Pada menu aktivitas harian terdapat aktivitas harian yang berisi rekapan 
data aktivitas setiap pegawai Dinas Tenaga Kerja setiap harinya. Pada 
menu ini terdapat Tupoksi dan Jenis Tupoksi yang dapat dipilih sesuai 
dengan kebutuhan terhadap pekerjaan yang diberikan oleh atasan setiap 
hari. Setiap tupoksi dilaksanakan maksimal 2 jam. 
 
Gambar IV.11 Aktivitas harian 





7. Permohonan izin. Untuk mengajukan surat izin berupa dinas keluar/ sakit/ 
kepentingan lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: pilih menu 
permohonan izin, kemudian mengisi waktu izin, kemudian menginput 
jenis izin sesuai dengan yang terdapat menu jenis izin, mengupload 
lampiran surat keterangan cuti atau surat dokter, setelah terisi maka pilih 
“SIMPAN”. 
 
Gambar IV.12 Permohonan izin 
Sumber: Aplikasi Jathilan Versi 18 
IV.2.2 Faktor yang Berpengaruh pada Penerapan Inovasi Absensi Berbasis 
Teknologi dalam Menunjang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo 
IV.2.2.1 Faktor Pendorong 
1. Adanya kompensasi 
Pemberian kompensasi atau tambahan penghasilan sebagai salah satu 
bentuk rewards untuk mendorong performance Pegawai Negeri Sipil di Dinas 
Tenaga Kerja sesuai dengan yang tujuan yang telah ditetapkan bersama, salah 





tambahan penghasilan dengan disiplin kerja dapat dilihat dari salah satu tujuan 
pemberian kompensasi yaitu untuk membentuk semangat kerja Pegawai Negeri 
Sipil khususnya di Dinas Tenaga Kerja.  
Terdapat pengaruh yang sangat kuat antara semangat kerja yang tinggi 
dengan disiplin. Dengan kata lain, apabila PNS di Dinas Tenaga Kerja merasa 
bahagia dalam melakukan pekerjaannya, maka mereka pada umumnya akan 
disiplin. Pemberian kompensasi didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 123 
tahun 2019 mengenai Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, hal tersebut disampaikan oleh 
Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja ASN BKPSDM Kabupaten Ponorogo, 
Deddy Chandra W. S.E: 
“Iya, jadi terkait pemberian jumlah TPP baik itu terkait absensi atau 
penilaian aktivitas itu semua sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 
123 tahun 2019. Aktivitas itu kan merupakan turunan dari tupoksi, jadi 
juga bisa dilakukan penilaian secara langsung juga dari kinerja masing-
masing PNS di Dinas Tenaga Kerja oleh BKD.” (Wawancara tanggal 5 
Juli 2021, 13.00-13.30 WIB di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo). 
Berdasarkan hasil wawancara dan diperkuat hasil observasi, dapat 
diketahui bahwa pemberian kompensasi tidak hanya didasarkan pada 
keterlambatan masuk atau pulang kerja tetapi juga pada aktivitas harian yang 
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja. Berdasar pada 
PERBUP Nomor 123 Pasal 2 jenis TPP (Tambahan Penghasilan PNS) terdiri dari: 
a. Tambahan penghasilan berdasarkan perhitungan presensi kehadiran dan 
indikator lainnya dengan bobot sebesar 40%; b. Tambahan penghasilan 
berdasarkan aktivitas kerja sesuai bobot (poin /grade /kelas) jabatan dengan bobot 





setiap pegawai di Dinas Tenaga Kerja didasarkan pada presensi kehadiran dan 
keaktifan dalam melakukan dan melaporkan aktivitas pekerjaan yang dilakukan 
yang keduanya terekap pada data aplikasi Jathilan Absensi Online. Dengan 
demikian kedisiplinan menjadi penentu dalam pemberian TPP atau Tunjangan 
Perbaikan Penghasilan bagi para PNS Dinas Tenaga Kerja melalui absensi Online 
dengan aplikasi Jathilan. 
2. Adanya tindakan atau sanksi hukum terhadap pelanggar disiplin, sesuai 
dengan peraturan sanksi yang ada 
Penegakan disiplin melalui sanksi atau hukuman dapat meningkatkan 
disiplin kerja PNS Dinas Tenaga Kerja, karena dengan adanya sanksi atau 
hukuman bagi PNS yang melanggar aturan yang telah ditetapkan maka para 
pegawai akan takut untuk melanggar peraturan tersebut. Salah satu upaya yang 
dilakukan BKPSDM melalui aplikasi Jathilan Absensi Online dalam hal ini adalah 
dengan pemantauan secara langsung seluruh kegiatan PNS. Sehingga setiap PNS 
di Dinas Tenaga Kerja yang melanggar aturan terkait kehadiran ataupun 
kewajiban pekerjaan yang diberikan dapat diketahui pihak BKPSDM secara 
langsung. Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja ASN BKPSDM Kabupaten 
Ponorogo, Deddy Chandra W. S.E mengungkapkan bahwa: 
“Untuk hukuman atau punishment itu sudah terhitung dari potongan yang 
terdapat dalam aplikasi Jathilan. Tetapi sejauh ini sejak absensi ini berjalan 
mungkin kebanyakan hanya terlambat, pulang cepat itu pun juga tidak 
terus-menerus terjadi. Untuk tidak masuk atau mangkir tanpa alasan sangat 
jarang terjadi. Paling jika terlambat terus-terusan BKD mengambil 
tindakan melalui teguran kepada kepala kepegawaiannya atau adminnya 
dihubungi melalui whatsapp ditanyai alasannya kenapa pegawai di tempat 
tersebut sering terlambat tetapi belum sampai pada dokumen tertulis atau 





rumahnya ada di luar kota.” (Wawancara tanggal 6 Mei 2021, 09.00-10.30 
WIB di BKPSDM Kabupaten Ponorogo). 
Berdasarkan hasil wawancara di dapati bahwa, selain dengan pengurangan 
TPP yang secara langsung terekap melalui aplikasi Jathilan Absensi Online, 
pemberian sanksi hukuman di Dinas Tenaga Kerja juga akan dilakukan dengan 
teguran secara lisan. Hal itu diungkapkan oleh, Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian Tutik Sudarwati, S.Sos.: 
“Nanti ada teguran dari pihak BKPSDM nya. Dari sanakan terlihat juga 
yang terlambat siapa yang sering tidak masuk siapa dari pihak BKPSDM 
pasti mengetahui. Jadi kalau ada yang melanggar adminnya ditegur kenapa 
bisa terjadi hal-hal seperti itu jika tidak terdapat alasan yang jelas baru 
disampaikan ke pimpinan baru ditindak lanjuti oleh pimpinan tersebut, 
biasanya dipanggil dan mendapat teguran.” (Wawancara tanggal 27 April 
2021, 09.00-10.00 WIB di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo) 
 
3. Sistem Jathilan Absensi Online yang selalu dikembangkan 
Sistem Absensi Jathilan yang hadir secara online merupakan salah satu 
upaya dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai. Berdasarkan observasi peneliti, 
Dinas Tenaga Kerja telah menerapkan Jathilan Absensi Online dengan baik sesuai 
dengan tujuannya yang tidak lain untuk meningkatkan karakter kinerja seluruh 
ASN (kerja keras, tanggung jawab, disiplin, dan lain-lain) agar semakin baik 
dengan indikator tingkat kehadiran, dilihat dari jam masuk dan jam pulang kerja. 
Pengembangan Jathilan Absensi Online dilakukan secara berkelanjutan untuk 
memperbaiki segala sesuatu yang dirasa masih kurang sehingga para ASN yang 
menggunakan setiap harinya merasa termudahkan dengan adanya absensi tersebut. 
Pada saat ini, Jathilan Absensi Online dapat diakses oleh seluruh ASN di Ponorogo 





internet karena setiap ASN memiliki akun yang dapat log in pada aplikasi masing-
masing.  
Berdasarkan wawancara peneliti, kedepannya akan terus dilakukan 
pengembangan Sistem Absensi Jathilan Online yang lebih baik dan lebih 
mampu menampung lebih banyak ASN dalam satu sistem yang terintegrasi 
langsung menjadi satu dengan BKPSDM. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Sub 
Bidang Penilaian Kinerja ASN BKPSDM Kabupaten Ponorogo, Deddy 
Chandra W. S.E: 
“Untuk ke depannya akan dilakukan penambahan untuk alatnya sendiri 
yaitu penambahan server karena jika digunakan untuk seluruh ASN di 
Ponorogo dirasa belum mencukupi sampai saat ini.  Karena aplikasi ini 
kan satu pintu dan pada awal pengaplikasian itu belum dibagi-bagi. Untuk 
sekarang mulai dilakukan perbaikan dengan berbagai pintu. Selain itu ke 
depannya semua ASN di Ponorogo baik itu PNS, PPPK, maupun honorer 
akan menggunakan aplikasi ini.” (Wawancara tanggal 6 Mei 2021, 09.00-
10.30 WIB di BKPSDM Kabupaten Ponorogo) 
IV.2.2.2 Faktor Penghambat 
1. Kemampuan dalam Mengunakan Aplikasi  
Kemampuan PNS di Dinas Tenaga Kerja memiliki pengaruh pada hasil 
kinerja. Kemampuan inilah yang menentukan performansi kerja PNS di Dinas 
Tenaga Kerja dalam hal ini adalah disiplin kerja. Pada hasil wawancara dan 
observasi menyatakan bahwa faktor kemampuan dalam menggunakan teknologi 
dapat menghambat dan mempengaruhi frekuensi kehadiran pegawai dan juga 
laporan aktivitas, karena jika seorang PNS di Dinas Tenaga Kerja kesulitan dalam 
menggunakan teknologi maka ia akan kesulitan dalam melakukan absensi 





dengan itu, tentunya juga akan mempengaruhi disiplin kerja.  Hal itu diungkapkan 
oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tutik Sudarwati, S.Sos.: 
“Pada awal-awalnya permasalahan yang timbul dari pegawai sendiri 
kebanyakan muncul dari kemampuan pegawai yang hampir purna-purna, 
karena tidak terlalu menguasai teknologi.” (Wawancara tanggal 27 April 
2021, 09.00-10.00 WIB di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo). 
Tabel IV.6 Nama Pegawai, Pendidikan Terakhir dan Umur Dinas Tenaga 
Kerja Kabupaten Ponorogo 2020 
No. NAMA PENDIDIKAN TERAKHIR UMUR 
1. H.M. BEDIANTO, SH. MM S2 Magister Managemen 59 th 
2. Drs. Moh. Samsul Huda, MM S2 Magister Managemen 56 th 
3. Lanjar Joko Kurniawan, S. Sos. MM S2 Magister Managemen 51 th 
4. Moh.Khudori, SE. MM S2 Magister Managemen 55 th 
5. Kamto, SH. MM S2 Magister Managemen 55 th 
6. Ellik Kuswantoro, S. Sos. MM S2 Magister Managemen 56 th 
7. Yudhyawati Retnaningrum, SE. MM S2 Magister Managemen 47 th 
8. Gunanto, SH S1 Ilmu Hukum 58 th 
9. Didit Santosa, S. Sos. S1 Sarjana Fisipol 55 th 
10. Dra. Sri Tanjoeng H., MM S2 Magister Manajemen 53 th 
11. Tutik Sudarwati, S. Sos S1 Ilmu Administrasi Negra 57 th 
12. H. Budi Madyantoro, SH. S1 Hukum Perdata 54 th 
13. Riza Fitria Widyanarto, SH S1 Hukum Perdata 45 th 
14. Bambang Wijayanto, S. Sos. M.Si. S2 53 th 
15. Nur Hermawan, ST. S1 Teknik Mesin 44 th 





17. Edi Sucipto SLTA IPS 51 th 
18. Dwi Wahyu Andriani, SH S1 Sarjana Hukum 39 th 
19. Suko Widodo, ST Teknik Mesin 52 th 
20. Paroso, S. Ag S1 Sarjana Agama 51 th 
21. Hadi Suyanto, S. IP S1 Ilmu Pemerintahan  39 th 
22. Diaz Adhi Saputro, S. Sos S1 Sarjana Ilmu Sosial 38 th 




24. Marsudi SMP 44 th 
25. April Kusuma Dwi Riwayati SLTA 37 th 
26. Priyo Suharto SLTA IPA 57 th 
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo 
Dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan usia menuju purna 
atau di atas 50 tahun lebih dari 50% tentunya hal ini menjadi hambatan tersendiri 
bagi Dinas Tenaga Kerja dalam proses pengimplementasian Jathilan Absensi 
Online. Karena pada usia di atas 50 tahun atau menuju purna seseorang akan 
mengalami kesulitan untuk kembali mempelajari suatu hal yang tidak biasa 
mereka lakukan atau tidak biasa mereka gunakan. Penerapan absensi berbasis 
teknologi ini juga merupakan sebuah inovasi yang tergolong baru di kalangan 
pemerintah Kabupaten Ponorogo. Sehingga diperlukan penyesuaian yang lebih 
khusus yang harus di lakukan oleh Dinas Tenaga Kerja terhadap penerapan 







2. Server dan Jaringan 
Menurut hasil wawancara penghambat yang berasal dari luar individu 
adalah server dan jaringan yang terhubung dengan aplikasi. Sistem Jathilan 
absensi Online di seluruh SKPD Kabupaten Ponorogo terpusat menjadi satu pada 
BKPSDM Kabupaten Ponorogo, sehingga seluruh data baik kehadiran maupun 
aktivitas aparatur pemerintah tersimpan pada satu server dan database. Selain 
dengan mempersiapkan infrastruktur TIK yang kuat diperlukan pula sistem 
maupun jaringan internet yang stabil untuk bisa mengoperasikan aplikasi Jathilan 
Absensi Online dengan baik. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara didapati 
bahwa aplikasi Jathilan Absensi Online masih sering mengalami error seperti 
yang diungkapkan oleh Bapak Edi Sucipto, PNS Dinas Tenaga Kerja berikut: 
“Kalau dari saya pribadi sejauh ini tidak ada tapi kendalanya ya gitu dari 
aplikasinya beberapa waktu aplikasinya bisa eror.” (Wawancara tanggal 26 
April 2021, 09.00-10.00 WIB di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Ponorogo). 
Selain itu, juga terdapat kendala dari jaringan internet hal tersebut 
diungkapkan oleh Operator Jathilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, 
Suko Widodo, S.T. yang menyatakan bahwa: 
“Yang paling banyak mengeluh saat ini di sini terkait jaringan internet. 
Jadi setiap pagawai menggunakan paket data yang dimiliki sendiri-sendiri 
jadi kadang bisa lemot jika down hanya muter saja cukup lama saat akan 
log in pada aplikasi sehingga bisa menyebabkan terlambat.” (Wawancara 
tanggal 26 April 2021, 09.00-10.00 WIB di Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Ponorogo). 
3. Keterbatasan Sistem Aplikasi 
Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara, sistem dari aplikasi 





maksimal radius jarak 50 meter dari Dinas Tenaga Kerja.  Hal itu diungkapkan 
oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tutik Sudarwati, S.Sos.: 
“..karenakan kalau memakai aplikasi ini terdapat ring sehingga 
mewajibkan semua pegawai datang langsung ke kantor dan ring itu 
terpusat di sini dengan jarak 50 meter di lokasi itu. Jadi jika melebihi itu 
sudah tidak bisa. Jadi untuk presensi harus tetap di lokasi kantor, sehingga 
pegawai juga sudah tidak bisa melakukan kegiatan curang yang 
menyangkut presensi karena mengingat hal itu juga berdampak pada 
tanggung jawab pekerjaan. Pegawai juga diwajibkan untuk datang tepat 
waktu, katakanlah jam 06.30-08.00 itu untuk absen yang aman atau 
dianggap masuk normal setelah itu absen itu ada potongan sekian persen 
itu sudah terhitung permenit dari aplikasinya jumlah nominalnya itu dari 
aplikasi yang menentukan. Jadi istilahnya ada datang terlambat atau 
pulang cepat itu semua tertera dalam aplikasi.” (Wawancara tanggal 27 
April 2021, 09.00-10.00 WIB di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Ponorogo). 
Selain terkait ring yang terpusat pada setiap SKPD, aplikasi Jathilan 
Absensi Online ini juga memiliki fitur pantauan GPS yang digunakan untuk 
memantau keberadaan PNS. PNS yang sedang memiliki tugas atau kepentingan 
diluar kantor agar tidak perlu ke kantor untuk absen harus memiliki surat perintah 
tugas dari pimpinan dan diketahui oleh operator Jathilan Absensi Online, agar 
PNS tetap bias bisa melakukan absen, sebaliknya apabila PNS tidak memiliki 
surat tugas maka PNS tersebut diharuskan untuk kembali ke kantor Dinas Tenaga 
Kerja untuk melakukan absensi sesuai dengan radius yang telah ditentukan yaitu 
berjarak maksimal 50 meter dari kantor Dinas Tenaga Kerja.  Hal itu diungkapkan 
oleh  Bapak Edi Sucipto, PNS Dinas Tenaga Kerja berikut: 
“Kalau keluar ada acara dinas itu nanti aka nada seperti surat perintah 
tugas. Nah itu tinggal dikasih taukan ke operator dan nanti di absenkan 






IV.3 Analisis dan Interpretasi 
IV.3.1 Efektivitas Penerapan Inovasi Absensi Berbasis Teknologi dalam 
Menunjang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja 
IV.3.1.1 Pencapaian Tujuan 
Peran pemerintah dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, 
yang penting atau baik untuk masyarakat dalam proses pencapaian tujuan dapat 
didukung berdasarkan teori pendekatan instrumental dalam administrasi publik 
dimana yaitu berkaitan dengan, metode, alat, dan strategi yang diperlukan untuk 
mewujudkan tujuan publik Bailey dalam Islamy (2018:10). Untuk mewujudkan 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Tenaga Kerja Kebupaten Ponorogo yang 
professional dan berdisiplin kerja maka segala bentuk penyelengaraan pemerintah 
berdasarkan pada prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance). 
Salah satu wujud pelaksanaan good governance adalah melalui e-
government. Adanya e-government, membuat kemampuan pemerintah meningkat 
menjadi lebih efektif dan efisien. E-Government menurut Sulistiyani (2019:1) 
merupakan sebuah inovasi berbasis pengembangan dalam penyelenggaraan sarana 
dan prasarana pemerintahan dengan memanfaatkan atau menggunakan sistem 
elektronik untuk peningkatan sebuah penyelenggaraan pelayanan publik dengan 
tujuan agar mendapat kualitas yang lebih optimal, sehingga sanggup memberikan 
pelayanan kepada pemakai jasa layanan secara efisien, efektif dan memuaskan.  
Salah satu bentuk e-government di Ponorogo diterapkan melalui absensi 





sistem pendataan kehadiran, absensi Jathilan berguna untuk mempermudah 
pencatatan serta rekapitulasi data kehadiran dan aktivitas aparatur pemerintah di 
Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, Absensi Jathilan harus bisa memudahkan 
aparatur pemerintah dalam mengimplementasikan absensi online Jathilan tersebut.  
Jathilan Absensi Online dalam penerapannya memerlukan upaya dan 
strategi dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo agar dapat diterima oleh seluruh 
aparatur pemerintah sehingga segala bentuk kegiatannya dapat berjalan sesuai 
dengan tujuannya. Menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam 
Kharisma (2017) salah satu ukuran efektivitas adalah dinilai dari pencapaian 
tujuan yang dipandang sebagai suatu proses keseluruhan dalam upaya pencapaian 
tujuan. Maka dari itu, agar dapat menjamin pencapaian tujuan akhir, diperlukan 
adanya pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya 
maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.  
Tahapan pertama upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Ponorogo dalam 
menerapkan absensi online Jathilan adalah melakukan sosialisasi yang dilakukan 
baik kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Operator dari 
aplikasi Jathilan Absensi Online maupun kepada seluruh aparatur pemerintah 
sebagai pengguna aplikasi. Dengan dilakukannya sosialisasi, Jathilan Absensi 
Online dapat diterima dengan mudah oleh aparatur pemerintah sehingga aparatur 
pemerintah dapat dengan mudah mengimplementasikan Jathilan Absensi Online.  
Selain itu, dalam penerapannya Jathilan Absensi Online mengalami 
perubahan peraturan. Yang pertama, sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 101 





Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, pada peraturan ini sepenuhnya 
mengatur menyangkut hal-hal terkait absensi, sehingga menu yang terdapat pada 
aplikasi Jathilan berdasarkan peraturan tersebut diantaranya absensi regular, 
history absensi, dan history izin. Yang kedua, setelah terjadi perubahan menjadi 
Peraturan Bupati nomor 123 tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Kepada 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, pada 
peraturan ini absensi Jathilan tidak hanya menyangkut penilaian terkaiit kehadiran 
tetapi terdapat pembaharuan dengan tambahan penilaian aktivitas harian sehingga 
perhitungannya menjadi 60% aktivitas dan 40% absensi dan menu pada aplikasi 
Jathilan bertambah yang diantaranya menjadi presensi regular, history absensi, 
aktivitas harian, history aktivitas, permohonan izin, dan histori izin.  
Kedepannya pihak BKPSDM Kabupaten Ponorogo akan terus 
melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap penerapan 
Absensi Online Jathilan. Pelaksanaan kegiatan Monev tersebut digunakan sebagai 
kegiatan penilaian dan dievaluasi pada kurun waktu tertentu. Pemerintah 
Kabupaten Ponorogo melalui BKPSDM melihat respons dan mungkin keluhan 
yang muncul dari para aparatur pemerintah. Sehingga, kedepannya dapat 
membantu memperbaiki atau meningkatkan hambatan-hambatan yang masih 
terjadi saat implementasi Jathilan Absensi Online sehingga menjamin pencapaian 
tujuan akhir dari implementasi Jathilan agar para aparatur pemerintah memiliki 
kinerja yang semakin baik dan disiplin. 
Dalam proses pencapaian tujuan menurut Duncan yang dikutip Richard M. 





sasaran yang merupakan target penting. Target penting dalam penelitian ini adalah 
SDM (Sumber Daya Manusia) dan perangkat IT. Berdasarkan hasil observasi 
kesiapan sumber daya manusia maupun perangkat IT di Dinas Tenaga Kerja 
merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan keberhasilan dan 
kesuksesan pada penerapan Absensi Jathilan di Dinas Tenaga Kerja. 
SDM dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Tenaga 
Kerja sebagai pelaksana dari implementasi Absensi Jathilan dalam proses 
kegiatan absensi. Salah satu SDM yang juga memiliki peranan penting adalah 
Operator Jathilan. Operator Jathilan di Dinas Tenaga Kerja memiliki tugas 
untuk mengelola dan memantau sistem Absensi Jathilan pada Dinas Tenaga 
Kerja, pada setiap perangkat daerah terdapat satu staff pegawai yang bertugas 
untuk memastikan dan memantau aplikasi agar dapat berjalan dengan baik. 
Kemudian terdapat pula perangkat IT yakni berupa server, database maupun 
jaringan yang berguna untuk menyimpan data terkait kehadiran dan aktivitas 
yang terpusat langsung pada BKPSDM Kabupaten Ponorogo. 
IV.3.1.2 Pengukuran Terhadap Kemampuan Organisasi 
Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam Kharisma (2017) 
berpendapat bahwa salah ukuran efektivitas, dapat dinilai dari pengukuran 
terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan kegiatan 
sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam 
organisasi lainnya. Pengukuran terhadap kemampuan organisasi maupun individu 
pada penelitian ini meliputi, kemampuan untuk mengadakan sosialisasi terkait 





Dinas Tenaga Kerja dengan BKPSDM Kabupaten Ponorogo dalam 
pengimplementasian aplikasi Jathilan Absensi Online. Penyampaian informasi 
melalui sosialisasi merupakan bagian penting dalam penerapan absensi Jathilan 
karena apabila tidak dilakukan maka pada penerapannya aparatur pemerintah akan 
kesulitan dalam melakukan absensi. 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kegiatan sosialisasi absensi 
berbasis teknologi “Jathilan” telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian 
Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Ponorogo di Gedung 
Pertemuan Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Pemerintah Kabupaten 
Ponorogo lantai II pada tanggal 13 November 2018 yang menghadirkan 
narasumber Darminto Acount Manager Telkom Madiun. Pada acara tersebut 
dihadiri oleh seluruh kepala dinas di SKPD kabupaten Ponorogo. Selain 
melakukan sosialisasi bersama dengan Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian dan Operator Jathilan BKPSDM juga telah melakukan kegiatan 
sosialisasi bergiliran untuk datang secara langsung ke dinas-dinas. Sosialisasi 
perlu dilakukan mengingat bahwa tidak semua ASN bisa langsung memahami 
cara penggunaan aplikasi pada smartphone dengan baik.  
Selain itu, agar implementasi Jathilan Absensi Online dapat berjalan 
optimal maka BKPSDM Kabupaten Ponorogo bersama Dinas Tenaga Kerja saling 
berintegrasi untuk melakukan pemantauan terhadap implementasi Jathilan 
Absensi Online. Melalui sistem absensi Online “Jathilan” sangat memudahkan 
bagi pimpinan Dinas Tenaga Kerja maupun BKPSDM Kabupaten Ponorogo 





Kerja Kabupaten Ponorogo, karena dengan menggunakan sistem ini data 
kehadiran yang dihasilkan sangat akurat dan dapat diperoleh pada saat itu juga 
(realtime) kapanpun dan dimanapun selama wilayah tersebut memiliki koneksi 
internet dan para PNS berada pada titik koordinat. Sehingga, absensi Jathilan yang 
diterapkan sejak awal tahun 2019 hingga sekarang di Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Ponorogo memberikan dampak yang cukup efektif bagi Pegawai 
Negeri Sipil. Setiap PNS yang ingin melakukan pelanggaran kedisiplinan dengan 
segala bentuk kecurangan akan mudah diketahui oleh pihak pimpinan Dinas 
Tenaga Kerja maupun secara langsung oleh pihak BKPSDM karena sifat dari 
absensi Jathilan yang real time atau secara langsung. Hal itu tentunya sangat 
berbeda dengan saat menggunakan sistem absensi manual diatas buku dengan 
membubuhkan tanda tangan atau dengan menggunakan fingerprint yang masih 
memungkinkannya tindak manipulasi. 
Sehingga, pada penerapannya Jathilan Absensi Online ini memberikan 
manfaat dan dampak yang cukup baik pada kedisplinan yang dimiliki PNS di 
Dinas Tenaga Kerja. Dengan adanya kedisplinan dalam hal absensi, tentunya juga 
meningkatkan kinerja PNS di Dinas Tenaga Kerja. Menurut Robinns (2005) yang 
dikutip dalam Kristatnti (2019:7), terdapat tiga indikator dalam disiplin kerja, 
yaitu:  
a. Disiplin waktu 
b. Disiplin peraturan 





Berdasarkan indikator disiplin kerja di atas dapat dipahami bahwa 
penerapan Jathilan Absensi Online haruslah sesuai dengan indikator disiplin kerja. 
Dengan diterapkannya Jathilan Absensi Online PNS di Dinas Tenaga Kerja dinilai 
memiliki tingkat kedisiplinan kerja yang lebih tinggi. Jathilan Absensi Online 
memberikan manfaat dan dampak kepada PNS di Dinas Tenaga Kerja untuk 
disiplin waktu di mana di tunjukan dengan ketaatan terhadap jam kerja baik dari 
segi kehadiran maupun pelaksanaan aktivitas PNS dalam melaksanakan tugas 
dengan tepat waktu dan benar yang secara langsung terekam dalam aplikasi. 
Disiplin peraturan di mana agar mencapai tujuan yang telah disepakati bersama 
PNS Dinas Tenaga Kerja berkomitmen untuk taat dan patuh dalam melaksanakan 
perintah dari atasan dan peraturan, tata tertib yang telah ditetapkan hal ini 
dibuktikan berdasarkan hasil wawancara belum didapati adanya teguran yang 
dilakukan oleh pimpinan kepada bawahan di Dinas Tenaga Kerja atas pelanggaran 
terkait disiplin kerja. Disiplin tanggung jawab merupakan salah satu wujud 
kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya 
karena melalui absensi tersebut kinerja pegawai akan dapat terlihat dan hal 
tersebut juga akan terkait dengan pemberian tunjangan tambahan penghasilan 
pegawai berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 Tentang 
“Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Ponorogo”. 
IV.3.1.3 Penyesuaian Terhadap Penerapan Absensi Berbasis Teknologi 
Jathilan Absensi Online merupakan sesuatu sistem yang baru untuk 





Kabupaten Ponorogo yang di dasarkan pada perkembangan teknologi yang 
semakin pesat. Makna penting inovasi menurut Caiden dalam Noor (2013:102) 
adalah bahwa organisasi pemerintah harus membuat alternatif untuk organisasinya 
sebagai bentuk antipasif kemungkinan kegagalan melalui kurangnya inovasi. 
Sedangkan  Danur C (2016 : 72) mengungkapkan bahwa Absensi merupakan suatu 
proses pencatatan waktu hadir seorang pegawai yang disimpan dalam sebuah 
dokumen yang dibuat sebagaimana mestinya dengan tujuan digunakan sebagai 
acuan dalam menentukan sebuah keputusan terkait penilaian. 
Dengan dilakukannya pembaharuan pada sistem pencatatan kehadiran 
melalui Jathilan Absensi Online dapat memberikan perubahan bagi PNS di Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil wawancara, dalam 
melakukan pencatatan kehadiran maupun melaporkan aktivitas PNS di Dinas 
Tenaga Kerja semakin mudah dilaksanakan dan para PNS di Dinas Tenaga Kerja 
dapat dengan mudah pula dalam kegiatan pemantauannya. Namun pada dasarnya 
perkembangan teknologi itu pula, juga tidak menutup kemungkinan adanya 
tindakan kecurangan untuk tetap melakukan manipulasi absensi dengan berbagai 
cara mengingat perkembangan teknologi yang juga semakin pesat.   
Tentunya pada prakteknya terdapat perubahan yang sangat signifikan pada 
penggunaan antara absensi yang sebelumnya menggunakan absensi fingerprint 
kemudian beralih menjadi absensi online, sehingga PNS di Dinas Tenaga Kerja 
tidak hanya menyesuaikan tetapi harus memahami bagaimana prosedur dan 
mekanisme dari Jathilan Absensi Online. Prosedur atau mekanisme dari Jathilan 





aplikasi yang telah download melalui playstore kemudian log in menggunakan 
username dan password yang telah ditentukan. Selanjutnya PNS memilih menu 
presensi regular, kemudian masukkan lokasi dan alamat pegawai, kemudian 
melakukan foto selfie diri di titik koordinat. Selanjutnya, tugas PNS Dinas Tenaga 
Kerja adalah mengisi aktivitas harian dengan cara memilih jenis tupoksi sesuai 
dengan kebutuhan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan yang harus diselesaikan 
setiap 2 jam penuh. Dan jika ingin mengajukan surat izin berupa dinas keluar, 
sakit atau kepentingan lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: pilih 
menu permohonan izin, kemudian mengisi waktu izin, kemudian menginput jenis 
izin sesuai dengan yang terdapat menu jenis izin, mengupload lampiran surat 
keterangan cuti atau surat dokter, setelah terisi maka pilih “SIMPAN”. 
IV.3.2 Faktor yang berpengaruh pada penerapan inovasi absensi berbasis 
teknologi dalam menunjang disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di 
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo 
IV.3.2.1 Faktor Pendorong 
1. Adanya kompensasi  
Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi disiplin kerja pegawai 
menurut pendapat dari Singodimedjo yang dikutip oleh Strisno dalam Sampeliling 
(2015:7) adalah besar kecilnya pemberian kompensasi. Kompensasi merupakan 
salah satu faktor pendorong dan motivasi kerja bagi seorang pegawai. Dengan 
begitu, apabila pemberian kompensasi PNS tinggi maka kinerja dan disiplin kerja 
PNS juga akan tinggi. Dan sebaliknya jika pemberian kompensasi rendah maka 





kompensasi memberikan pengaruh terhadap kedisiplinan kerja PNS di Dinas 
Tenaga Kerja. Kompensasi yang di berikan pada PNS Dinas Tenaga Kerja 
berkaitan dengan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di luar penghasilan 
pokok pegawai yang ditinjau melalui disiplin kerja dan dianggarkan melalui 
APBD Kabupaten Ponorogo.  
Kriteria besaran jumlah pemberian TPP diberikan berdasarkan Peraturan 
Bupati Ponorogo Nomor 123 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Jenis TPP 
terdiri dari tambahan penghasilan berdasarkan perhitungan presensi kehadiran dan 
indikator lainnya dan tambahan penghasilan berdasarkan aktivitas kerja sesuai 
bobot (poin/grade/kelas) jabatan. Segala bentuk perhitungan dari TPP setiap bulan 
dicetak melalui aplikasi absensi online Jathilan. Dan TPP dibayarkan setiap bulan 
setelah dilakukan penilaian atas prestasi kehadiran dan capaian aktivitas kerja 
PNS sesuai dengan hasil rekapitulasi pada aplikasi absensi online Jathilan. Setiap 
PNS di Dinas Tenaga Kerja akan mendapatkan jumlah TPP yang berbeda. 
Sehingga, pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pada setiap 
bulannya disesuaikan dengan tingkat kedisiplinan PNS di Dinas Tenaga Kerja. 
Jika para PNS di Dinas Tenaga Kerja sering terlambat datang ke kantor atau 
mangkir terhadap pekerjaannya dengan tanpa keterangan maka otomatis 
pemberian TPP akan dipotong sesuai dengan data yang sudah terekam dalam 
sistem.  
2. Adanya tindakan atau sanksi hukum terhadap pelanggar disiplin, sesuai 





Selain terkait kompensasi terdapat faktor yang mempengaruhi kedisiplinan 
yang ditemukan pada penelitian yang sesuai dengan teori dari Singodimedjo yang 
dikutip oleh Strisno dalam Sampeliling (2015:7) yaitu adanya aturan pasti yang 
dapat dijadikan pegangan. Pada penerapan Jathilan Absensi Online diciptakan 
kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Penegakan disiplin 
melalui tindakan atau sanksi hukuman, dapat meningkatkan kedisiplinan kerja 
pegawai, karena dengan adanya sanksi hukuman bagi pegawai yang melanggar 
aturan yang ditetapkan maka pegawai akan merasa takut untuk melanggar aturan. 
Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja maupun pihak BKPSDM 
Kabupaten Ponorogo adalah memberikan sanksi hukuman kepada PNS yang 
melanggar peraturan disiplin kerja yang dilakukan dengan bentuk teguran secara 
lisan, dan pengurangan TPP yang diatur dalam Peraturan Bupati nomor 123 
Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin (indisipliner) 
akan diberikan sanksi. Pada hasil wawancara di dapati bahwa pemberian sanksi 
didasarkan pada hasil rekapitulasi data yang terdapat pada sistem Jathilan Absensi 
Online. Selain itu, PNS Dinas Tenaga Kerja yang ketahuan melakukan 
pelanggaran maka pimpinan atau Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
akan di hubungi oleh pihak BKPSDM untuk ditanyai alasan mengapa PNS 
tersebut melakukan pelanggaran, yang kemudian akan ditindak lanjuti oleh 
pimpinan tersebut melalui teguran secara lisan. Tapi sejauh ini berdasarkan hasil 





yang melakukan tindak pelanggaran hukuman hingga mendapat teguran secara 
lisan oleh Kepala Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Berkaitan dengan 
hasil penelitian terdahulu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Artadi 
(2016:278) bahwa sanksi yang diterpakan pada penelitian Artadi berupa teguran 
lisan oleh atasan dan diumumkan saat apel pagi yang tujuannya membuat malu 
sehingga tidak diulangi lagi perbuatannya dan bisa meningkatkan disiplin.  
3. Sistem Jathilan Absensi Online yang selalu dikembangkan 
Jathilan Absensi Online sebagai sebuah sistem pendataan kehadiran secara 
online perlu dikelola dengan baik dan benar serta dikembangkan. Dalam 
mengelola Jathilan Absensi Online, pada setiap SKPD khususnya di Dinas 
Tenaga Kerja memiliki seorang operator yang bertugas untuk memantau dan 
mengelola Jathilan Absensi Online yang terintegrasi langsung dengan BKPSDM 
Kabupaten Ponorogo agar selalu dalam kondisi yang optimal. BKPSDM akan 
memperbaiki dan mengembangkan Jathilan Absensi Online melalui keluhan 
maupun masukan dari para pengguna aplikasi. Meskipun terkadang masih 
terdapat kesalahan server maupun error dalam mengakses sistem, namun 
BKPSDM selalu berusaha meningkatkan performa Jathilan Absensi Online 
dengan pembaharuan dan pengembangan sistem aplikasi.  Jathilan Absensi Online 
yang ada saat ini sudah terdapat tambahan beberapa menu aktivitas, history 
aktivitas, dan izin. Kedepannya, Jathilan Absensi Online akan dikembangkan 





IV.3.2.2 Faktor Penghambat 
1. Kemampuan dalam Menggunakan Aplikasi 
Hasil penelitian Hornby and Thomas (1989: 53) dan Becher el al. (2001 : 
156) dalam Rapika (2017:65) menyatakan bahwa kompetensi meliputi 
didalamnya pengetahuan, keahlian, kemampuan, atau karakteristik pribadi 
individu yang mempengaruhi secara langsung kinerja pegawai. Kepribadian dan 
kemampuan akan berpengaruh pada cara pandang seseorang. Aspek kepribadian 
dapat mempengaruhi frekuensi kehadiran seorang pegawai dan juga standar jam 
kerja, karena apabila cara pandang pegawai terhadap pekerjaannya baik maka ia 
akan rajin datang ke kantor dan tentunya frekuensi kehadirannya pun baik, begitu 
pula dengan standar jam kerjanya pun akan terpenuhi, maka dengan terpenuhinya 
standar jam kerja dan frekuensi kehadiran yang baik dapat dikatakan disiplin 
dalam bekerja Steers dalam Harnia (2018:338).  
Kemampuan adalah kesanggupan seseorang dalam menjalankan dan 
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, semakin baik 
kemampuan yang dimiliki pegawai, semakin baik pula disiplin kerja yang 
dihasilkan. Tanpa kemampuan yang baik, sulit bagi suatu organisasi mencapai 
hasil yang optimal. Kesiapan sumber daya manusia berpengaruh dalam 
meningkatkan kedisiplinan yang baik dan berkualitas. Disiplin yang baik juga 
mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap pekerjaan-
pekerjaan yang diberikan. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang 
telah dilakukan Artadi (2016:279) bahwa kemampuan dalam diri juga 





sudah memiliki kemampuan dalam melakukan bidangnya maka akan lebih mudah 
dalam bekerja.  
 Kemampuan yang di maksudkan dalam penelitian ini adalah kemampuan 
dalam menggunakan teknologi yaitu mengoprasikan aplikasi Jathilan Absensi 
Online. Dari hasil wawancara faktor penghambat yang berasal dari individu 
(internal) adalah kemampuan PNS dengan usia menuju purna dalam 
menggunakan teknologi absensi berbasis selifie. Teknologi ini bertujuan sebagai 
komponen pendukung utama dalam kinerja pemerintahan melalui program e-
Government. Kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh beberapa PNS di Dinas 
Tenaga Kerja dengan usia menuju purna dapat menghambat kinerja karena segala 
bentuk aktivitas yang dilakukan dilaporkan melalui aplikasi, selain itu juga dapat 
mempengaruhi frekuensi kehadiran karena absensi yang dilakukan setiap masuk 
dan pulang kerja maupun saat ingin melakukan izin atau cuti kerja dilakukan 
melalui aplikasi.  
2. Server dan Jaringan 
Aplikasi Jathilan Absensi Online merupakan sistem yang berguna untuk 
mencatat jam kehadiran atau kepulangan maupun aktivitas PNS Dinas Tenaga 
Kerja menggunakan aplikasi pada smartphone yang terkoneksi dengan internet. 
PNS hanya perlu memasukkan username dan password pada aplikasi yang ada 
di smartphone untuk melakukan absensi maupun mencatat aktivitas harian 
mereka. Seluruh data kehadiran maupun aktivitas aparatur pemerintah di 





dalam satu server di BKPSDM Kabupaten Ponorogo. Sehingga dengan hal 
tersebut memerlukan server dan jaringan yang cukup baik dan stabil.  
Berdasarkan hasil wawancara didapati bahwa server dan jaringan yang 
terhubung pada aplikasi Jathilan Absensi Online di Dinas Tenaga Kerja sering 
mengalami gangguan baik itu error maupun down sehingga hal tersebut dapat 
menghambat kegiatan absensi maupun pencatatan aktivitas yang dilakukan PNS 
di Dinas Tenaga Kerja. Untuk menciptakan disiplin kerja yang baik diperlukannya 
perhatian pada faktor-faktor lain yang juga sangat mempengaruhi berjalannya 
Jathilan Absensi Online. Perlunya lebih memperhatikan faktor-faktor lain agar 
tercapai disiplin kerja pegawai juga terjadi pada penelitian Syahputri (2017:5669) 
agar pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat 
mencapai disiplin kerja pegawai yang maksimal, maka harus memahami faktor-
faktor lainnya yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai tersebut. Disiplin kerja 
pegawai akan semakin meningkat ketika faktor-faktor yang mempengaruhi 
berpengaruh secara selaras dan positif. 
4. Keterbatasan Sistem Aplikasi 
Kelebihan dari Jathilan Absensi Online ini dapat meminimalisir tingkat 
tindak kecurangan. Pihak penilaian ASN di BKPSDM maupun pihak pimpinan di 
Dinas Tenaga Kerja dapat dengan mudah dalam mendeteksi pegawai yang masuk 
atau tidak masuk. Sehingga dengan adanya Jathilan Absensi Online kecurangan 
dapat dihindari. PNS hanya perlu ada di kantor untuk absen. Dalam radius yang 
sudah ditentukan yaitu maksimal 50 meter dari Dinas Tenaga Kerja. Dan hanya 





deteksi wajah untuk memverifikasi keaslian identitas PNS dan menghindari 
kecurangan. 
Namun hal ini tentunya menjadi keterbatasan dari penerapan aplikasi ini. 
Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi, setiap PNS yang sedang 
melakukan kegiatan atau memiliki kepentingan lain diluar kantor saat jam kerja 
hingga jam pulang kerja dan jika tidak memiliki surat perintah tugas harus tetap 
kembali ke kantor untuk melakukan absensi. Karena absensi hanya bisa dilakukan 
di lingkungan Dinas Tenaga Kerja maksimal 50 meter. Sehingga hal ini tidak 









Berdasarkan hasil penelitian serta melalui analisis dan interpretasi yang 
dilakukan dalam penelitian mengenai Efektivitas Inovasi Absensi Berbasis 
Teknologi dalam Menunjang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi pada 
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo), peneliti dapat menyimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Efektivitas inovasi absensi berbasis teknologi dalam menunjang disiplin 
Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja 
Dalam implementasi Jathilan Absensi Online agar dapat berjalan efektif, 
terdapat tahapan dalam upaya pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pihak 
BKPSDM Kabupaten Ponorogo maupun Dinas Tenaga Kerja yaitu diantaranya 
melalui sosialisasi pemberian pemahaman terkait penerapan aplikasi Jathilan, 
perubahan Peraturan Bupati yang menimbulkan adanya revisi pembaharuan 
terhadap menu pada aplikasi Jathilan, dilakukannya kegiatan monitoring dan 
evaluasi kedepannya terkait implementasi yang bertujuan untuk pengembangan 
Jathilan Absensi Online. Selain itu, terdapat sasaran penting dalam proses 
penerapan Jathilan Absensi Online yaitu PNS Dinas Tenaga Kerja, operator 






Efektivitas Jathilan Absensi Online juga dinilai atas dasar kemampuan BKPSDM 
dalam melakukan sosialisasi maupun hubungan atau komunikasi antara pihak 
BKPSDM dengan Dinas Tenaga Kerja. Dalam penerapannya terdapat 
penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan PNS Dinas Tenaga Kerja terhadap 
Jathilan Absensi Online. Prosedur atau mekanisme dari absensi Jathilan sendiri 
adalah semua kegiatan pencatatatan kehadarian termasuk izin dan cuti maupun 
aktivitas dilaporkan langsung melalui aplikasi. 
2. Faktor yang berpengaruh pada penerapan absensi berbasis teknologi 
dalam menunjang disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga 
Kerja Kabupaten Ponorogo 
Terdapat tiga faktor pendorong pada penerapan absensi berbasis teknologi 
dalam menunjang disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Ponorogo. Yang pertama, faktor pemberian kompensasi yang 
diberikan pada PNS di Dinas Tenaga Kerja berdasarkan pada Peraturan Bupati 
Nomor 123 Tahun 2019 Tentang “Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai 
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo”. Adanya tindakan 
atau sanksi hukum terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan dengan bentuk 
teguran secara langsung oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan 
potongan TPP dari perhitungan melalui Jathilan Absensi Online. Dan yang 
terakhir sistem Jathilan Absensi Online yang selalu dikembangkan melalui 
penambahan server Jathilan Absensi Online. 
Selanjutnya faktor penghambat dari diri individu (internal) yang berupa 





usianya di atas 50 tahun atau yang menuju purna dalam mengoprasikan aplikasi 
Jathilan. Yang kedua berasal dari luar individu (eksternal) yaitu terkait server dan 
jaringan yang terhubung pada aplikasi di Dinas Tenaga Kerja yang sering 
mengalami gangguan baik itu error maupun down.  
Pada dasarnya, dari penerapan Jathilan Absensi Online terlihat sudah 
berjalan cukup efektif dalam menunjang disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil Dinas 
Tenaga Kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa Jathilan Absensi 
Online juga dapat mencerminkan disiplin kerja PNS Dinas Tenaga Kerja. Tetapi, 
masih terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan yang harus terus diperbaiki 
dan dikembangkan agar Jathilan Absensi Online dapat berjalan lebih optimal. 
Namun, dari segi kinerja organisasi Dinas Tenaga Kerja masih dalam kategori 
belum optimal berjalan baik, dikarenakan struktur organisasi yang terlalu banyak 
dan besar tetapi jumlah pegawai yang sangat sedikit. Hal itu dapat menyebabkan 
kinerja organisasi menjadi tumpang tindih karena dasar ketidakteraturan perintah 
dan kebijakan dan pembagian tugas menjadi lebih sulit karena sistem pembagian 
tugas dapat jatuh pada orang atau jabatan yang tidak tepat. 
V.2 Saran 
Saran ditujukan untuk mengatasi faktor penghambat serta dapat digunakan 
sebagai referensi untuk meningkatkan performa dari aplikasi Jathilan Absensi 
Online agar disiplin kerja PNS di Dinas Tenaga Kerja dapat berjalan dengan baik. 
Berikut ini adalah saran dari peneliti: 





menggunakan absensi berbasis teknologi menjadi pekerjaan rumah bagi 
pihak BKPSDM Kabupaten Ponorogo. Perlu adanya pendampingan 
maupun sosialisasi yang lebih intens agar PNS dengan usia di atas 50 tahun 
atau menuju purna dapat memahami dan menerapkan dengan baik
terkait bagaimana pengaplikasian Jathilan Absensi Online.  
2. Perlu adanya penambahan server maupaun database oleh pihak BKPSDM 
sebagai penyimpanan seluruh data kehadiran dan aktivitas aparatur 
pemerintah di seluruh SKPD Kabupaten Ponorogo agar tidak mudah terjadi 
error atau down saat digunakan. Hal penting lainnya adalah jaringan 
internet, jika memungkinkan mengingat pentingnya jaringan internet untuk 
mengakses aplikasi Jathilan Absensi Online. Maka perlu adanya 
peningkatan kualitas WIFI yang ada di Dinas Tenaga Kerja baik itu 
dilakukan sendiri oleh Dinas Tenaga Kerja maupun dengan bantuan yang 
diberikan oleh pihak pemerintah daerah dengan menyediakan WIFI dengan 
Bandwidth yang mumpuni agar aplikasi dapat terakses dengan mudah dan 
cepat. 
3. Perlu adanya kebijakan terkait radius jarak untuk bisa melakukan absen 
maupun pelaporan aktivitas, karena kebutuhan pekerjaan yang 
mengharuskan tidak hanya selalu berada di kantor melainkan juga diluar 
kantor, agar aplikasi ini tetap dapat digunakan saat diluar kantor sehingga 
pegawai dapat lebih efisien dalam menggunakan aplikasi ini. Jika tidak 
pegawai dapat melakukan remote working selama satu bulan, jam masuk 





tidak terdapat kerugian apabila PNS di Dinas Tenaga Kerja sedang 
memiliki kepentingan atau tugas diluar kantor namun tidak memiliki surat 
perintah tugas.  
4. Perlu adanya inovasi lain terkait penerapan E-government di lingkungan 
Kabupaten Ponorogo, agar semakin bertambah terciptanya organisasi 
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LAMPIRAN 1. Instrumen Penelitian 
INSTRUMEN PENELITIAN 
PEDOMAN WAWANCARA 
No. Fokus Penelitian Daftar Interview 




kerja Pegawai Negeri 
Sipil di Dinas Tenaga 
Kerja Kabupaten 
Ponorogo 
a. Pencapaian tujuan   1. Proses penerapam 
absensi 







1. Kemampuan organisasi 
dalam mengadakan 
sosialisai 
2. Komunikasi atau 
hubungan dengan 





1. Penyesuaian PNS 
terhadap Jathilan 
Absensi Online 
2. Manfaat dan dampak 
3. Prosedur dan 
mekanisme  






kerja Pegawai Negeri 




a. Faktor Pendorong  1. Adanya kompensasi  
2. Adanya tindakan atau 
sanksi hukum terhadap 
pelanggar disiplin, 
sesuai dengan 
peraturan sanksi yang 
ada 
3. Sistem Jathilan 




1. Kemampuan dalam 
menggunakan 
aplikasi  
2. Server dan jaringan 
aplikasi  









LAMPIRAN 2. Daftar Riwayat Hidup 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
1. Nama lengkap  : Zeina Novotna 
 
2. Tempat tanggal lahir  : Ponorogo, 19 Februari 1999 
 
3. Alamat tempat tinggal : Jl. Poncosiwalan No.72 RT/RW 004/002 
 
Desa Ngunut, Kec. Babadan, Kab. 
Ponorogo Jawa Timur 
4. Nomor handphone : 085700992040  
5. E-mail  : novotnazeuna@gmail.com 
 
6. Riwayat pendidikan 
 
Tingkat Nama Sekolah Tahun lulus 
SD SDN Ngunut 2011 
SMP SMPN 3 Ponorogo 2014 
SMA SMAN 3 Ponorogo 2017 
S-1 Universitas Brawijaya Malang 2021 
 
 
7. Pengalaman Organisasi 
Organisasi Jabatan Tahun 
AMC Bendahara 2017 
 
8. Pengalaman Magang 
 
Instansi Tahun 












LAMPIRAN 4. Hasil Wawancara 
HASIL WAWANCARA 
1. Wawancara 1: Ibu Tutik Sudarwati, S. Sos selaku Kepala Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo 
Peneliti  : Bagaimanakah strategi penerapan absensi berbasis teknologi di 
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo? 
Narasumber : Jadi pernah dilakukan BIMTEK atau sosialisasi Kasubag bersama 
dengan Pak Suko selaku operator terkait dengan cara-cara 
penggunaan aplikasi Jathilan pada awal diterapkannya absensi 
Jathilan. 
Peneliti : Sejauh mana inovasi absensi berbasis teknologi dapat mengatasi 
permasalahan disiplin kerja sebelumnya? 
Narasumber : Iya, sejak diterapkan akhir tahun 2018 hingga saat ini cukup 
signifikan hasilnya.  
Peneliti  : Apa saja sumber daya yang terlibat dalam penerapan absensi 
berbasis teknologi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo?  
Narasumber : Karena di sini tidak ada PPPK jadi hanya PNS saja. Jadi absensi 
Jathilan ini pada satu SKPD terdapat satu admin yang bertugas 
menjadi operator dari absensi Jathilan itu sendiri. Dan absensi 
Jathilan ini servernya terpusat menjadi satu yaitu di BKD.  
Peneliti  : Apakah manfaat dan dampak yang dirasakan pegawai pada Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo setelah adanya penerapan 
inovasi absensi berbasis teknologi terkait dengan disiplin kerja? 
Narasumber : Kalau dampaknya sekarang ini, jika dibandingkan dengan sistem 
sebelumnya yang manual yang berarti tidak bisa dilakukan 
pemantauan secara langsung jika dilakukan kecurangan sulit 
dideteksi. Jika online ini kan harus dilakukan orang per orang jadi 
jika akan berbuat curang pasti akan ketahuan.  
Peneliti  : Bagaimana hasil kinerja penerapan inovasi absensi berbasis 
teknologi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo yang 
dirasakan sejauh ini?  
Narasumber : Yang jelas kalau yang menggunakan absensi ini kan kita lebih 
mudah untuk memantau jadi jauh lebih efektif untuk meningkatkan 
disiplin pegawai jadi kita bisa memanatau aktivitas PNS itu ke 
mana dan di mana jika ketika ada tugas ke luar atau bolos kerja 
semua bisa di pantau melalui aplikasi jathilan. 
Peneliti  : Apakah kekurangan dan kelebihan dari inovasi absensi berbasis 
teknologi ini?  
Narasumber : Kayaknya cenderung banyak kelebihannya jadi semua lebih ya 
kalau menurut saya karena kita lebih mudah memantau juga kan. 
Jadi untuk absensi itu terdapat jam-jam yang kita bisa melakukan 
absen tapi setelah itu tidak bisa lagi.    





disiplin yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil terhadap pekerjaannya 
di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo? 
Narasumber : Tentunya aplikasi ini sangat berpengaruh ya, karenakan kalau 
memakai aplikasi ini terdapat ring sehingga mewajibkan semua 
pegawai datang langsung ke kantor dan ring itu terpusat di sini 
dengan jarak 50 meter di lokasi itu. Jadi jika melebihi itu sudah 
tidak bisa. Jadi untuk presensi harus tetap di lokasi kantor, sehingga 
pegawai juga sudah tidak bisa melakukan kegiatan curang yang 
menyangkut presensi karena mengingat hal itu juga berdampak 
pada tanggung jawab pekerjaan. Pegawai juga diwajibkan untuk 
datang tepat waktu, katakanlah jam 06.30-08.00 itu untuk absen 
yang aman atau dianggap masuk normal setelah itu absen itu ada 
potongan sekian persen itu sudah terhitung permenit dari 
aplikasinya jumlah nominalnya itu dari aplikasi yang menentukan. 
Jadi istilahnya ada datang terlambat atau pulang cepat itu semua 
tertera dalam aplikasi. 
Peneliti  : Apakah terdapat tindakan atau sanksi hukum terhadap 
pelanggaran disiplin, sesuai dengan peraturan sanksi yang 
menyangkut absensi berbasis teknologi dalam menunjang disiplin 
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Ponorogo? 
Narasumber : Nanti ada teguran dari pihak BKPSDM nya. Dari sanakan terlihat 
juga yang terlambat siapa yang sering tidak masuk siapa dari pihak 
BKPSDM pasti mengetahui. Jadi kalau ada yang melanggar 
adminnya ditegur kenapa bisa terjadi hal-hal seperti itu jika tidak 
terdapat alasan yang jelas baru disampaikan kepimpinan baru 
ditindak lanjuti oleh pimpinan tersebut, biasanya dipanggil dan 
hanya mendapat teguran secara lisan.   
Peneliti  : Bagaimana dengan peran faktor lain seperti fasilitas sarana dan 
prasarana dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai 
penunjang disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga 
Kerja Kabupaten Ponorogo? 
Narasumber : Sudah cukup memadai. Jadi kalau terkait sarana dan prasarana di 
Disnaker ini sudah terdapat Musholla, lobi, toilet, gudang, dan 
beberapa ruang penunjang lainnya. Dan juga ada fasilitas seperti 
wifi, cctv, printer dan kendaraan dinas.  
Peneliti  : Apakah terdapat kendala yang berasal dari diri individu (internal) 
dalam penerapan absensi berbasis teknologi dalam menunjang 
disiplin kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo saat 
ini? 
Narasumber : Pada awal-awalnya permasalahan yang timbul dari pegawai 
sendiri kebanyakan muncul dari kemampuan pegawai yang hampir 
purna-purna, karena tidak terlalu menguasi teknologi. 
Peneliti  : Apakah terdapat kendala yang berasal luar individu (eksternal) 
dalam penerapan absensi berbasis teknologi dalam menunjang 






Narasumber :  Tergantung internet dan server dari BKPSDM 
2. Wawancara 2: Bapak Suko Widodo, S.T selaku Operator Jathilan 
Absensi Online Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo 
Peneliti : Apa saja sumber daya yang terlibat dalam penerapan absensi 
berbasis teknologi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo? 
Narasumber : Sumber daya yang terlibat itu yang pasti SDM ya. Jadi kalau 
SDMnya di sini Insyaallah sudah siap semua, jadi semua pegawai 
itu tinggal melaksanakan aplikasi yang dari pusat. Pada dasarnya 
kita hanya menyiapkan tenaga IT, tapi Jathilan ini server dan 
databasenya semua bersumber langsung dari BKPSDM di lantai 5 
menjadi satu dan dari sana dikelola oleh perhubungan. Jadi 
operator tinggal menjalankan saja. Jadi semua pegawai yang ada di 
Ponorogo terpusat dari satu server. 
Peneliti  : Bagaimana prosedur dan mekanisme dalam penerapan sistem 
absensi berbasis teknologi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Ponorogo saat ini? 
Narasumber : Mekanisme nya pertama di Playstore cari aplikasi Jathilan terus di 
download setelah itu nanti di situ langsung terdapat urutan cara 
menjalanakan dan langsung bisa log in pakai NIP dan password, 
untuk password semua sama yang membedakan hanya di NIP nya. 
Intinya kalau terkait dengan Jathilan Presensi itu hanya pagi dan 
siang, masuk saat check in jam 7 itu dengan saat pulang. Kalau 
untuk aktivitas lain seperti izin keluar saat jam kerja dan lain 
sebagainya itu yang penting ada izin dari atasan karena mengingat 
pekerjaan kita memberikan pelayanan jadi tidak selalu ditempat.  
Peneliti : Bagaimana terkait dengan izin cuti? 
Narasumber : Bisa, jadi disitu diaplikasinya sudah disediakan menu untuk izin 
tidak masuk seperti cuti atau izin sakit atau kepentingan keluarga 
semua sudah ada disitu.  
Peneliti  : Apakah sistem absensi berbasis teknologi ini memudahkan 
pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo? 
Narasumber : Kalau itu tergantung ya saya tidak bisa mengatakan spesifiknya 
seperti apa. Jadi kalau dari kepegawaian sendiri itu memudahkan 
untuk memonitornya   
Peneliti : Apakah kendala yang timbul saat penggunaan absensi berbasis 
teknologi? 
Narasumber : Yang paling banyak mengeluh saat ini disini terkait jaringan 
internet. Jadi setiap pagawai menggunakan paket data yang dimiliki 
sendiri-sendiri jadi kadang bisa lemot jika down hanya muter saja 
cukup lama saat akan log in pada aplikasi sehingga bisa 
menyebabkan terlambat. 
3. Wawancara 3: Bapak Deddy Chandra W. S.E. selaku Kepala Sub 
Bidang Penilaian Kinerja ASN BKPSDM Kabupaten Ponorogo 






Narasumber : Yang melatarbelakangi adalah dengan semakin berkembangnya 
teknologi yang ada, semakin banyaknya jumlah pegawai yang 
mulai menguasai teknologi jadi mulai digunakan absensi Jathilan 
ini. Jadi hampir semua pegawai di Ponorogo mulai dibiasakan 
untuk menggunakan teknologi. 
Peneliti  : Bagaimanakah strategi penerapan absensi Jathilan? 
Narasumber : Diselenggarakan sosialisasi untuk Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian bersama dengan admin Jathilan. Jadi setiap kantor 
terdapat satu yang akan bertugas sebagai admin yang diutamakan 
itu terlebih dahulu untuk diberikan sosialisasi bersama dengan 
Kasubag. Setelah itu baru dari pihak BKD melakukan sosialisasi 
keliling ke masing-masing satuan kerja dinas Kabupaten Ponorogo, 
karena tidak memungkinkannya tempat dan waktu sosialisasi jika 
dilakukan bersamaan dengan semua ASN di Kabupaten Ponorogo. 
Peneliti : Bagaimanakah strategi perbaikan dan pengembangan absensi 
berbasis teknolgi? 
Narasumber : Untuk kedepan nya akan dilakukan penambahan untuk alatnya 
sendiri yaitu penambahan server karena jika digunakan untuk 
seluruh ASN di Ponorogo dirasa belum mencukupi sampai saat ini.  
Karena aplikasi ini kan satu pintu dan pada awal pengaplikasian itu 
belum dibagi-bagi. Untuk sekarang mulai dilakukan perbaikan 
dengan berbagai pintu. Selain itu kedepan nya semua ASN di 
Ponorogo baik itu PNS, PPPK, maupun honorer akan 
menggunakan aplikasi ini.  
Peneliti  : Apakah terdapat kebijakan terkait kompensasi atau reward dalam 
penerapan absensi berbasis teknologi di Kabupaten Ponorogo untuk 
mendorong disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil? 
Narasumber : Jadi pertama kali keluar absensi Jathilan berdasar pada Peraturan 
Bupati nomer 101 tahun 2018 itu hanya menyangkut hal-hal terkait 
absensi kemudian pada tahun 2019 ditingkatkan menjadi Peraturan 
Bupati nomer 123 tahun 2019 terkait Tambahan Penghasilan 
dengan aktivitas harian. Jadi perhitungannya 60% aktivitas dan 
40% absensi. Jadi nanti terdapat tambahan penghasilan perbulan 
sesuai dengan presentase aktivitas dan absensi yang dihasilkan. 
Dan Tambahan Penghasilan tersebut akan disesuaikan dengan 
Jabatan dan Golongan. Jadi nanti hasilnya meskipun pangkatnya 
sama tapi jika satu malas dan satunya rajin maka tambahan 
penghasilannya akan berbeda.  
Peneliti  : Apakah terdapat kebijakan atau peraturan tertulis terkait 
penerapan absensi berbasis teknologi dalam menunjang disiplin 
kerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ponorogo? 
Narasumber : Peraturan tertulisnya semua mengacu pada PERBUB Nomor 123 
tahun 2019  
Peneliti  : Apakah terdapat tindakan atau sanksi hukum terhadap 
pelanggaran disiplin, sesuai dengan peraturan sanksi yang 





Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ponorogo? 
Narasumber : Untuk hukuman atau punishment itu sudah terhitung dari 
potongan yang terdapat dalam aplikasi Jathilan. Tetapi sejauh ini 
sejak absensi ini berjalan mungkin kebanyakan hanya terlambat, 
pulang cepat itupun juga tidak terus-menerus terjadi. Untuk tidak 
masuk atau mangkir tanpa alasan sangat jarang terjadi. Paling jika 
terlambat terus-terusan BKD mengambil tindakan melalui teguran 
kepada kepala kepegawaiannya atau adminnya dihubungi melalui 
whatsapp ditanyai alasannya kenapa pegawai di tempat tersebut 
sering terlambat tetapi belum sampai pada dokumen tertulis atau 
surat peringatan. Dan biasanya yang didapati terlambat itu karena 
rumahnya ada di luar kota.  
Peneliti : Apakah terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh 
PNS saat menggunakan absensi berbasis teknologi ini? 
Narasumber : Karena perkembangan teknologi tentunya terdapat beberapa 
oknum yang juga berusaha mengakali dengan menggunakan fake 
GPS pada awal-awal pemakaian aplikasi ketahuan lumayan banyak 
tetapi semakin ke sini mulai berkurang. Jadi mereka tidak absen 
pada lokasi kantor tapi sekarang bisa ketahuan dari sini. Satu lagi 
juga mengambil foto di  galeri untuk mengisi aktivitas 
Peneliti : Dengan terjadinya perubahan Peraturan Bupati selama 2x seperti 
yang diketahui, apakah mengakibatkan adanya pembaharuan dan 
perubahan dari aplikasi Jathilan Absensi Online? 
Narasumber : Jadi terkait perubahan itu karena ada penambahan ya, awalnya 
kan cuma ada absensi saja terus ada perubahan Peraturan Bupati 
tersebut berhubung ada tambahan penghasilan juga, akhirnya ada 
tambahan aktivitas harian itu. 
Peneliti : Apakah kedepannya akan dilakukan evaluasi dan pengembangan 
lebih lanjut terkait aplikasi Jathilan Absensi Online? 
Narasumber : Menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, jika membutuhkan 
pastinya akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi. Sebelumnya 
pada tahun 2019 juga sudah pernah dilakukan monitoring dan 
evaluasi dari BKD. 
Peneliti : Bagaimana dengan pelaksanaan peraturaan terkait TPP? Apakah 
pemberian TPP juga memberikan pengaruh pada faktor lain? 
Narasumber : Iya, jadi terkait pemberian jumlah TPP baik itu terkait absensi 
atau penilaian aktivitas itu semua sudah diatur dalam Peraturan 
Bupati Nomor 123 tahun 2019. Aktivitas itu kan merupakan 
turunan dari tupoksi, jadi juga bisa dilakukan penilaian secara 
langsung juga dari kinerja masing-masing PNS di Dinas Tenaga 
Kerja oleh BKD. 
4. Wawancara 4: Bapak Edi Sucipto selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) 
di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo.  
Peneliti  : Apakah manfaat dan dampak yang dirasakan pegawai pada Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo setelah adanya penerapan 





Narasumber : Jelas terkait manfaat dan dampak jauh lebih baik dari segi 
kedisiplinan pegawai daripada yang manual dahulu karenakan 
semua kegiatan pegawai ketika datang ataupun pulang terekam 
langsung dalam aplikasi. Tapi dari segi efektivitas masih kurang 
menurut saya, karena dari absen online belum maksimal. Aplikasi 
sering eror, lost server dan lain sebagainya. Ya maklum masih 
baru. 
Peneliti  : Apakah sistem absensi berbasis teknologi ini memudahkan 
pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo? 
Narasumber : Sejauh ini saya tidak ada kesulitan, sangat mudah. Kalau bisa 
menggunakan android pasti bisa, gampang cara pakainya, jelas juga 
menu-menunya.  
Peneliti  : Apakah kekurangan dan kelebihan dari inovasi absensi berbasis 
teknologi ini?  
Narasumber : Kalau kelebihannya di Jathilan ini lebih memudahkan aktivitas 
harian, yang dulu mungkin laporan aktivitas melalui berkas dan 
dilaporkan ke atasan, sekarang lebih mudah dengan hanya nulis 
aktivitasnya lalu disertakan foto kegiatan. Lebih efektif dari pada 
aplikasi manual dan lebih simpel. Kalau kekurangannya kadang 
aplikasi masih sering eror.  
Peneliti  : Apakah sistem absensi berbasis teknologi dapat mendorong sikap 
tanggung jawab dan disiplin yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil 
terhadap pekerjaannya di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Ponorogo? 
Narasumber : Kalau secara ketertiban sangat bagus karena aplikasi ini 
menggunakan GPS dan hanya bisa absen di kantor tempat kerja, 
jadi tidak mungkin bisa absen nitip seperti kasus absen manual ttd. 
Selain itu, pegawai akan berusaha datang tepat waktu karena sistem 
langsung dapat merekam jam kedatangan dan kepulangan pegawai. 
Peneliti  : Bagaimana dengan peran faktor lain seperti fasilitas sarana dan 
prasarana dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai 
penunjang disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga 
Kerja Kabupaten Ponorogo? 
Narasumber : Jika sejauh ini sarana prasarannya sudah cukup memadai ya bagus 
dan nyaman, tidak ada kantin pun makannya juga sudah dari kantor 
setiap hari disediakan nasi bungkus. Tapi kalau mau jajan biasanya 
sendiri.   
Peneliti  : Apakah terdapat kendala yang berasal dari diri individu (internal) 
dalam penerapan absensi berbasis teknologi dalam menunjang 
disiplin kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo saat 
ini? 
Narasumber : Kalau dari saya pribadi sejauh ini tidak ada tapi kendalanya ya 
gitu dari aplikasinya beberapa waktu aplikasinya bisa eror.  
Peneliti : Terkait dengan  
Peneliti  : Apakah terdapat kendala yang berasal luar individu (eksternal) 





disiplin kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo saat 
ini? 
Narasumber : Sejauh ini, hubungan antara rekan kerja masih baik-baik saja. 
Sampai saat ini juga belum ada yang mendapat teguran dari atasan 
setahu saya.  
Peneliti : “Bagaimanakah langkah awal saat diterapkannya Jathilan Absensi 
Online?” 
Narasumber : “Pertama itu saat absensi mulai akan digunakan dapat bimbingan 
perbidang masalah absennya gimana, jam masuk beserta aturan-
aturan yang lainnya itu dari bidang kepegawaian yang tugas nya 
jadi staf operator Jathilan” 
Peneliti : “Apakah Jathilan Absensi Online hanya terkait TPP?” 
Narasumber : “Absensikan juga merupakan penilaian pegawai ke BKD karena 
juga meliputi aktivitas. Justru nilai TPP itu lihatnya dari ketertiban 
dari absensi dan aktivitas kan server Jathilan di BKD, semua hasil 
dari Jathilan masuk ke BKD” 
Peneliti : “Apakah pernah ada teguran dari pihak BKPSDM kepada PNS di 
Dinas Tenaga Kerja?” 
Narasumber : “Gak ada setahu saya” 
Peneliti : “Bagaimana jika tidak dapat melakukan absensi saat pulang di 
kantor, karena ada rapat atau tugas lainnya yang mengharuskan 
berada diluar kantor sampai jam pulang kerja? 
Narasumber : “Kalau keluar ada acara dinas itu nanti aka nada seperti surat 
perintah tugas. Nah itu tinggal dikasih taukan ke operator dan nanti 





LAMPIRAN 5. Loogbook Penelitian Skripsi 
LOGBOOK PENELITIAN SKRIPSI FIA UB 
NAMA :ZEINA NOVOTNA 
NIM :175030107111039 
JUDUL PENELITIAN :EFEKTIVITAS 
INOVASI ABSENSI BERBASIS 
TEKNOLOGI DALAM MENUNJANG 
DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI 
SIPIL (STUDI PADA DINAS TENAGA 
KERJA KABUPATEN PONOROGO)  
 
No. Tanggal Kegiatan 
1 12/4/2021 Catatan: Melakukan observasi pendahuluan serta 
mengenali lingkungan kerja dan petugas Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo 
Bukti Pendukung: Dokumentasi Foto lingkungan kerja 
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo 
 
2 19/4/2021 Catatan : Peneliti mengajukan surat izin penelitian dari 
Bakesbangpol pada instansi Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Ponorogo 
Bukti Pendukung : Surat izin penelitan diberikan pada 
sekertariat Dinas Tenaga Kerja, kemudian menunggu 
untuk di disposisikan 
3 26/4/2021 Catatan: Melakukan observasi pada Mekanisme atau 
Prosedur Jathilan dipandu oleh Operator Jathilan, 
Bapak Suko. Melakukan wawancara dengan Bapak 
Suko, dan Bapak Edi Sucipto.  
Bukti Pendukung: Dokumentasi foto, rekaman suara 






4 27/4/2021 Catatan: Melakukan observasi pada Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Ponorogo, melakukan wawancara dengan 
Ibu Tutik, dan memohon beberapa dokumen.  
Bukti Pendukung: Dokumentasi foto, rekaman suara, 
transkrip wawancara dan dokumen/ file laporan 
 
4 3/5/2021 Catatan: Melakukan observasi pada BKPSDM dan 
mengajukan surat izin penelitian dari Bakesbangpol 
pada BKPSDM Kabupaten Ponorogo 
 






5 6/5/2021 Catatan: Melakukan observasi pada pelaksanaan 
aplikasi Jathilan dipandu oleh Kasubbid Penilaian 
Kinerja Kabupaten Ponorogo, Bapak Deddy. 
Melakukan wawancara dengan Bapak Deddy. 
Memohon beberapa dokumen 
Bukti Pendukung: Dokumentasi foto, rekaman suara, 
dan transkrip wawancara. 
 
7 18/5/2021 Melakukan observasi pada Dinas Tenaga Kerja dan 
memohon data/ dokumen tambahan  
Bukti Pendukung: Dokumentasi foto dan dokumen/ 
file laporan. 
 
7 5/7/2021 Catatan: Melakukan observasi pada pelaksanaan 
aplikasi Jathilan di Dinas Tenaga Kerja. Melakukan 
wawancara dengan Bapak Edi Sucipto 
Bukti Pendukung: Dokumentasi foto, rekaman suara, 






8 7/7/2021 Catatan: Melakukan wawancara dengan Bapak 
Deddy selaku Kasubbid Penilaian Kinerja 
Kabupaten Ponorogo 
Bukti Pendukung: Rekaman suara, dan transkrip 
wawancara. 
9 8/8/2021 Catatan: Melakukan wawancara dengan Bapak Edi 
sleaku PNS do Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Ponorogo melalui telefon 









Wawancara dengan Oprator Jathilan Absensi Online Dinas Tenaga Kerja 
Bapak Suko Widodo, S.T 
Dokumentasi peneliti pada 26 April 2021 
 
 
Wawancara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Tenaga Kerja Bapak 
Edi Sucipto 







Wawancara dengan Ibu Tutik Sudarwati S. Sos. serta Permohonan dokumen 





Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja ASN BKPSDM 
Kabupaten Ponorogo, Deddy Chandra W. S.E 
Dokumentasi peneliti pada 6 Mei 2021 
 
 
 
 
 
